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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai penyelenggara 

Pemilu dan Pemilihan yang memiliki tugas dan fungsi secara hierarki dengan KPU 

RI, memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan di 

tingkat Provinsi. Dalam ketugasannya, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki 

salah satu tugas yaitu fungsi pengawasan internal. Fungsi pengawasan yang 

dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini antara lain pengawasan internal 

kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, menerima laporan dan/atau pengaduan dari 

masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan 

pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. 

Ketugasan lain yang ada di level KPU Kabupaten Kepulauan Talaud adalah 

memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik di bidang pelayanan informasi 

Pemilu/Pemilihan, maupun pelayanan kepada Peserta Pemilu dan para pemangku 

kepentingan lainnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, KPU 

Kabupaten Kepulauan Talaud selalu mengutamakan pelayanan yang berkualitas, 

cepat, dan bebas dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan bentuk pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi pada tingkat satuan kerja/ unit pelaksana teknis. Wilayah Bebas 

dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang 

memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan 

sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas 

kinerja. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat 

yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen 

perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan
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pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan 

publik.

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi WBK/WBBM 

merupakan aksi nyata dari strategi pemerintah dalam pencegahan dan 

pemberantasan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Zona Integritas 

adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan 

jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi 

(WBK) dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani (WBBM) melalui Reformasi 

Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas 

pelayanan publik. Pembangunan Zona Intergritas di lingkungan 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah saat ini mengacu kepada Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 

2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas 

dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana telah di ubah 

dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 5 Tahun 2024 serta memperhatikan surat Plh. Sekretaris Jenderal Nomor 

2410/PW.02-SD/12/2025 tanggal 17 Juli 2025 tentang Pelaksanaan Pembangunan 

Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota, serta Surat Ketua KPU Republik Indonesia tanggal 17 Oktober 2025 

perihal Langkah-Langkah Strategis Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan 

Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi/KIP 

Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 

dilaksanakan secara terencana, bertahap dan berkelanjutan. Kegiatan ini tidak 

hanya fokus pada pemenuhan indikator administrasi tetapi juga menanamkan nilai- 

nilai anti korupsi, peningkatan etika pelayanan serta penguatan komitmen seluruh 

jajaran pegawai terhadap visi dan misi KPU. Selain itu, pelaksanaan Pembangunan 

Zona Integritas di KPU Kabupaten Talaud merupakan bagian dari upaya mendukung 

kebijakan nasional dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani 

Masyarakat dengan baik, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan
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Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang 

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 

2024 serta memperhatikan surat Plh. Sekretaris Jenderal Nomor 2410/PW.02- 

SD/12/2025 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja 

di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Tahapan yang paling penting dalam zona integritas adalah pembangunan itu 

sendiri. Pembangunan berarti membangun integritas pada unit instansi pemerintah 

melalui berbagai perubahan dan perbaikan yang terencana, massif, komprehensif, 

dan sistematis. Membangun integritas berarti membangun sistem, membangun 

manusia, dan membangun budaya. Membangun sistem berarti membangun 

berbagai instrumen, SOP, dan peraturan untuk mencegah terjadinya tindak pidana 

korupsi/perbuatan tercela lainnya. Sebagai contoh, membangun sistem 

pengendalian gratifikasi, membangun whistle blowing system, membangun sistem 

pengendalian intern, dan lainnya.

Pembangunan Zona Integritas sebagai sebuah proses perlu dilakukan 

pelaporan, pemantauan dan evaluasi secara terus menerus untuk kemudian 

dilakukan langkah tindak lanjut agar pelaksanaan pembangunan tetap berjalan 

sesuai rencana aksi dan target yang dicanangkan dapat tercapai. Pembangunan 

Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada KPU Kabupaten Kepulauan Talaud pada 

tahun 2025 ini merupakan upaya pembangunan sistem organisasi dan pelayanan 

publik yang mencerminkan birokrasi yang bebas dari korupsi, bersih, dan 

berorientasi kepada pelayanan.

Melalui laporan pelaksanaan ini, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 

mendokumentasikan seluruh tahapan kegiatan, capaian, inovasi serta monitoring 

dan evaluasi atas pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas selama tahun 

berjalan. Setelah melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Tim Kerja Pembangunan 

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani (WBBM) KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, untuk melihat
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sejauh mana pembangunan Zona Integritas di KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, 

maka dipandang sangat perlu untuk dilakukan monitoring dan evaluasi.

B. Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan KPU Kabupaten 

Kepulauan Talaud dimaksudkan sebagai upaya nyata dalam mewujudkan reformasi 

birokrasi di seluruh aspek penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. 

Pembangunan Zona Integritas merupakan langkah strategis untuk menumbuhkan 

budaya kerja yang berintegritas, transparan, dan akuntabel serta menciptakan 

sistem pelayanan publik yang efektif, efisien, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi 

dan nepotisme.

Adapun tujuan dari pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 

lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud adalah :

a) Mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan pembangunan zona 

integritas pada KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;

b) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas;

c) Meningkatkan kualitas pelayanan publik;

d) Menumbuhkan budaya kerja berorientasi kinerja dan pelayanan;

e) Mendorong terciptanya lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi, kolusi 

dan nepotisme (KKN); serta

f) Meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPU sebagai lembaga 

penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan berdaya guna, sehingga 

terciptanya citra positif lembaga di mata masyarakat.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851);
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2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri 

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas 

dari Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas 

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 

di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

1571) sebaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi
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Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih 

dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2024 Nomor 444);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 377);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, 

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 

2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 

Tentang Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Tahun 2025 Di Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen 

Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan 

Kabupaten/Kota;
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12. Surat Plh. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 

2410/PW.02-Sd/12/2025 tanggal 17 Juli 2025 tentang Pelaksanaan 

Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi 

dan KPU Kabupaten/Kota;

13. Surat Ketua Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor Nomor 1766/PW.02- 

SD/11/2025 tanggal 17 Oktober 2025 Perihal Langkah-Langkah Strategis Dalam 

Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan 

Kerja di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 33 

Tahun 2025 Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah 

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;

15. Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 19 Tahun 

2025 Tentang Pembentukan dan Penetapan Agen Perubahan Dalam Manajemen 

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025.
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BAB II

HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 

A. HASIL PELAKSANAAN

Perencanaan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten 

Kepulauan Talaud disusun sebagai Langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang bersih, efektif dan berorientasi pada pelayanan public yang 

prima. Pembangunan Zona Integritas merupakan implementasi dari program 

reformasi birokrasi yang menekankan pada Upaya pencegahan korupsi, peningkatan 

kualitas pelayanan publik serta penguatan integritas aparatur. Perencanaan 

pembangunan Zona Intergritas di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 

Tahun 2025, saat ini mengacu kepada:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas 

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 

Instansi Pemerintah, sebaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi 

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih 

dan Melayani di Instansi Pemerintah;

2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang 

Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Tahun 2025 Di Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi 

Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

3. Surat Plh. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 

2410/PW.02-SD/12/2025 tanggal 17 Juli 2025 Tentang Pelaksanaan 

Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi 

dan KPU Kabupaten/Kota;
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4. Surat Ketua Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor Nomor 1766/PW.02- 

SD/11/2025 Tanggal 17 Oktober 2025 Perihal Langkah-Langkah Strategis Dalam 

Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan 

Kerja di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh Dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

5. Surat Plh. Sekretaris Jenderal Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025 tanggal 17 Juli 

2025 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di 

Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3- 

Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024.

KPU Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan unit yang telah melaksanakan 

program-program Reformasi Birokrasi secara baik dan berkelanjutan. Keberhasilan 

tersebut dapat dilihat dari meningkatnya partisipasi pemilih pada Pemilu dan 

Pilkada, Penghargaan PPID, pemilu akses, transparansi informasi publik, 

penyelenggara pemilu yang berintegritas, iklan layanan masyarakat kreatif, serta 

penghargaan inovatif dan professional. Adapun tahapan Pembangunan Zona 

Integritas yang dilaksanakan di KPU Kabupaten Kepulauan Talaud adalah sebagaia 

berikut:

1) Perencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

a. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah deklarasi/pernyataan 

dari pimpinan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud bahwa instansinya telah siap 

membangun Zona Integritas;

b. Sebagai Langkah awal, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah membentuk 

Tim Pembangunan Zona Integritas melalui Surat Keputusan Ketua Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 33 Tahun 2025 

tentang Pembentukan Tim Pengembangan Zona Integritas Menuju Wilayah 

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud. Tim ini terdiri atas 

unsur pimpinan, Sekretaris, Pejabat Struktural, dan Pelaksana yang memiliki 

komitmen tinggi terhadap nilai-nilai integritas.

10



c. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh Ketua, Anggota, 

Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dan seluruh jajaran Sekretariat 

di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud yang telah menandatangani 

dokumen pakta integritas. Penandatanganan dokumen pakta integritas dapat 

dilakukan secara serentak pada 11 November 2025.

Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka 

dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk 

masyarakat dapat memantau, mengawasi dan berperan serta dalam program 

kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan 

peningkatan kualitas pelayanan publik.

d. Melaksanakan pencanangan Zona Integritas yang dipublikasikan secara luas 

melalui media social, website, banner dan atau spanduk dengan maksud agar 

semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi 

dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi, khususnya 

di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

e. Semua yang dilakukan harus dilengkapi dengan data dukung antara lain: 

Foto/dokumentasi, screenshoot website, screenshoot media sosial, rekaman 

berita televisi, serta kliping koran dan dilampirkan di dalam Laporan Kerja 

Evaluasi (LKE).

2) Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan 

Zona Integritas yang difokuskan pada penerapan program Manajemen 

Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan 

Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Dalam membangun Zona Integritas, 

telah ditetapkan Satker yang diusulkan sebagai WBK dan WBBM. Komponen 

Pengungkit meliputi enam program bidang Manajemen Perubahan, Penataan 

Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, 

Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan yang diharapkan 

dapat menghasilkan sasaran aparatur KPU Kabupaten Kepulauan Talaud yang
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bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai 

komponen hasil.

Pembangunan pembangunan Zona Intergritas di lingkungan KPU Kabupaten 

Kepulauan Talaud diawali dengan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas. 

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah deklarasi/pernyataan dari 

pimpinan instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap untuk membangun Zona 

Integritas. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas KPU Kabupaten Kepulauan 

Talaud dilakukan dengan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Ketua, 

Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dan seluruh jajaran Sekretariat di 

lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud. Pencanangan pembangunan Zona 

Integritas dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan 

maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawasi dan 

berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang 

pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi 

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) terdiri dari Pengarah, Ketua 

Tim Kerja, Koordinator Tim Manajemen Perubahan beserta anggota, Koordinator 

Tim Penguatan Tata Laksana beserta anggota, Koordinator Penataan Sistem 

Manajemen Aparatur Sipil Negara beserta anggota, Koordinator Tim Penguatan 

Pengawasan beserta anggota, Koordinator Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja 

beserta anggota, Koordinator Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik beserta 

anggota. Adapun tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) 

di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud adalah:

1. Pengarah, bertugas:

a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona 

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih 

dan Melayani;

b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing 

Tim;
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c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah 

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan 

sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan 

dampak pada masyarakat;

d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas 

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan 

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah 

sesuai dengan RoadMap, dan berkelanjutan;

e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona 

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih 

dan Melayani secara tertulis kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan 

Talaud secara berkala dan berkelanjutan

2. Tim Kerja, bertugas:

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam 

melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;

3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan 

timbulnya resistensi terhadap perubahan;

4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map 

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona 

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani.

b. Tim Penguatan Tata Laksana, bertugas :

1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan;
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2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan 

informasi publik.

c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara, bertugas:

1) Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan KPU 

Kabupaten Kepulauan Talaud;

2) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;

3) Menetapkan kinerja individu;Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku 

pegawai;

4) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai KPU Kabupaten Kepulauan 

Talaud.

d. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:

1) Melakukan publiccampaigrr,

2) Melaksanakan pembangunan zona integritas;

3) Melakukan koordinasi dengan Inspektorat mengenai kegiatan 

pencegahan pemberantasan korupsi.

e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:

1) Meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;

2) Meningkatkan akuntabilitas KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;

3) Menyusun Renstra KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dengan melibatkan 

pimpinan;

4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara 

berkala;

5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-Monev).

f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:

1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, 

aman, dan mudah dijangkau;

2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap 

penyelenggaraan pelayanan publik;

3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:

a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan
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dalam upaya penerapan pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika, 

capacitybuilding, pelayanan prima);

b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai 

media;

c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan

reward/punishment,

d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;

e. Membuat inovasi pelayanan.

4) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;

5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;

6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas KPU KPU Kabupaten Kepulauan 

Talaud menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah 

Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Adapun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas adalah sebagai berikut:
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RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM 
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

TAHUN 2025

NO KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK
TARGET
WAKTU

TARGET
CAPAIAN

KET.

1 2 3 4 5 6 7 8

I Pembangunan Unit kerja untuk memperolehpredikat menuju WBK/WBBM

1 Tim  Kerja
Menerbitkan SK Tim  Kerja/ 
Kelompok Kerja

Membentuk Tim  Kerja / Kelompok 
Kerja ZI, anggotanya berasal dari 
Kom isioner dan jajaran Sekretariat 
KPU Kabupaten Kepulauan Talaud

SK Tim  Kerja/Kelompok Kerja 
yang ditandatangani oleh 
Ketua KPU Kabupaten 
Kepulauan Talaud

Agustus
2025

1
Dokumen

2 Dokumen Rencana Aksi
Dokumen Rencana Aksi 
pembangunan ZI telah disusun 
dan disosialisasikan

Penyusunan Dokumen rencana aksi 
pembangunan ZI, 
mensosialisasikan keseluruh 
Pegawai dan melalui W ebsite

Dokumen rencana aksi
Agustus

2025
1

Dokumen

3
Pemantauan dan Evaluasi
pembangunan
WBK/WBBM

Tim eline Pemantauan dan 
evaluasi pembangunan 
WBK/WBBM

Rapat kerja dan evaluasi 
pembangunan ZI

Undangan rapat dan daftar 
hadir

Oktober &  
Desember 

2025

1
Dokumen

4
Perubahan Pola Pikir dan 
Budaya Kerja

Para pimpinan berperan 
sebagai role model dalam 
pelaksanaan pembangunan 
WBM/WBBM

Menetapkan Keputusan tentang 
Budaya Kerja di lingkungan KPU 
Kabupaten Kepulauan Talaud

SK Budaya Kerja
September

2025
1

Dokumen

Pimpinan memberikan teladan 
dengan disiplin hadir serta 
berkontribusi dalam rapat pleno

Daftar Hadir apel pagi dan 
rapat pleno

Bulanan
2025

1
Dokumen

II Pelaksanaan, Pengendalian Gratifikasi

1 Publik Campaign tentang 
pengendalian Gratifikasi

Inform asi Pengendalian 
Gratifikasi ke seluruh pegawai 
dan satker

Memberikan Inform asi dan 
pelatihan pengendalian gratifikasi 
ke seluruh KPU Kabupaten 
Kepulauan Talaud seluruh pegawai 
wajib mengetahui prosedur 
pelaporan gratifikasi dan cara 
pengendaliannya karena seluruh 
pegawai menjadi agen pencegah 
gratifikasi.

foto kegiatan, pemasangan 
banner pencegahan gratifikasi

September
2025

1 kegiatan
Foto Kegiatan Sosialisasi Public 
Compaign tentang 
pengendalian Gratifikasi 
dengan narasumber KPK

2
Pengendalian gratifikasi 
telah diimplementasikan

Inform asi pengendalian 
gratifikasi ke seluruh 
masyarakat

Memberikan prosedur pelaporan 
gratifikasi dan cara pengendalian 
gratifikasi ke masyarakat luas

Banner "Tolak gratifikasi" dan 
tagline-tagline yang berbasis 
bebas korupsi dan pelayanan 
publik

12(dua 
belas) bulan

1
Dokumen
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menggunakan media sosial/laman 
daring

Sosialisasi tentang 
penanganan gratifikasi

III Pelaksanaan Whistie Blowing System

1 Internalisasi W histie 
Blowing Sytem dan 
Penerapannya

Sosialisasi internal W histie 
Blowing Sytem dan inovasi 
sistem

Berkolaborasi secara komprehensip 
dengan inspektorat, meminta pihak 
inspektorat memberikan guidance, 
melakukan internalisasi bahwa 
whistie blowing System merupakan 
salah satu sistem pembangunan ZI. 
Pengadu atau W histie blower akan 
dirahasiakan identitasnya.

Memasang hotline khusus (call 
Center), atau Via Surel

Oktober
2025

1 (satu) 
kegiatan

Evaluasi atas penerapan 
W histie Blowing Sytem

Menyusun daftar inventaris 
masalah, tindak lanjut yang sudah 
dilaksanakan/belum  dilaksanakan

Daftar inventaris masalah, 
data tindak lanjut dari evaluasi 
penerapan whistie Blowing 
System dari inspektorat

Oktober
2025 1(satu)

Dokumen

Menindaklanjuti atas 
penerapan W histie Blowing 
Sytem

Laporan tindak lanjut W histie 
Blowing System dari Inspektorat

Surat Sekretaris KPU Provinsi 
kepada Inspektorat mengenai 
Progres Implementasi W histie 
Blowing Sytem pada KPU 
Kabupaten Kepulauan Talaud

Oktober
2025

1(satu)
Kegiatan

IV Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan KPU Kabupaten kepulauan Talaud

1
Identifikasi benturan 
Kepentingan Dalam 
Tugas fungsi Utama

Mengidentifikasi benturan 
Kepentingan dan menyusun 
Prosedur
penanganan/pencegahan

Seluruh Tim  ZI dalam unit kerja 
diwajibkan melaksanakan 
identifikasi potensi benturan 
kepentingan yang terkait dengan 
pelaksanaan tugas dan fungsi 
lembaga

Tabel hasil identifikasi potensi 
benturan kepentingan yang 
berisi: uraian benturan 
kepentingan, pejabat/pegawai 
terkait, penyebab, dan 
prosedur
penanganan/pencegahan

Semester 
(Juli dan 

Desember 
2025)

1 (satu) 
Dokumen

2
Sosialisasi penanganan 
benturan Kepentingan

Infom asi Mengenai 
Penanganan Benturan 
Kepentingan

KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 
berkoordinasi dengan Inspektorat 
terkait dengan sosialisasi 
Penanganan benturan Kepentingan

Sosialisasi dan informasi 
mengenai penanganan 
Benturan Kepentingan, Banner 
Bentuk-bentuk Benturan 
kepentingan.

Oktober
2025

1 (satu) 
Kegiatan

3
Implementasi 
Penanganan Benturan 
Kepentingan

Pencegahan dan Pelaporan 
Penanganan Benturan 
Kepentingan

Pengungkapan/Deklarasi/ 
pelaporan adanya benturan 
kepentingan

Surat Pernyataan Bebas 
Benturan kepentingan dan 
surat pernyataan potenssi 
Benturan Kepentingan (jika 
terdapat potensi)

November
2025

(Deklarasi di 
lanjutkan 

sosialisasi)

1(satu)
Dokumen
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4
Evaluasi Atas 
Penanganan Benturan 
Kepentingan

Penyusunan Laporan hasil 
monitoring dan evaluasi 
Penanganan Benturan 
kepentingan untuk Perbaikan 
mekanisme Penanganan 
Benturan kepentingan

Tim  ZI menyusun Laporan Hasil 
monitoring dan Evaluasi 
penanganan Benturan kepentingan 
untuk perbaikan dan menyajikan 
informasi sekurang-kurangnya 
berisi identifikasi/pem etaan dan 
prosedur penanganan, sosialisasi, 
implementasi, evaluasi internal dan 
tindak lanjut.

Laporan benturan kepentingan 
(form at berdasarkan Lampiran 
Peraturan Menteri PANRB 
Nomor 8 Tahun 2015)

Desember
2025

1 (satu) 
Laporan

5
Tindak Lanjut hasil 
evaluasi atas penangan 
benturan kepentingan

Penyusunan tindak 
lanjut/proyeksi berdasarkan 
evaluasi hasil penanganan 
benturan kepentingan

Menyusun proyeksi tindak lanjut 
dalam jangka panjang dan jangka 
pendek mengenai hasil identifikas,i 
dan penanganan benturan 
kepentingan, dengan melampirkan 
hasil identifikasi, serta penanganan 
benturan kepentingn yang berisi 
rekapitulasi tindak lanjut yang 
sudah dilakukan.

Laporan tindaklanjut hasil 
evakuasi atas Penanganan 
benturan kepentingan

Desember
2025

1 (satu) 
Laporan

V Pembangunan SPIP di lingkungan unit Kerja KPU Kaupaten Kepulauan Talaud

1
Membangun Lingkungan 
pengendalian

Membangun Lingkungn 
Pengendalian sesuai dengan 
Prosedur dan karakteristik unit 
kerja

Melaporkan Kartu Kendali SPIP dan 
melakukan rapat evaluasi SPIP

Sosialisasi SPIP
Desember

2025
1 (satu) 

Dokumen
Laporan kegiatan SPIP dan 
kartu kendali SPIP serta SK 
satgas SPIP

Januari - 
Desember 

2025

2
Penilaian resiko unit atas 
pelaksanaan kebijakan

Menyusun Peta resiko
Melakukan Penyusunan peta resiko 
resiko terhadap program/ kegiatan 
disetiap bagian

Laporan penyusunan Peta 
Resiko, daftar Resiko

Juli 2025
1 (satu) 

Dokumen

3 Kegiatan Pengendalian
Terlaksananya kegiatan 
meminimalisir resiko yang 
telah didentifikasi

Menyiapkan mekanisme kegiatan 
pengendalian pengendalian resiko

Daftar kegiatan pengendalian 
Resiko dan contoh-contoh, 
bentuk pengendalian

Januari - 
Desember 

2025 (Kartu 
Kendali

1 (satu) 
Dokumen

4
Inform asi SPIP kepada 
seluruh pihak

Mengkomunikasihkan dan 
mengimplementasikan SPIP 
kepada seluruh pihak terkait

Menyampaikan bukti sistem 
pengendalian internal dan kartu 
kendali SPIP telah disampaikan 
kepada seluruh pihak

Bukti Pengiriman Kartu kendali
Januari - 
Desember 

2025

1 (satu) 
Dokumen

VI Penanganan Pengaduan Masyarakat KPU

1
Implementasi kebijakan 
pengaduan Masyarakat

Menerapkan kebijakan 
Pengaduan Masyarakat melalui 

berbagai linimasi

Membuat hotline (call Center) dan 
alamat surel aduan

W ebsite KPU Kabupaten 
Kepulauan Talaud, email 
pengaduan masyarakat KPU 
Kabupaten Kepulauan Talaud

Januari 2025
1(satu)

Dokumen
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melalui alamat
kab kepulauantalaud@ kpu.go. 
jd Banner DUMAS pada 
halaman depan kantor. 
-perubahan SK 
-SOP
-Call Center dan Surel aduan 
-Banner (diadakan)

2 Tindak Lanjut atas hasil 
penanganan pengaduan 
masyarakat

Jum lah pengaduan yang harus 
ditindaklanjut

Inspektorat akan menyampaikan 
daftar DUMAS yang terkait dengan 
KPU Kabupaten Kepulauan 
Talaud,serta daftar tindak 
lanjuthasil aduan Masyarakat

Laporan pengaduan 
Masyarakat yang memuat 
Lampiran tindak lanjut DUMAS

Desember
2025

1 (satu) 
Laporan

Jum lah Pengaduan yang 
tengah diproses

Menyusun matriks rekapitulasi 
jum lah pengaduan yang tengah 
diproses

Infografis DUMAS
Desember

2025
1 (satu) 
Dokumen

Jum lah pengaduan yang telah 
selesai ditindaklanjuti

Menyusun matriks rekapitulasi 
jum lah pengaduan yang telah 
ditindaklanjuti untuk 
dipublikasihkan

Form rekapitulasi jum lah 
pengaduan

Januari-
Desember

2025

1 (satu) 
Dokumen

Penyegaran kemampuan SDM 
dalam menghadapi pengaduan 
masyarakat

W orkshop peningkatan 
penanganan pengaduan 
masyarakat

Laporan Workshop
November

2025

3
Monitoring dan Evaluasi 
Pengaduan Masyarakat

Melakukan Pemantauan dan 
mengevaluasi implementasi 
DUMAS

Rapat m onitoring dan Evaluasi 
secara berkala setahun sekali atau 
bisa lebih dua kali dalam setahun 
dimasa tahapan Pemilu, untuk 
perbaikan sistem Pengaduan 
masyarakat

Notulensi, dokumentasi, 
catatan proyeksi dan evaluasi

Juli dan 
Desember 

2025

2 (dua) 
kegiatan

4
Tindak lanjut hasil 
evaluasi pengaduan 
masyarakat

Menyusun Laporan 
tindaklanjut hasil evaluasi 
pengaduan masyarakat

Menyampaikan daftar tindak lanjut 
hasil pengaduan masyarakat dan 
melakukan kategorisasi aduan 
masyarakat yang telah 
ditindaklanjuti

Laporan dan publikasi dengan 
infografis

Juli dan 
Desember 

2025

1 (satu) 
Dokumen

VII Inovasi Pelayanan

1
Inform asi mengenai 
inovasi pelayanan kepada 
publik

Menginformasikan inovasi 
yang dim iliki KPU Kabupaten 
Kepulauan Talaud dalam 
pelayanan Publik

Sosialisasi Aplikasi E-Office untuk 
KPU Kabupaten/Kota

Laporan &  Foto Kegiatan
Februari

2025
1 (satu) 
Dokumen

Sosialisasi Sistem Informasi 
Perpustakaan dan Arsip Digital 
(Srikandi) KPU Kabupaten 
Kepulauan Talaud

Laporan &  Foto Kegiatan Maret 2025
1 (satu) 
Dokumen
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Sosialisasi Podcast KPU Kaupaten 
Kepulauan Talaud 
Podcast melibatkan seluruh 
pimpinan dengan berbagai tema

Laporan &  Foto Kegiatan
Triwulan

2025
1 (satu) 
Dokumen

Sosialisasi program kehumasan 
(PPID)

Laporan &  Foto Kegiatan
Triwulan

2025
1 (satu) 
Dokumen

Implementasi Aplikasi E-Office 
untuk Kabupaten/Kota

Foto penggunaan Aplikasi E 
O ffice untuk KPU 
Kabupaten/Kota

Januari-
Desember

2025

1 (satu) 
Dokumen

2
Kegiatan Implementasi

Terlaksananya Implementasi 
inovasi pelayanan yang dim iliki 
oleh KPU KAB Kepl, Talaud

Implementasi Sistem Informasi 
Perpustakaan dan Arsip Digital 
(Srikandi)

Laporan &  Foto Kegiatan
Maret-

Desember
2025

1 (satu) 
Dokumen

Inovasi pelayanan
Implementasi Podcast KPU 
Kabupaten Kepulauan Talaud

Laporan &  Foto Kegiatan
Februari-
Desember

2025

1 (satu) 
Dokumen

Implementasi Program kehumasan 
(PPID)

Laporan &  Foto Kegiatan
Februari-
Desember

2025

1 (satu) 
Dokumen

3
Evaluasi program- 
program inovasi 
Pelayanan

Terlaksananya Evaluasi 
program-program inovasi 
pelayanan yang dim iliki oleh 
KPU Kabupaten Kepulauan 
Talaud

Rapat Evaluasi Program-program 
inovasi pelayanan yang dim iliki oleh 
KPU Kabupaten Kepulauan Talaud

Undangan, Notulensi, Foto 
Kegiatan

Desember
2025

1
Dokumen

Podcast
dan

Program 
Kehumas 
an sudah 
terlaksan 

a dan 
akan 

dilaksan 
akan 

evaluasi 
pada 
bulan 

Desemb 
er 2025

4
Sosialisasi LHKPN, 
LHKASN dan SPT 
Tahunan

Terlaksana b u lan ..... Knowledge Sharing Dokumentasi Kegiatan Januari 2025
1

Dokumen

5
Implementasi pelaporan 
LHKPN, LHKASN dan SPT 
Tahunan

Akhir Januari KPU Kabupaten 
Kepulauan Talaud akan 
melaporkan secara serentak 
LHKPN, LHKASN dan SPT 
Tahunan

Rekapitulasi Jum lah Laporan 
LHKPN dan SPT Tahunan

Akhir Januari 
2025

1
Dokumen
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6
Penandatanganan pakta 
Integritas

Terlaksana bulan januari
Penandatanganan pakta Integritas 
seluruh satker di KPU Kabupaten 
Kepulauan Talaud

Pakta Integritas Januari 2025
1

Dokumen

Rencana Pelaksanaan 
Penandatanganan Pakta 
Integritas Zona Integritas 
Menuju WBK/WBBM

Penandatanganan Komitmen Pakta 
Integritas Ketua &  Anggota KPU 
serta seluruh jajaran sekretariat 
KPU Kabupaten Kepulauan Talaud

Pakta Integritas
November

2025
1

Dokumen
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Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di KPU Kabupaten Kepulauan 

Talaud disusun melalui beberapa tahapan strategis, yaitu:

1. Tahap Persiapan dan Komitmen Bersama;

Dilaksanakan melalui deklarasi pembangunan Zona Integritas yang ditandai 

dengan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pimpinan dan pegawai, 

serta sosialisasi internal mengenai makna dan tujuan pembangunan Zona 

Integritas.

2. Tahap Pemetaan dan Identifikasi Masalah;

Dilakukan analisis terhadap kondisi eksisting organisasi, termasuk aspek 

pelayanan publik, pengawasan internal, dan tata kelola kepegawaian. Hasil 

analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan rencana kerja dan target 

perubahan.

3. Tahap Penyusunan Rencana Kerja;

Masing-masing area perubahah menyusun rencana kerja tahunan yang berisi 

kegiatan, indikator keberhasilan, penanggungjawab dan waktu pelaksanaan. 

Rencana kerja ini menjadi panduan bagi seluruh unit kerja dalam melaksnakan 

program pembangunan Zona Integritas.

4. Tahap Implementasi dan Monitoring;

Pelaksanaan rencana kerja ini dilakukan secara konsisten dan terukur. 

Monitoring dan evaluasi dilakukan secaea berkala oleh tim pengendali dan 

koordinator area perubahan untuk memastikan capaian target dan efektivitas 

pelaksanaan.

Dengan perencanaan yang matang dan dukungan penuh dari seluruh jajaran, 

diharapkan pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan 

Talaud dapat berjalan secara berkesinambungan, terarah dan memberikan dampak 

nyata dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta 

memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pelaksanaan pembangunan 

Zona Integritas difokuskan pada 6 (enam) area perubahan yang menjadi pilar 

utama reformasi birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.
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I. KOMPONEN PENGUNGKIT

1. Sosialisasi dan pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI)

1) Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas

Sosialisasi dilaksanakan agar kemauan untuk melakukan perubahan 

Menuju WBK/WBBM didengar dan dipahami oleh Internal dan Eksternal, 

sosialisasi dapat dilaksanakan dalam bentuk:

a) membuat banner/spanduk/himbauan/brosur

b) melalui Website

c) melalui Media Sosial

2) Pencanangan Zona Integritas

Pencanganan merupakan kegiatan yang menunjukkan keseriusan dan 

kemauan dari Unit Kerja untuk melakukan perubahan pada jajarannya 

menuju WBK/WBBM, sebagai titik awal dimulainya pembangunan Zona 

integritas hingga tercapainya WBK/WBBM, meliputi kegiatan:

1) melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas antara Kepala 

Satuan Kerja dengan jajaran struktural dibawahnya;

2) penandatangan Fakta Integritas Antara jajaran Struktural dalam 

satuan kerja dengan petugas pelayanan publik;

3) komitmen tidak memungut biaya diluar ketentuan;

4) tidak diskriminasi;

5) tidak melaksanakan gratifikasi (yang menerima dan memberi 

mendapatkan sanksi);

6) memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

2. Komponen Pengungkit

Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu 

pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju 

WBK/WBBM.

1. Manajeman Perubahan

Komponen pertama dalam Pembangunan Zona Integritas menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani (WBBM) adalah Manajemen Perubahan. Manajemen Perubahan 

ini bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten
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mekanisme kerja, pola pikir (mindset), serta budaya kerja (cultureset) 

individu pada Satuan Kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai 

dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Target yang 

ingin dicapai melalui program ini adalah:

1) Meningkatnya komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan anggota 

Satuan Kerja dalam membangun Zona Integritas menuju 

WBK/WBBM;

2) Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Satker yang 

diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan

3) Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan 

timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu 

dilakukan untuk menerapkan manajemen perubahan, yaitu:

1. Penyusunan Tim Kerja

TIM Kerja adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan proses 

perubahan melalui Program, kegiatan dan Inovasi di 6 Area 

Perubahan (6 Komponen Pengungkit), TIM kerja akan menjadi Motor 

dalam Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, dengan kegiatan:

1) Membentuk Tim Kerja WBK/WBBM dengan tahapan:

a) membuat undangan Pembentukan Tim Kerja WBK/WBBM;

b) melaksanakan rapat Pembentukan Tim Kerja WBK/WBBM;

c) Penentuan anggota Tim Kerja WBK/WBBM harus memiliki 

kompetensi, memahami tusi, berdedikasi, tidak bermasalah, 

tidak pernah melakukan tindak pidana serta pelanggaran kode 

etik dan disiplin;

d) pengesahan Tim Kerja WBK/WBBM;

2) Penentuan anggota Tim selain pimpinan, dipilih melalui 

prosedur/ mekanisme yang jelas, dengan tahapan:

a) Pimpinan, pejabat, dan pihak terkait melakukan seleksi untuk 

membentuk Tim kerja;

b) Seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. Kompetensi,
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2. Memahami tusi

3. Berdedikasi

4. Tidak bermasalah

5. Tidak pernah melakukan tindak pidana serta pelanggaran 

kode etik dan disiplin.

c) Rapat penentuan Tim kerja

d) Penetapan Tim kerja;

2. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju 

WBK/WBBM.

Dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas adalah Program, 

Kegiatan dan Inovasi yang akan dilaksanakan dalam melakukan 

perubahan yang berisi tentang target, waktu dan hasil yang ingin 

dicapai, disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masyarakat 

diwilayah masing-masing, meliputi kegiatan:

a) Membuat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas 

menuju WBK/WBBM.

Setiap penanggung jawab yang ditunjuk agar mebuat rencana 

aksi ZI menuju WBK/WBBM (kapan dimulai, berapa lama, target 

yang akan dicapai).

b) Dalam dokumen pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM harus 

ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan 

pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM. Target prioritas adalah 

hasil yang ingin dicapai dalam tiap-tiap kegiatan, Program dan 

Inovasi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat proses
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perubahan serta membawa dampak menuju kearah yang lebih

baik, dengan cara:

1) tentukan target prioritas yang dirasa mudah diraih atau 

dicapai di tiap komponen perubahan;

2) penentuan target-target prioritas harus melibatkan seluruh 

Tim Kerja;

3) Melaksanakan Analisa dan Evaluasi pada masing-masing 

Rencana Kerja dan Rencana Aksi yang terlaksana maupun 

tidak;

4) membuat SK Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 

tentang rencana Pembangunan Zona integritas.

c) Proses Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM harus 

disosialisasikan kepada seluruh personil maupun masyarakat 

agar tujuan utama meraih WBK/WBBM dapat tercapai, melalui 

kegiatan:

1) Sosialisasi kepada pegawai melalui:

- Pengarahan saat apel pagi, rapat staf secara periodik

Pendampingan/pembinaan oleh KPU Kabupaten 

Kepulauan Talaud terkait program, kegiatan dan inovasi 

pembangunan ZI menuju WBK/WBBM;

Pemasangan spanduk dan banner di lingkungan kerja
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3 .

2) Sosialisasi kepada Masyarakat melalui:

- Website

- Media sosial

- Spanduk/banner di lingkungan kerja KPU Kabupaten 

Kepulauan Talaud.

Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) 

menuju WBK/WBBM.

Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM kegiatan 

pemantauan/ monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara kontinyu,
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dalam rangka pencapaian target pembangunan ZI, pada tiap-tiap 

komponen, melalui:

1) kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan 

rencana

a) pelaksanaan kegiatan hams melibatkan seluruh anggota Tim

b) membuat laporan hasil pelaksanaan masing-masing rencana 

aksi yang telah dilaksanakan

c) membuat dokumentasi berupa foto-foto kegiatan

2) monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas 

secara berkala

a) melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi berkelanjutan

b) membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi berkelanjutan

3) tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi

Menyusun laporan tindak lanjut atas laporan monitoring dan 

evaluasi

4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Perubahan pola pikir dan budaya kerja adalah kegiatan yang 

dilaksanakan dalam rangka merubah pola pikir anggota menuju ke 

arah yang lebih baik serta mewujudkan budaya kerja disatuan 

kerjanya sehingga tercipta lingkungan kerja yang benar-benar bebas 

korupsi dan berkinerja baik, melalui upaya:

a) pimpinan (Komisioner, Sekretaris serta pejabat struktural 

dibawahnya) harus berperan sebagai role model dalam 

pelaksanaan Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM, dengan:

1) keteladanan yang ditunjukkan oleh pimpinan akan menjadi 

panutan bagi bawahannya;

2) keteladanan mempunyai pengaruh besar dalam 

pembentukan pribadi seseorang;

3) keteladanan akan sangat cepat merubah pola pikir bawahan.

b) agen perubahan:

1) membuat rencana agen perubahan;

2) melaksanakan rapat untuk agen perubahan;
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3) penentuan agen perubahan hams menjadi contoh bagi 

pegawai lainnya, memiliki kompetensi, memahami tusi, 

berdedikasi, tidak pernah melakukan tindak pidana serta 

pelanggaran kode etik dan perilaku.

c) budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi

1) menerapkan budaya kerja sebagaimana tertuang dalam kode 

etik dan perilaku;

2) berikan reward and punishment;

3) membuat laporan kegiatan Pembangunan budaya kerja dan 

pola pikir.

d) setiap anggota organisasi harus terlibat dalam pembangunan ZI

Menuju WBK/WBBM, melalui upaya:

1) penandatanganan pakta integritas kepada seluruh jajran 

pegawai;

2) apel pagi yang rutin dilaksanakan yang diikuti oleh seluruh 

jajaran sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.

2. Penataan Tata Laksana

Komponen kedua dalam Pembangunan Zona Integritas adalah Penataan 

Tatalaksana. Penataan tatalaksana ini bertujuan untuk menciptakan 

system kerja yang efektif, efisien, berbasis teknologi informasi serta 

memberikan pelayanan public yang cepat dan transparan Indikator
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dilakukannya penataan tata laksana ini adalah meninglkatkan efektivitas 

dan efisiensi proses penyelenggaraan tugas dan fungsi KPU, 

mewujudkan system pemerintahan berbasis digital, memastikan setiap 

kegiatan organisasi memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang 

jelas dan terukur, serta mendorong keterbukaan informasi publik dan 

penguatan akuntabilitas kinerja. Target yang ingin dicapai pada masing- 

masing program ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses 

penyelenggaraan manajemen KPU Kabupaten Kepulauan Talaud di 

Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen KPU 

Kabupaten Kepulauan Talaud di Zona Integritas menuju 

WBK/WBBM;dan

3. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu 

dilakukan untuk menerapkan penataan tatalaksana, yaitu:

a. Prosedur Operasional Tetap

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi 

yang seharusnya telah dilakukan:

1) Prosedur operasional tetap mengacu kepada tusi Sub Bagian di 

lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud

30



2) Prosedur operasional Satuan Kerja telah diterapkan

3) Prosedur operasional Satuan Kerja apakah telah dievaluasi

a) Melaksanakan Evaluasi SOP

b) Tindaklanjut hasil evaluasi SOP

b. E-Office

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi 

yang seharusnya telah dilakukan:

1) Sistem manajemen SDM sudah menggunakan aplikasi 

Operasionalisasi manajemen SDM menggunakan aplikasi MyASN

2) Sistem pelayanan publik sudah berbasis aplikasi

a) Penggunaan Teknologi Informasi dalam pelayanan kepada 

masyarakat yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat 

dalam menerima layanan

b) Memiliki website yang memudahkan Masyarakat

c) Memiliki aplikasi layanan

d) Memiliki media sosial

3)

c.

”|j Cafc Status Permohonan 1 Ksbsritan Informasi

► Formullr Pengajuan Kabaratan

|#v Daftar Informasi Publik Onlina

Klasifikasi Informasi Publik

Tsrsadia Satiap S u l Oikacualikan

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan 

teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi 

SDM, dan pemberian layanan kepada publik

a) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan 

teknologi informasi secara bulanan

b) Tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi 

Keterbukaan Informasi Publik
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Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi 

yang seharusnya telah dilakukan, seperti:

1) Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik sudah 

diterapkan di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 

sesuai dengan Perundang-undangan;

a) menyiapkan informasi dengan berbagai infrastruktur dan 

konten yang memadai, disertai dengan sikap keterbukaan 

dan mekanisme serta prosedur yang memadai (memiliki 

website yang mudah diakses);

b) penerapan keterbukaan informasi publik (persyaratan, alur, 

waktu dan biaya) melalui spanduk/baner, website dan 

media sosial;

2) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan 

keterbukan informasi publik.

a) melakukan rapat monitoring dan evaluasi tentang 

keterbukaan informasi publik;

b) Menyediakan layanan informasi publik melalui PPID KPU 

Kabupaten Kepulauan Talaud dengan sistem pelayanan 

online dan manual;

c) Menyampaikan laporan kegiatan, pengumuman seleksi 

serta informasi anggaran melalui laman resmi dan media 

sosial;

d) membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

3. Penataan Sistem Manajemen SDM

Komponen ketiga dalam Pembangunan Zona Integritas adalah Penataan 

Sistem Manajemen SDM. Penataan Sistem Manajemen SDM ini bertujuan 

untuk meningkatkan profesionalisme SDM di KPU Kabupaten Kepulauan 

Talaud. Penataan Sistem Manajemen SDM di lingkungan KPU Kabupaten 

Kepulauan Talaud bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM
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KPU Kabupaten Kepulauan Talaud pada Zona Integritas Menuju

WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

1. meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM di lingkungan KPU 

Kabupaten Kepulauan Talaud pada masing-masing Zona Integritas 

menuju WBK/WBBM;

2. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM di 

lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud pada masing-masing 

Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

3. meningkatnya disiplin SDM di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan 

Talaud pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

4. meningkatnya efektifitas manajemen SDM di lingkungan KPU 

Kabupaten Kepulauan Talaud pada Zona Integritas menuju 

WBK/WBBM; dan

5. meningkatnya profesionalisme SDM di lingkungan KPU Kabupaten 

Kepulauan Talaud pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu

dilakukan untuk menerapkan Sistem Manajemen SDM di lingkungan KPU

Kabupaten Kepulauan Talaud, yaitu:

a) Pola Mutasi Internal

1) Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan 

penempatan pegawai antar sub bagian.

Melaksanakan rapat dalam rangka mutasi/rotasi antar pegawai 

(Internal) mengacu pada pengembangan karir pegawai

2) Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang dilakukan 

dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja unit.

a. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan 

mutasi yang dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan 

kinerja

b. membuat laporan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan 

mutasi yang dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan 

kinerja

b) Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
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1) dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, 

harus mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai 

Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai 

berdasarkan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai)

2) Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk 

mengikuti Diklat/pengembangan kompetensi lainnya. 

Menginformasikan permintaan untuk mengikuti Diklat/ 

pengembangan kompetensi lainnya kepada pegawai.

3) dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja telah 

melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai 

(dengan pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house 

training, atau melalui coaching/mentoring, dll).

Mengusulkan pegawai dalam upaya pengembangan kompetensi 

kepada pegawai (dengan pengikutsertaan pada lembaga 

pelatihan, in-house training, atau melalui coaching/mentoring, 

dll)

4) Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil 

pengembangan kompetensi dalam rangka perbaikan kinerja

a) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil 

pengembangan kompetensi dalam rangka perbaikan kinerja

b) Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap 

hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan 

perbaikan kinerja.

c) Penetapan Kinerja Individu

1. ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan 

indikator kinerja individulevel diatasnya.

2. telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodic

3. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk 

pemberian reward

d) Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai. 

Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/ 

diimplementasikan
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1. Melakukan sosialisasi aturan disiplin/kode etik/kode perilaku

2. Penerapan kewajiban pelaksanaan disiplin (berpakaian 

dinas, ketepatan jam kerja, apel pagi/sore)

3. Penegakan hukuman disiplin atas pelanggaran aturan 

disiplin/kode etik/kode perilaku

4. Penguatan Akuntabilitas

Komponen keempat dalam Pembangunan Zona Integritas adalah 

Penguatan Akuntabilitas. Penguatan Akuntabilitas ini bertujuan untuk 

meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Sekretariat KPU 

Kabupaten Kepulauan Talaud. Target yang ingin dicapai melalui program 

ini adalah:

1. meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan

2. meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah

Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini 

digunakan indikator-indikator:

a. Keterlibatan Pimpinan

1) Pimpinan harus terlibat secara langsung pada saat penyusunan 

perencanaan

Melaksanakan rapat perencanaan kegiatan dan anggaran yang 

dipimpin oleh kepala Satuan Kerja;

2) Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan 

penetapan kinerja, melalui kegiatan:

Penyusunan Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) melalui 

Rapat penetapan IKU yang berorentasi hasil kepada masyarakat 

yang dipimpin oleh kepala Satuan Kerja;

3) Pimpinan harus selalu memantau pencapaian kinerja secara 

berkala

Melaksanakan rapat pemantauan pencapaian kinerja secara 

bulanan yang dipimpin oleh kepala satuan kerja

b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
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1) Membuat dokumen perencanaan kerja jangka pendek (Renja) 

Tahunan, Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan

Memiliki dokumen perencanaan kerja jangka pendek (Renja) 

Tahunan, Rencana Strategis (Renstra) serta Penetapan Kinerja 

(Perjanjian Kinerja)

2) Dokumen perencanaan harus berorientasi kepada hasil

a) Membuat turunan Renja yang mendukung peningkatan 

pelayanan publik (penetapan standar pelayanan, budaya 

pelayanan prima, survei kepuasan masyarakat)

b) Membuat turunan Renja yang mendukung kegiatan anti 

korupsi (pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, 

pengaduan masyarakat, dan WBS)

JDIHKPU
TALAUD

T O L A K
GRATIFIKASI

Bentuk Gratifikasi
Bahaya Gratifikasi

3) Laporan kinerja disusun tepat waktu

Menyusun LKIP secara tepat waktu (bulan januari pada tahun 

berikutnya. Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 

merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan 

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah 

atas penggunaan anggaran. Pengukuran kinerja berisi hasil
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pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan 

Program dan kegiatan serta sasaran yang ditetapkan dalam 

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024. Dalam 

penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 

mengadakan Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh seluruh 

Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dan jajaran 

Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.

5. Penguatan Pengawasan

Komponen kelima dalam Pembangunan Zona Integritas adalah 

Penguatan Pengawasan. Penguatan Pengawasan ini bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas pengawasan dan penilaian pada pelaksanaan 

pembangunan Zona Integritas di KPU Kabupaten Kepulauan Talaud. 

Indikator untuk pengukuran pencapaiannya: pengendalian gratifikasi, 

penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, Whistle Blowing System dan 

penanganan benturan kepentingan. Penguatan pengawasan bertujuan 

untuk meningkatkan penyelenggaraan satuan kerja KPU Kabupaten 

Kepulauan Talaud yang bersih dan bebas KKN. Target yang ingin dicapai 

melalui program ini adalah:

1. meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;

2. meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;

3. mempertahankan predikat WTP dari BPK atas opini laporan 

keuangan;dan

4. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu 

dilakukan untuk menerapkan penguatan pengawasan, yaitu:

a. Pengendalian Gratifikasi

Untuk mengendalikan gratifikasi KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 

telah mengadakan:

1) Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi.

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) merupakan unit kerja yang
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bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi di 

lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, melalui 

peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi 

secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang- 

undangan. KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah membentuk 

Unit Pengendalian Gratifikasi melalui Surat Keputusan KPU 

Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 12 Tahun 2025 tentang 

Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan 

Talaud.

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 

NOMOR 12 TAHUN 2025 

T E N T A N G
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI 

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan

Adapun Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi adalah:

a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi 

di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;

b. melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi 

KPU Provinsi dan/atau Unit Pengendalian Gratifikasi KPU 

dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, 

PPS, dan KPPS;

c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;

d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
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e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan 

subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi

f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan 

Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah 

rusak atau busuk;

g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran 

KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada Unit Pengendalian Gratifikasi 

KPU dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi 

KPU Provinsi setiap kali menerima pelaporan penerimaan 

Gratifikasi;

h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran 

Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan 

KPU, PPK, PPS, dan KPPS;

i. menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengendalian 

Gratifikasi KPU dengan tembusan kepada Unit Pengendalian 

Gratifikasi KPU Provinsi tentang perkembangan/rekapitulasi 

pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran 

Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;

j. melakukan tugas ketatausahaan Unit Pengendalian Gratifikasi.

Dalam pengendalian Gratifikasi melakukan kegiatan:

a. upaya-upaya untuk mendorong pimpinan Satuan Kerja 

mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian 

Gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam 

proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan 

barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam 

proses/kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta surat- 

surat yang disampaikan kepada Lingkungan KPU atau Pihak 

Ketiga lainnya;

b. memberikan informasi kepada setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, 

KPPS, dan Pihak Eksternal terkait dengan adanya Peraturan 

Pengendalian Gratifikasi secara terus menerus;
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menugaskan kepada seluruh pimpinan satuan kerja di 

Lingkungan KPU Kabupaten Kepualauan Talaud untuk 

mensosialisasikan peraturan yang mengatur tentang 

pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait.

Adapun selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 

Tahun 2025 Unit Pelayanan Gratifikasi KPU Kabupaten Kepulauan 

Talaud belum menerima laporan penerimaan gratifikasi di 

lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.

2) Membuat X Banner Zona Integritas terkait Public Campign 

Gratifikasi

Dalam rangka sosialisasi pelaksanaan zona integritas di lingkungan 

KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, maka KPU Kabupaten Kepulauan 

Talaud memasang x bannerdi lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan 

Talaud agar masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi dan 

memantau pelaksanaan Kawasan Zona Integritas di KPU Kabupaten 

Kepulauan Talaud.

b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)

Adapun KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Penerapan Sistem 

Pengawasan Internal Pemerintah membentuk Tim Pelaksana Kegiatan 

Sistem Pegendalian Internal Pemerintah. KPU Kabupaten Kepulauan 

Talaud telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 32 Tahun 2025 Tentang 

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pembentukan Satuan Tugas 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud. 

Sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaporan SPIP, maka KPU 

Kabupaten Kepulauan Talaud rutin melaksanakan rapat pleno 

penyusunan dan penetapan laporan kartu kendali SPIP dan 

menyampaikannya kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam setiap 

bulan. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada 

kondisi yang seharusnya dilakukan:

1. Satuan Kerja telah membangun lingkungan pengendalian
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a) Melakukan sosialisasi SPIP serta kode etik

b) Membentuk Tim SPIP

c) Melaksanakan pengawasan dan monitoring pada layanan

2. Satuan Kerja telah melakukan penilaian risiko atas pelaksanaan 

kebijakan

a) Melakukan identifikasi resiko

b) Melakukan analisis resiko (scoring/penilaian resiko) terhadap 

faktor kemungkinan dan faktor dampak

3. Satuan Kerja telah menyusun Laporan SPIP

c. Pengaduan Masyarakat

Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan terkait 

pelayanan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten 

Kepulauan Talaud, pada website resmi KPU Kabupaten Kepulauan 

Talaud juga telah diberikan informasi terekait alur penanganan 

pengaduan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan bisa 

diukur dan transparan.

1. Satuan Kerja telah melakukan public campaign tentang 

pengendalian gratifikasi;

2. Melaksanakan public campaign di lokasi pelayanan melalui 

pemasangan Spanduk dan banner larangan gratifikasi;

Satuan Kerja telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi. 

Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)

1. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan

a) Menunjuk petugas Pengaduan Masyarakat

b) menyediakan petugas/ruang/loket/kotak khusus pengaduan

c) menyediakan informasi sarana penyampaian pengaduan

d) pengelolaan Pengaduan melalui Media Sosial.

2. Laporan/pengaduan masyarakat yang diterima ditindaklanjuti

a) merespon pengaduan masyarakat

b) menindaklanjuti pengaduan masyarakat

3. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan 

pengaduan masyarakat
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a) melakukan perbaikan layanan sebagai tindak lanjut dari hasil 

monitoring dan evaluasi pengaduan mayarakat

b) Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bagian 

terkait.

4. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah 

ditindaklanjuti

Menindaklanjuti Laporan monitoring dan evaluasi laporan 

pengaduan

5. Whistle Blowing System (WBS)

a) Whistle Blowing System sudah di internalisasi

Melakukan Internalisasi tentang Whistle-Blowing System pada 

seluruh pegawai melalui apel pagi, rapat koordinasi/evaluasi atau 

sosialisasi

b) WhistleBlowingSystem  telah diterapkan

c) Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah 

ditindaklanjuti

d. Penanganan Benturan Kepentingan

1. Telah dilaksanakan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan 

dalam tugas fungsi utama

Melakukan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam 

tugas fungsi utama

2. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/ 

internalisasi
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Mendeklarasikan komitmen dalam penanganan Benturan 

Kepentingan kepada seluruh pegawai dengan mengucapkan ikrar 

serta menandatangani pakta integritas dalam Pembangunan zona 

integritas

Salah satu upaya dalam pelaksanaan Zona Integritas adalah 

pencegahan dan penanganan terjadinya benturan kepentingan dari 

pejabat atau pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan 

Talaud. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana pejabat atau 

pegawai di KPU Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki atau patut 

diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap 

penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, 

sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau 

tindakannya. Potensi adanya benturan kepentingan harus dapat 

ditangani secara tepat sesuai ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku agar setiap keputusan yang diambil telah dilandasi dengan 

pertimbangan yang profesional, obyektif, berintegritas, independen, 

transparan, dan responsibel. Setiap penyelenggara negara 

diharuskan mempunyai sikap mental yang jujur dan penuh rasa 

pengabdian kepada kepentingan rakyat, negara, dan bangsa serta 

harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan 

pribadi atau golongan.

6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Area terakhir dalam pembangunan Zona Integritas ini adalah Area 

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Tujuan dari peningkatan kualitas 

pelayanan publik ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat 

yang lebih cepat, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau.

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk 

meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan 

dan harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai melalui program 

peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah:
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1. meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, 

lebih aman, dan lebih mudah dijangkau);

2. meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi 

pelayanan internasional;

3. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap 

penyelenggaraan pelayanan publik.

Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu 

dilakukan untuk menerapkan peningkatan kualitas pelayanan publik, 

yaitu:

a. Standar Pelayanan

1) Terdapat Standar pelayanan

Menyusun Standar Pelayanan Sesuai dengan Peraturan Menteri 

PANRB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar 

Pelayanan

2) Standar pelayanan telah dimaklumatkan

a) membuat maklumat standar pelayanan;

b) melakukan pemasangan maklumat standar pelayanan 

ditempat pelayanan

3) Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan. Membuat SOP 

pelaksanaan standar pelayanan

4) Reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP 

Melaksanakan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan 

SOP.

b. Budaya Pelayanan Prima

1) Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan 

Budaya Pelayanan Prima

Melakukan sosialisasi/pelatihan Pelayanan Prima kepada pegawai

2) Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai 

media

Menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat 

dalam memperoleh informasi layanan dan kegiatan melalui media 

cetak, papan pengumuman, media sosial, website, dan lain-lain.

44



3) Telah terdapat sistem punishment (sanksi)/reward(penghargaan) 

bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada 

penerima layanan bila layanan yang diberikan tidak sesuai standar

a) pemberian reward kepada pegawai dibidang pelayanan 

(penghargaan pegawai teladan);

b) pemberian punishtment terhadap pegawai yang melakukan 

pelanggaran (hukuman disiplin)

4) Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi 

Menyediakan layanan terpadu

5) Terdapat inovasi pelayanan

Melakukan inovasi pada pelayanan

c. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan.

1) Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan

Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat

2) Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat. 

Melaksanakan perbaikan layanan sebagai tindak lanjut dari survei.

Dalam peningkatan pelayanan kualitas pelayanan publik KPU Kabupaten 

Kepulauan Talaud melaksanakan beberapa hal diantaranya adalah 

menetapkan standar pelayanan dan penyusunan SOP pelayanan;
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penerapan budaya pelayanan prima; dan melakukan survei kepuasan 

masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten 

Kepulauan Talaud.

KUESIONER SURVEI KEPUASAN 
MASYARAKAT(SKM)KPU 
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 
memohon kesedlaan Bapak/lbu/Saudara-i untuk memberikan penilaian terhadap kualitas 
pelayanan yang kami berikan.

Pertanyaan dirancang sesederhana mungkin dan seluruh data dari survei ini dijamin 
kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan perbaikan layanan KPU 
Kabupaten Kepulauan Talaud.

Sebagai bukti pelaksanaan kegiatan, berikut adalah capaian yang 

dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud :

a) Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi Publik melalui PPID 

(Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

b) KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah membentuk Tim PPID 

dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 

Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 10 Tahun 

2025 tentang Pentepan Operator Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Kepulauan Talaud

1) Dalam melayani pemohon informasi, petugas PPID KPU 

Kabupaten Kepulauan Talaud senantiasa bersiap jika ada 

pemohon informasi. Dalam menerima permohonan informasi, 

petugas PPID wajib mematuhi ketentuan yang sudah tertuang 

pada Maklumat Pelayanan
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SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 

NOMOR 12TAHUN 2025 

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG 

PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 

TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (3), 

Pasal 13 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Ketentuan

2) KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah menetapkan Prosedur 

Permohonan Informasi, yang tertuang juga dalam SOP. Untuk 

mempermudah layanan, pemohon informasi juga dapat 

mengakses laman E-PPID pada tautan 

https://keptalaudkabppid.kpu.go.id/

^  e-PPIO KEPULAUAN TALAUD

U j Formulir Ptrmohootn Infonnatl

Cok Status Permohonan A Kabaratan Ir

> Formullr Pangajuan Kabaratan

Daftar Informasi Publik Onlina

Klasifikasi Informasi Publik

Tarsadia Satiap Saat Oikacualikan

3) KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah menetapkan Maklumat 

Pelayanan Informasi yang disahkan oleh Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Kepulauan Talaud
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Maklumat Pelayanan Informasi merupakan 

pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan 

rincian kewajiban dan janji yang terdapat 

dalam standar pelayanan.

4) Pusat Pelayanan Informasi Publik memiliki 

Jam Layanan PPID dan Petugas Layanan 

Informasi dan Dokumentasi. Petugas PPID 

ini senantiasa bersiap dalam menerima 

pemohon informasi, sesuai dengan jam 

layanan yang telah ditentukan.

5) Menyediakan form kepuasaan pencari 

informasi yang bisa di akses melalui link

https://bit.lv/SURVEYPELAYANANPUBLIK KPUTALAUD sehingga 

KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dapat melihat hasil survei 

terhadap pelayanan yang diberikan sehingga dapat melakukan 

evaluasi terhadap pelayanan yang sudah diberikan.

6) Struktur PPID

7) Menyediakan form kepuasaan pencari informasi, sehingga 

KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dapat melihat hasil survei 

terhadap pelayanan yang diberikan sehingga dapat melakukan 

evaluasi terhadap pelayanan yang sudah diberikan
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II. KOMPONEN HASIL

Sebagai persiapan dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),

KPU Kota Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki tugas dan kewajiban:

1. Melaksanakan komponen-komponen indikator pengungkit dan indikator 

proses dalam Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 

dan Wilayah birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

2. Melaksanakan pengawasan, pembinaan, pelaksanaan, dan evaluasi Zona 

Integritas di lingkungan kerjanya;

Beberapa kegiatan Zona Integritas yang telah dilaksanakan oleh KPU

Kabupaten Kepulauan Talaud selama tahun 2025, yaitu:

I. Hasil Pelaksanaan Manajemen Perubahan

Kegiatan pada area Manajemen Perubahan berjalan dengan lancar, dan 

sesuai dengan target yang diharapkan. Semua target-target prioritas 

relevan dengan tujuan pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Pembangunan budaya kerja dan 

pola pikir belum cukup mampu mengurangi resistensi atas perubahan 

yang terjadi di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud. Sehingga 

perlu suatu pertemuan rutin dalam hal membangun budaya kerja yang 

mampu meningkatkan resistensi terhadap perubahan yang terjadi. 

a) Pembangunan Zona Integritas

KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah menyusun SK Tim Kerja

SALINAN

KOMISI PEMIUHAN UMUM 

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN KOMISI PEMIUHAN UMUM 

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 

NOMOR 33 TAHUN 2025

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH 

BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI 

DI UNGKUNGAN KOMISI PEM1LIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KETUA KOMISI PEMIUHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD.

Pembangunan Zona 

Integritas. Terkait 

ketugasan dalam tim 

kerja, dijelaskan lebih 

lanjut pada Keputusan 

Ketua Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten 

Kepulauan Talaud 

Nomor 33 Tahun 2025 

tentang Pembentukan
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Tim Pengembangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud. 

b) Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas

Selain telah diterbitkannya Surat Keputusan tentang Pembentukan 

Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi 

dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan KPU 

Kabupaten Kepulauan Talaud, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud juga 

telah melakukan sosialisasi tentang Pembangunan Zona Integritas 

yang dihadiri oleh Ketua, Anggota Komisioner, Sekretaris, Kasubag 

dan Staf Pelaksana di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.

Selain sosialisasi kepada seluruh pegawai, sosialisasi juga dilakukan 

kepada masyarakat melalui pemasangan banner, website dan media 

sosial.
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c) Monitoring dan evaluasi

Untuk mengetahui sejauh mana kegiatan Zona Integritas sudah 

dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, Tim 

Pembangunan Zona Integritas melakukan pengisian Lembar Kerja 

Evaluasi Zona Integritas.

d) Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Pengembangan berbagai instrumen penegakan internalisasi nilai-nilai 

dasar organisasi dan menciptakan budaya kerja positif untuk 

mendorong terciptanya budaya kerja terus digalakkan dengan 

melakukan:

1) Menerapkan tagline"KPU Melayani" yang merupakan sebuah citra 

yang ingin ditampilkan dari setiap insan Komisi Pemilihan Umum di 

lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.
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Tagline ini juga ditampilkan dalam berbagai kegiatan dan media 

yang diadakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud agar selalu 

mengingatkan bahwa sebagai penyelenggara layanan kepemiluan 

harus memberikan pelayanan kepada stakeholder baik internal 

maupun eksternal;

2) Menerapkan nilai dasar organisasi KPU Republik Indonesia dalam 

memberikan pelayanan. KPU menginginkan insan yang 

Profesional, Mandiri dan Berintegritas dalam menjalankan tugas 

amanah jabatannya. Profesional berarti sangat menguasai dan 

bertindak sesuai dengan porsi tugasnya, Mandiri dalam arti mampu 

bekerja secara independen dan tidak berpihak, serta Berintegritas 

yaitu dengan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas fungsi 

jabatan dan menjaga setiap tindakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku;

3) Menjaga kode etik sebagai penyelenggara pemilu. Diharapkan agar 

setiap individu penyelenggara Pemilu di lingkungan KPU 

Kabupaten Kepulauan Talaud senantiasa menjaga kode etik 

sebagai penyelenggara Pemilu seperti yang diatur dalam Peraturan 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman 

Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
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4) Penandatangan Pakta Integritas serta Komitmen dalam 

Pemabangunan Zona Integritas sebagai penyelenggara Pemilu, 

serta mendorong peserta Pemilu melakukan kerja sesuai Pakta 

Integritas demi terciptanya Pemilu yang berintegritas;

5) Pencanangan PembangunanZona Integritas sebagai langkah awal 

pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi 

(WBK) dan Wilayah birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di 

lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.

II. Hasil Pelaksanaan Penataan Tata Laksana

Secara umum implementasi penataan tata laksana telah menunjukan 

kemajuan yang telah menunjukan kemajuan yang signifikan terutama 

pada aspek digitalisasi layanan dan tertib administrasi. Namun. Untuk 

mencapai level optimal sesuai dengan indicator WBK/WBBM, perlua 

adanya peningkatan konsistensi dalam penerapan SOP, penguatan 

infrastruktur teknologi, serta pembinaan berkelanjutan terhadap sistem 

digital dan pelayanan publik berbasis data.

1. Penyusunan rencana kerja di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan 

Talaud

KPU Kabupaten Kepulauan Talaud belum memiliki dokumen proses 

pelaksanaan kerja yang memetakan seluruh kegiatan, hingga saat ini 

dokumen kinerja masih dalam penyusunan dan akan menjadi agenda 

prioritas area perubahan "Penguatan Tata Laksana".
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2. Evaluasi pelaksanaan kinerja di lingkungan KPU Kabupaten 

Kepulauan Taluad.

KPU Kabupaten Kepulauan Talaud rutin melaksanakan kegiatan 

evaluasi terhadap kerja secretariat serta Menyusun agenda kerja 

yang akan dilaksanakan sesuai dengan efektivitas hubungan kerja 

antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan 

tujuan organisasi.

3. Penyusunan SOP di lingkungan 

KPU Kabupaten Kepulauan Talaud. 

Dalam rangka melaksanakan 

perbaikan terhadap administrasi 

umum yang antara lain bertujuan 

untuk meningkatkan efektifitas 

dan efisiensi kerja melalui 

penyederhanaan, KPU Kabupaten 

Kepulauan Talaud telah menyusun 

Standard Operating Procedure
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(SOP) yang rinci dan dapat menggambarkan setiap output pekerjaan 

secara komprehensi.

4. Evaluasi SOP di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 

Kegiatan evaluasi terhadap Standard Operating Procedure (SOP) 

dilakukan untuk mereviu apakah SOP tersebut masih relevan. Revisi 

SOP dilakukan mencakup perubahan dasar hukum, keterkaitan 

dengan SOP lain, mutu bahan, dan juga perubahan pada pelaksana. 

Dari hasil evaluasi yang dilaksanakan yang dihadiri oleh Komisioner, 

Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan seluruh staf sub bagian.

5. Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi menjadi hal yang sangat penting untuk 

mewujudkan Good Governance dalam mendorong tata kelola 

pemerintahan yang baik, transparan, partisipatif dan akuntabilitas. 

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya mandat UU Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan Informasi 

Publik dinilai menjadi faktor utama dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik yang berkualitas dan merupakan sarana dalam 

mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan 

negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat 

pada kepentingan publik.

^  e-PPID KEPULAUAN TALAUD

€
€

Formullr Permohonan Informasi

Cok Status Psrmohonan & Kabaratan Informasi

■ Formullr Psngajuan Kabaratan

Daftar Informasi Publik Onllno

Klasifikasi Informasi Publik

Bcrkala
<§>

Tcrscdia Setiap Saat Serta Merta Dikecualikan

KPU Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai badan publik mempunyai 

kewajiban mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik. Hal
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ini bisa dilihat pada laman e-ppid: 

https://keptalaudkabppid.kpu.go.id/ dan laman

https://idih.kpu.go.id/sulut/talaud untuk mengakses produk hukum 

yang sudah ditetapkan di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan 

Talaud.
r

-  . JD 'H
KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Eleranda Tentang ~ Dokumen Hukum Informasi Lainnya *• FAQ IO v \ JDIH KPU

Keputusan KPU Kab/Kota

Beranda Keputusan KPU Kab/Kota

f Nama Keputusan

|  Masukan kata kunci. 1
Q , Cari Reset Pencarian Pencarian Lanjutan

Nomor : 42 TAHUN 2025 Tahun 2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 42 TAHUN 
2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN 
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD PROVINSI SULAWESI UTARA TRIWULAN IV TAHUN 2025 

03 KPU Kab/Kota KEPULAUAN TALAUD Provlnsl SULAWESI UTARA

Terbaru Terpopuler

0 42TAHUN 2025
KEPUTUSAN KOMISI PrMII II IAN UMUM 
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 42

12 TAHUN 2025
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 12

38 Tahun 2025
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 38 i

III. Hasil pelaksana Penataan Sistem Manajemen SDM

Pelaksanaan penataan sistem manajemen SDM di lingkungan KPU 

Kabupaten Kepulauan Talaud didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, 

dan kinerja serta diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. 

Setiap proses rotasi dan promosi perlu didasarkan pada pemenuhan 

kualifikasi dengan didasarkan pada penilaian independen Asesor dengan 

hasil yang terbuka, sehingga iklim kompetensi dalam organisasi menjadi 

lebih sehat dan tidak didasarkan pada penilaian subyektif semata. 

Kejelasan pola karir pegawai juga menjadi informasi yang perlu diketahui 

oleh seluruh pegawai, sehingga setiap pegawai sudah tahu dan paham 

dalam memilih dan mempersiapkan pengembangan karir sesuai potensi 

dan kompetensinya.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pembangunan sistem merit di 

KPU Kabupaten Kepulauan Talaud adalah:

a. Penetapan kinerja individu

1. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil KPU 

Kabupaten Kepualauan Talaud
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Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2011 

tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, seluruh PNS 

KPU Kabupaten Kepulauan Talaud menyusun Sasaran Kinerja 

Pegawai. Selain itu seluruh Aparatur Sipil Negara di Sekretariat KPU 

Kabupaten Kepulauan Talaud telah melakukan pemutakhiran data 

mandiri menggunakan aplikasi My ASN http://myasn.bkn.go.id dan 

SIMPEG KPU di akses melalui http://simpeg.kpu.go.id Aplikasi ini 

bisa diakses login akun menggunakan NIP dan_Password.

PEGAWAI VANG DINM-AI PEJABAT PENILAI KINERJA

ISNAENI RAHAYVJ. SSo> iN CHRESTIAN KUMAUNANG SE P

2. Laporan pelaksanaan kinerja harian

PNS dan PPNPN KPU Kabupaten Kepualaun Talaud menyusun 

laporan pelaksanaan kinerja harian dan akan di monitoring dan di 

evaluasi oleh atasan langsung tiap bulannya.

Laporan Kinerja Bulanan
Desember 2025 -  Minggu 1-14

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Dosombor 2026 -  Minggu 1-14 
Nama ISNAENI RAHAYU 
NIP 198312272009122003
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b. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai

Untuk menegakkan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai, KPU 

Kabupaten Kepulauan Talaud mengacu pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan 

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri 

Sipil;

2. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 

tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilhan Umum.

c. Sistem Informasi Kepegawaian

KPU Kabupaten Kepulauan Talaud menggunakan aplikasi SIMPEG 

https://simpeg.kpu.go.id/login yang dikembangkan oleh KPU RI yang 

didalamnya memuat informasi data kepegawaian yang dibutuhkan 

pegawai.

SISTEM INFORMASI 
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Hak Cipta C  2022 Komisi Pem ilihan U m u m
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IV. Hasil Pelaksanaan Penguatan Akuntabilitas

Pimpinan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud juga terlibat secara langsung 

dalam penyusunan penetapan kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Talaud. 

Selanjutnya pimpinan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud juga memantau 

pencapaian kinerja secara berkala. Dalam mengelola akuntabilitas KPU 

Kabupaten Kepulauan Talaud telah menyusun dokumen perencanaan, 

seperti dokumen Renstra KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020­

2024.

Indiktor penilaian pada area Penguatan Akuntabilitas antara lain : 

keterlibatan pimpinan atas penyusunan perencanaan dan penetapan 

kinerja, serta pengelolaan akuntabilitas kinerja. Sebagai bukti 

pelaksanaan kegiatan, berikut adalah capaian yang dilakukan oleh KPU 

Kabupaten Kepulauan Talaud:

a) Keterlibatan Pimpinan dalam Penyusunan Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 

2020 -  2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta 

merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU 

Kabupaten Kepulauan Talaud yang disusun dengan 

mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama 

menyangkut potensi, peluang, tantangan dan permasalahan yang 

dihadapi oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.
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Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi KPU Kabupaten 

Kepulauan Talaud dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah 

ditetapkan berpedoman pada Renstra KPU RI. Dalam proses 

penyusunan perencanaan dan penetapan kinerja serta pengelolaan 

akuntabiltas kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Talaud melaksanakan 

rapat yang diikuti oleh seluruh anggota KPU beserta jajaran Struktural 

Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud yang menghasilkan 

Renstra 2020-2024.

b) Penyelenggaraan anggaran yang efektif dan efisien

Sepanjang tahun 2025 KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah 

melakukan revisi DIPA sebanyak 12 (duabelas) kali. Hal ini dilakukan 

dikarenakan adanya refocusing anggaran sehingga perlu dilakukan 

beberapa kali penyesuaian anggaran kegiatan.

c) Penetapan Kinerja dengan menerapkan rewardandpunishment

Setiap awal tahun 

Jajaran Pimpinan KPU 

Kabupaten Kepulauan 

Talaud membuat 

Perjanjian Kinerja dan 

Rencana Kinerja yang 

akan dilakukan pada 

tahun berjalan.

Perjanjian Kinerja dan 

Rencana Kinerja

tersebut sesuai dengan 

program, kegiatan yang 

ada di dalam DIPA 

Salinan Tahun

Anggaran 2025 yang 

diterima oleh KPU 

Kabupaten Kepulauan 

Talaud.

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Jl. Bui Batu. Kompfeks Perkantoran Pemda Talaud, Melonguane

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerlntahan yang efektif, transparan dan 
akuntabel serta berohentasi pada basil, yang bertanda tangan dl bawah Ini:

Nam a : v iu y a n t i  l . alang

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasl 
Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama jan  ch. ku m a u na ng

Jabatan : Sekretans KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang scharusnya sesuai lampiran 
perjanjian Ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sepertl yang telah 
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapalan target 
kinerja tersebut menjadi tanggung Jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervlsl yang dlperlukan serta akan melakukan evaluasl 
tethadap capaian klnetla dan per)an)lan Ini dan mengambil dndakan yang dlperlukan 
dalam rangka pembenan penghargaan dan sanksi.

Melonguane, 1  Februari 2025 

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan 

Informasl Sekretariat KPU Kabupaten 
Kepulauan Talaud,

VILI^NTl L  A LANG
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d) Pengukuran Capaian Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 

Pengukuran capaian kinerja merupakan sistematis dan 

berkesinambungan untuk menilai pencapaian dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan 

tujuan yang ditetapkan dalam mewujudkan misi, misi dan strategis 

dari KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.

Berikut hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2023

N o
K o m p o n e n  Y a n g  

D in ila i

B e rd a s a rk a n  H a s il 

E v a lu a s i A K IP  S e lf  

A s s e s m e n t

B e rd a s a rk a n  H a s il 

E v a lu a s i A K IP  

In s p e k to ra t U ta m a

B o b o t N ila i B o b o t N ila i

1
P e re n c a n a a n

K in e r ja
3 0 .0 0 2 4 .6 0 3 0 .0 0 2 0 .7 0

2
P e n g u k u ra n

K in e r ja
3 0 .0 0 2 0 .1 0 3 0 .0 0 2 0 .7 0

3 P e la p o ra n  K in e r ja 1 5 .0 0 1 0 .6 5 1 5 .0 0 1 0 .8 0

4

E v a lu a s i 

A k u n ta b il i ta s  

K in e r ja  In te rn a l

2 5 .0 0 1 7 .5 0 2 5 .0 0 1 8 .5 0

5
N ila i H a s il 

E v a lu a s i
1 0 0 .0 0 7 2 .8 5 1 0 0 .0 0 7 0 .7 0

6

T in g k a t

A k u n ta b il i ta s

K in e r ja

- B B - B B

Untuk itu setiap bulan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan 

pengukuran capaian kinerja melalui rapat kerja evaluasi bulanan.

e) Menyusun Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Talaud

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan 

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah 

atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam 

penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi
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serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis 

terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja 

yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan 

seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan

berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan 

kinerjanya.

V. Hasil pelaksanaan pengawasan

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas 

KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dalam hal penguatan pengawasan 

antara lain: publiccampaign dan implementasi pengendalian gratifikasi; 

pembangunan lingkungan pengendalian dengan melakukan penilaian 

resiko atas pelaksanaan kebijakan; menyusun dan memonitoring serta 

mengevaluasi kebijakan penanganan pengaduan masyarakat;

membangun whistleblowingsystem  dan menginternalisasikannya; serta
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menyusun identifikasi pemetaan dan penanganan benturan kepentingan. 

Sebagai bukti pelaksanaan kegiatan, berikut adalah capaian yang 

dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud:

a. Pengendalian Gratifikasi

Hal pertama yang dilakukan dalam pelaksanaan pengendalian

gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud adalah :

a) Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) merupakan unit kerja yang 

bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi di 

lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, melalui 

peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi 

secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang- 

undangan. KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah membentuk 

Unit Pengendalian Gratifikasi melalui Surat Keputusan KPU 

Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 12 Tahun 2025 tentang 

Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di 

Lingkungan Komisi Pemiliahan Umum Kabupaten Kepulauan 

Talaud.

b) Membuat X Banner Zona Integritas terkait Public Campaign

Gratifikasi Dalam rangka sosialisasi pelaksanaan zona integritas di 

lingkungan KPU 

Kabupaten 

Kepulauan Talaud, 

maka KPU

Kabupaten 

Kepulauan Talaud 

memasang x banner 

di lingkungan KPU 

Kabupaten 

Kepulauan Talaud 

agar masyarakat 

dapat ikut serta 

dalam mengawasi
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dan memantau pelaksanaan Wilayah Zona Integritas di KPU 

Kabupaten Kepulauan Talaud.

c) Melakukan Monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tindak 

lanjut atas pelaksanaan Sistem pengendalian gratifikasi dengan

hasil sebagai berikut:

No. Bulan

Laporan

Nama

Pelapor

Nama

Pemberi

Gratifikasi

Jenis

Penerim aan

Alasan

dan

Kronologis

1. Januari 2025 NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

2.
Februari

2025
NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

3. Maret 2025 NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

4. April 2025 NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

5. Mei 2025 NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

6. Juni 2025 NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

7. Juli 2025 NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

8.
Agustus

2025
NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

9.
September

2025
NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

10.
Oktober

2025
NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

11.
November

2025
NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

12.
Desember

2025
NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

d) Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Unit Pengendalian 

Gratifikasi KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025

b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan 

dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan 

seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas 

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, 

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan
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terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian 

intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah 

pusat.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan tindakan dan kegiatan yang 

dilaksanakan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai 

untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan 

keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan.

Pengawasan intern diperlukan untuk memberikan peringatan dini, 

meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, serta memelihara dan 

meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi 

pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan 

kapasitas dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, 

diperlukannya sistem pengendalian yang meliputi 5 (lima) unsur yaitu 

lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, 

informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian internal untuk 

mencapai tujuan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu

a) Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola administrasi yang 

efektif, efisien dan akuntabel;

b) Terwujudnya yang profesional serta Terwujudnya dukungan 

manajemen pemerintah yang baik di lingkungan KPU Kabupaten 

Kepulauan Talaud.

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU 

Kabupaten Kepulauan Talaud sudah menerapkan 5 (lima) unsur SPIP 

yaitu:

a) KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Penerapan Sistem 

Pengawasan Internal Pemerintah membentuk Tim Pelaksana Kegiatan 

Sistem Pegendalian Internal Pemerintah. KPU Kabupaten Kepulauan 

Talaud telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 32 Tahun 2025 Tentang
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Perubahan Atas Keputusan Komisi Pembentukan Satuan Tugas 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.

S A L IN A N

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 

NOMOR 32 TAHUN 2025 

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG 

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM 

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

Sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaporan SPIP, maka KPU 

Kabupaten Kepulauan Talaud rutin melaksanakan rapat pleno 

penyusunan dan penetapan laporan kartu kendali SPIP dan 

menyampaikannya kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam setiap 

bulan.

b) Telah melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri 

dari 5 (lima) unsur yaitu:

1) Lingkungan Pengendalian;

Lingkungan Pengendalian adalah kondisi yang diciptakan dalam 

suatu unit kerja sehingga akan mempengaruhi efektifitas kinerja 

unit kerja.

2) Penilaian Risiko;

merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang 

mengancam visi, misi, tujuan dan sasaran instansi pemerintah

3) Kegiatan Pengendalian;

Merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta 

penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk
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memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan 

secara efektif.

4) Informasi dan Komunikasi;

Instansi Pemerintah hams memiliki informasi yang relevan dan 

dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non 

keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa 

eksternal serta internal.

Informasi tersebut harus direkam dan dikomunikasikan kepada 

pimpinan dan pihak lain yang memerlukannya dalam bentuk serta 

dalam kerangka waktu, yang memungkinkan yang bersangkutan 

melaksanakan pengendalian intern dan tanggung jawab 

operasional.

5) Pemantauan Pengendalian Intern

Suatu proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian 

Intern dan Proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan 

audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

c) Telah melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut 

penyelenggaraan SPIP yang dilaksanakan setiap bulan dengan 

Menyusun dan melaporkan kartu kendali dan menyampaikannya 

dalam rapat pleno SPIP. Setiap Periodik melaporkan penyelenggaraan 

SPIP yang disampaikan ke Sekretaris Jenderal KPU RI melalui 

Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara.
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c. Pelaksanaan WhistleBlowingSystem

WBS adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana 

tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai 

dan orang lain yang yang dilakukan dalam organisasi tempatnya bekerja, 

dimana pelapor bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang 

dilaporkannya.

aper
Segera Laporkan!

J ika  m enem ukan pe langgaran Cratifikasi

"Kami melayani dengan sepenuh hati tanpa menerima 
SUAP dan Gratifikasi"

Kirim laporanmu ke:

BerAKHLAK^-”

WHERE \>* BLOWING
L a p o r k a n  T a n p a  K e t a h u a n

L a p o rk a n  sega la  b e n tu k  g ra t if ik a s i d a n  I 
p e la n g g a ra n  e t ik  p e g a w a i K o m is i 

P e m ilih a n  U m u m  K a b u p a te n  K e p u la u a n  I 
T a la u d  d e n g a n  m u d a h  d a n  a m a n  m e la lu i 

W h is t le  B lo w in g  S y s te m  (W B S ) ,

r No
C°*HUPT io n

P* f , .  .

WBS merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dalam 

mencegah praktik tata kelola pemerintah yang baik (goodgovernance). 

Dalam WBS, pelapor pelanggaran disebut whistle blower. Whistle Blower 

adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi Tindak 

Pidana Korupsi (TPK) yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja 

atau pihak terkait lainnya yang ia memiliki akses informasi yang memadai 

atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut. Pelaporan 

pelanggaran dilakukan secara rahasia. Pelaporan harus dilakukan dengan 

itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu 

kebijakan tertentu ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.

Perlindungan atas kerahasiaan identitas Whistle Blower akan diberikan 

kepada Whistle Blower yang memberikan informasi tentang adanya 

indikasi TPK yang dilakukan oleh pejabat/pegawai KPU Kabupaten 

Kepulauan Talaud selama proses pembuktian pengaduan/pelaporan 

indikasi TPK, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
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d. Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan (conflict of interest) adalah situasi dimana terdapat 

konflik kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan dan 

wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tidak sengaja) 

untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongannya sehingga tugas 

yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan objektif dan 

berpotensi menimbulkan kerugian kepada pihak tertentu.

Benturan kepentingan dapat dilatarbelakangi oleh hubungan dengan 

kerabat dan keluarga, kepentingan pribadi dan/atau bisnis, hubungan 

dengan wakil pihak yang terlibat, hubungan dengan pihak-pihak lain yang 

dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, hubungan 

dengan pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat, 

hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak 

yang terlibat.

Kegiatan pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan di KPU 

Kabupaten Kepulauan Talaud selama tahun 2025 sebagai berikut:

a. Belum ada evaluasi atas kegiatan sosialisasi benturan kepentingan 

tersebut untuk mengetahui persentase pemahaman dan kesadaran 

pegawai di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud atas 

penanganan benturan kepentingan;

b. Belum terdapat komitmen dan serangkaian tindakan nyata dari para 

pimpinan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud terhadap penanganan 

benturan kepentingan;

c. Belum terdapat SOP/prosedur tahapan untuk penanganan laporan 

benturan kepentingan baik itu dari internal maupun laporan dari 

masyarakat;

VI. Hasil penguatan kualitas pelayanan publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk 

meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Kabupaten 

Kepulauan Talaud sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Di samping 

itu peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun 

kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
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Target yang akan dicapai:

- Meningkatnya kualitas layanan publik (lebih cepat, murah, aman, dan 

lebih mudah dijangkau)

- Meningkatnya jumlah unit layanan yang memperoleh standarisasi 

layanan (layanan internasional)

- Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan 

publik.

Atas dasar hal tersebut terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan 

untuk menerapkan peningkatan kualitas pelayanan publik yaitu:

1. Penguatan Pelayanan Prima di Lingkungan KPU Kabupaten 

Kepulauan Talaud

a. Telah dilakukan sosialisasi upaya penerapan budaya pelayanan 

prima kepada seluruh pegawai di lingkungan KPU Kabupaten 

Kepulauan Talaud;

b. Telah dilakukan informasi tentang pelayanan mudah diakses 

melalui berbagai media, baik media social, website dll

c. Telah terdapat system punishment (sanksi) dan reward 

(penghargaan) bagi pelaksana layanan

2. Mendorong Inovasi di sektor pelayanan kepemiluan dan 

administrasi di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 

Inovasi inovasi yang telah dilakukan dalam meningkatkan 

pelayanan kepemiluan dan administrasi di lingkungan KPU 

Kabupaten Kepulauan Talaud diantaranya:

a. melakukan sosialisasi pendidikan pemilih pemula di beberapa 

SMA yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud;

b. membangun aplikasi e-PPID yang bisa diakses bagi masyarakat 

yang membutuhkan informasi dan data mengenai pemilu di 

Kabupaten Kepulauan Talaud;

c. Pemanfaatan Teknologi Informasi berbasis elektronik yang 

digunakan dalam pelayanan publik serta menunjang kerja 

jajaran secretariat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Kepulauan Talaud.
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B. KENDALA/HAMBATAN DAN UPAYA UNTUK MENGATASINYA

Merujuk pada hasil Lembar Kerja Evaluasi (LKE) bahwa Pembangunan Zona 

Integritas di KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025 sudah mulai berjalan, 

namun ada beberapa kendala yang menyebabkan belum maksimalnya pelaksanaan 

Pembangunan Zona Integritas. Hal ini disebabkan antara lain:

a. Pemahaman SDM terhadap pembangunan Zona Integritas masih kurang 

sehingga sosialisasi dan bimtek rutin dilaksanakan;

b. Sarana dan prasarana terutama sarana layanan terpadu/terintegrasi masih 

sangat kurang;

c. Kemampuan SDM dalam bidang IT masih minim sehingga perlunya mengikuti 

pelatihan-pelatihan;

d. Belum adanya petunjuk teknis terkait pembangunan dan pelaksanaan Zona 

Integritas

Sehingga pembangunan Zona Integritas di KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 

masih belum bisa dilaksanakan. Oleh karena itu, kami akan melaksanakan evaluasi 

secara berkala sehingga apa yang sudah dilaksanakan dapat dipertahankan dan 

ditingkatkan menjadi lebih baik, dan kegiatan yang belum dilaksanakan pada tahun 

ini dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.
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BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Reformasi birokrasi pada dasarnya bertujuan untuk melakukan penataan 

terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, 

sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Upaya 

reformasi birokrasi ini salah satunya untuk menghilangkan praktek Korupsi, Kolusi, 

dan Nepotisme (KKN) serta penyalahgunaan wewenang yang kerap terjadi di 

lingkup pemerintahan. Upaya konkrit untuk merealisasikan reformasi birokrasi dalam 

unit kerja terwujud melalui pembangunan Zona Integritas. Pembangunan Zona 

Integritas di sebuah instansi pemerintah, membutuhkan komitmen kuat dari seluruh 

pimpinan hingga level staf, konsistensi semua pihak dalam instansi tersebut, serta 

upaya-upaya berkesinambungan tanpa kenal lelah, untuk terus berbenah diri dan 

melakukan inovasi-inovasi.

KPU Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai bagian dari KPU Republik Indonesia 

dalam hal penyelenggaraan Pemilu dan sebagai sebuah entitas, senantiasa 

mendukung upaya Pemerintah untuk berubah menjadi lebih baik, dengan 

memberikan usaha-usaha terbaik sebagai wujud nyata pelaksanaan pembangunan 

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih 

dan Melayani di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud. Pembangunan Zona 

Integritas di KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dimulai dari Pencanangan Zona 

Integritas yang ditandai dengan penandatanganan Piagam Pencanangan Zona 

Integritas di wilayah kerja KPU Kabupaten Kepulauan Talaud. Seluruh kegiatan yang 

mendukung terciptanya Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan 

Talaud telah dilaksanakan sesuai dengan target yang terdapat pada dokumen 

rencana kerja Zona Integritas KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.
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Pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 

difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, 

Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas 

Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Keenam aspek tersebut, 

sebagaimana telah terjabarkan di bab-bab sebelumnya, memiliki program-program 

konkrit yang menjadi bukti nyata komitmen KPU Kabupaten Kepulauan Talaud untuk 

terus bergerak dan berinovasi dalam pembangunan Zona Integritas di lingkungan 

KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.

Nilai-nilai dasar organisasi, yang tercantum pada Rencana Strategis KPU 

Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-2024, yakni Profesional, Mandiri, dan 

Berintegritas, menjadi salah satu kekuatan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dalam 

membangun Zona Integritas. Nilai-nilai dasar tersebut tidak hanya menjadi sekedar 

kalimat penghias atau pemanis, namun benar-benar diwujudkan dalam tingkah laku 

individu maupun lembaga sebagai budaya organisasi. Sehingga KPU Kabupaten 

Kepulauan Talaud sebagai penyelenggara Pemilu di wilayah Kabupaten Kepulauan 

Talaud maupun sebagai salah satu instansi pemerintah, mampu mewujudkan 

penyelenggaraan birokrasi yang bebas dari KKN dan penyalahgunaan wewenang, 

serta menjadi penyelenggara Pemilu yang diakui kapabilitas, akuntabilitas, 

profesionalisme, serta transparansinya dalam melaksanakan Pemilu yang 

berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Komitmen KPU Kabupaten Kepulauan Talaud dalam pembangunan Zona 

Integritas, tak hanya sekedar berbicara mengenai penyelenggaraan Pemilu, namun 

demikian pula halnya dalam memberikan pelayanan optimal bagi seluruh 

stakeholder maupun masyarakat luas. Informasi-informasi penting yang wajib 

diketahui oleh publik, tersebar luas melalui media-media sosial dan laman resmi 

yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Kepulauan Talaud. Pelayanan permohonan 

informasi dengan akses yang sangat mudah didapatkan dan alur birokrasi yang tidak 

rumit serta bebas biaya, menjadi program yang mendukung terlaksananya 

pembangunan Zona Integritas. Komitmen, konsistensi, dan kerjasama semua pihak 

di internal KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, menjadi supportsystem  utama untuk
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terus melakukan program-program yang mendukung terwujudnya Zona Integritas 

Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 

lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.

Tentunya, pelaksanaan kegiatan di KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini masih 

membutuhkan upaya- upaya terbaik lainnya untuk menjadi sempurna. Dari evaluasi 

yang dilakukan, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh KPU 

Kabupaten Kepulauan Talaud dalam rangka menyempurnakan program untuk 

menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 

lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud. KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 

akan terus melakukan upaya untuk mempertahankan sistem, pola pikir, serta 

budaya kerja yang mengedepankan pembangunan zona bebas korupsi, kolusi, dan 

nepotisme. Seluruh langkah tersebut merupakan rencana-rencana di waktu 

mendatang, untuk terus memperbaiki dan mempertahankan kinerja terbaik yang 

telah dimiliki selama ini. Sehingga kata sempurna tersebut bisa tercapai dalam 

pembangunan Zona Integritas.

KPU Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai salah satu satuan kerja Komisi 

Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mencoba melaksanakan persiapan 

pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang meliputi kegiatan:

a. Pembentukan tim kerja Pembangunan Zona Integritas;

b. Melakukan Sosialisasi pembangunan zona integritas dengan berbagai media 

sehingga dapat diketahui oleh Publik/Masyarakat;

c. Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;

d. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan KPU Kabupaten Kepulauan 

Talaud;

e. Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;

f. Penanganan pengaduan masyarakat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;

g. Pembaruan sistem pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.
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B. RENCANA TINDAK LANJUT

Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan 

yang telah dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah, dimana proses 

pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen 

Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan 

Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan 

Publik yang bersifat konkrit. Membangun zona integritas tidak sekedar bersifat 

formalitas. Zona integritas merupakan totalitas yang membutuh proses dan tidak 

bisa instan, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis, yaitu komitmen 

pimpinan dengan melibatkan bawahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan 

menularkan semangat dan visi yang sama, menyediakan fasilitas lebih baik dan 

semangat hospitality untuk kepuasan publik, membuat program yang membuat unit 

kerja lebih dekat ke masyarakat sehingga masyarakat merasakan kehadiran unit 

kerja tersebut, melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk 

memastikan bahwa program yang sedang dijalankan tetap di jalurnya, serta 

menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan 

inovasi perubahan yang telah dilakukan diketahui oleh masyarakat.

Adapun rencana tindaklanjut pengembangan Pembangunan zona integritas di 

KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, adalah sebagai berikut:

a. Laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi 

dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan 

kepada publik diharapkan bisa dilakukan bulanan;

b. Kegiatan pada area Penataan Sistem Manajemen SDM belum tercapai 100% 

dikarenakan belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai yang 

mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai. KPU Kabupaten 

kepulauan Talaud agar melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada 

pegawai melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, coaching, atau 

mentoring.
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c. Terhadap hasil evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan akuntabilitas kinerja, 

KPU Kabupaten Kepulauan Talaud perlu menyusun mekanisme dan tata cara 

penunjukan pegawai yang berkompeten dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja.

d. Public campaign terkait pengendalian gratifikasi perlu dilakukan secara rutin 

melalui berbagai media. Perlu pelibatan pihak lain yang memiliki kompetensi 

dalam pengendalian gratifikasi untuk bersama dengan KPU Kabupaten 

Kepulauan Talaud melakukan sosialisasi terkait implementasi pengendalian 

gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;

e. Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat perlu melakukan monitoring dan 

evaluasi secara periodik terhadap pengaduan masyarakat yang ada di lingkungan 

KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;

f. KPU Kabupaten Kepulauan Talaud perlu menyusun kebijakan mengenai Whistle 

BiowingSystem  (WBS). Selain itu, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud juga 

perlu melakukan penerapan kebijakan Whistle Blowing System  (WBS) yang 

telah dibuat dan melakukan evaluasi atas kebijakan tersebut secara periodic;

g. KPU Kabupaten Kepulauan Talaud perlu menetapkan sistem reward and 

punishment bagi pelaksana layanan serta sistem pemberian kompensasi kepada 

penerima layanan bila layanan tidak sesuai dengan standar;

h. KPU Kabupaten Kepulauan Talaud perlu melakukan survei secara berkala atas 

pelayanan yang diberikan, dan menyajikan hasil survei melalui berbagai media 

yang dapat diakses oleh masyarakat; dan

i. KPU Kabupaten Kepulauan Talaud perlu terus-menerus melakukan inovasi dalam 

hal pelayanan terhadap publik.

Melonguane, 17 Desember 2025
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LAMPIRAN

1. Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 

Tahun 2025;

2. Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas KPU Kabupaten Kepulauan Talaud 

Tahun 2025;

3. Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 33 Tahun 2025 tentang 

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;

4. Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 19 Tahun 

2025 Tentang Pembentukan dan Penetapan Agen Perubahan Dalam Manajemen 

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025.
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LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS
TAHUN 2025
WBK

Area Perubahan Bobot Pemenuhan Reform Nilai % Nilai
PENGUNGKIT 60.00

1. M A N A J E M E N  P E R U B A H A N 8.00 #DTV/0! #DTV/0! #DTV/0! #DTV/0! #DTV/0!

2 . P E N A T A A N  T A T A L A K S A N A 7 .00 #DTV/0! #DTV/0! #DTV/0! #DTV/0! #DTV/0!
3 . P E N A T A A N  STSTEM  M A N A J E M E N  S D M  A P A R A T U R 10.00 #DTV/0! #DTV/0! #DTV/0! #DTV/0! #DTV/0!
4. P E N G U A T A N  A K U N T  ABTLTT AS 10.00 #DTV/0! #DTV/0! #DTV/0! #DTV/0! #DTV/0!
5. P E N G U A T A N  P E N G A W A S A N 15.00 #DTV/0! #DTV/0! #DTV/0! #DTV/0! #DTV/0!
6. PE N TN G K ATAN  KU ALTTAS  P E L A Y A N A N  PUBLTK 10.00 #DTV/0! #DTV/0! #DTV/0! #DTV/0! #DTV/0!

T O T A L  P E N G U N G K IT  1 #D IV /0 ! #D IV /0 ! #D IV /0 !

B. HASIL 40.00
I. B IR O K R A S I Y A N G  B E R S IH  D A N  A K U N T A B E L 2 2 .5 0 #V A L U E ! #V A L U E ! #V A L U E !

a N ila i S u rvev  Persen s i K oru n s i (S u rve i E k s te rn a l : 17.50 # V A L U E ! # V A L U E ! # V A L U E !
b C an a ian  K in er ia  Leb ih  B a ik  dari n ad a  C an a ian  K in eria 5 .00 # V A L U E ! # V A L U E ! # V A L U E !

II. P E L A Y A N A N  P U B L IK  Y A N G  P R IM A 17 .50 #V A L U E ! #V A L U E !
_ N ila i P ersen s i K u a lita s  P e la va n a n  (S u rve i E k s te rn a l : 17.50 # V A L U E ! # V A L U E ! # V A L U E !

TOTAL HASIL #VALUE! #VALUE!

NILAI EVALUASI ZONA INTEGRITAS #DIV/0! #DIV/0!



P e n ila ia n B o b o t K r i t e r ia  N ila i
P i l ih a n

J a w a b a n

J a w a b a n

U n it

C a t a t a n /K e t e r a n a a n /P e n je la s a n  

a ta s  J a w a b a n  U n it

D a f t a r  B u k t i  D u k u n g  d a n  L in k  

U n it

J a w a b a n

T P I
N ila i %

C a t a t a n /K e t e r a n g a n /P e n je la s a n  

R e v iu  T P I

A . P E N G U N G K IT 6 0 .0 0 # D IV /0 ! # D IV /0 !

I. P E M E N U H A N 3 0 .0 0 # D IV /0 ! # D IV /0 !
1. M ANAJEM EN PERU B A H AN 4.00 #DIV/0! #D IV /0!

i. Penyusunan  Tim K erja 0.50 #D IV /0! #D IV /0!
a. U nit kerja  te lah  m em be n tu k  tim  un tuk m elakukan 

pe m bangunan Zon a  Integritas

Ya, jika  T im  te lah d iben tuk di da lam  un it kerja. Ya /T idak Ya

KPU Kabupaten Kepu lauan T a la u d  te lah m enetapkan 
keputusan ten tang Pem ben tukan T im  Pengem bangan 
Zona Integritas M enuju W ila yah Bebas dari Korupsi dan 
W ilayah B irokrasi Bersih dan M elayani

B ukti Dukung:

Blm Diisi

SK  Penetapan T im  Pengem bangan Zona Integritas

Link B ukti Dukung:
https://jd ih .kpu.go.id /da ta-
kabko/ta laud /da ta  kepkpud/K p t33 Tah un % 20 20 25  pd f

b. Penentuan anggota T im  dipilih m ela lu i 
p ro sedur/m ekan ism e yang je la s

a. J ika dengan p ro sed ur/m eka n ism e yang je la s  dan 
m ew akili selu ruh un su r d a lam  unit kerja
b. J ika sebagian m en ggunakan p rosedur yang m ew akili 
sebag ian besar unsur dalam  un it kerja
c. J ika tidak di seleksi.

A/B/C A

KPU Kabupaten Kepu lauan T a la u d  m enetapkan anggota 
tim sesuai dengan kem a m p ua n serta tupoksi m asing- 
m asing

B ukti Dukung:

Blm Diisi

SK  Penetapan T im  Pengem bangan Zona Integritas

Link B ukti Dukung:
https://jd ih .kpu.go.id /da ta-
kab ko/ta laud /da ta  kepkpud/K p t33 T a h un % 20 20 25 .p d f

ii. R en c an a  P e m banaunan  Z o n a  In tearitas 1.00 #DIV/0! #D IV /0!
a. T e rda pa t dokum en rencana kerja  pem bangunan 

Z on a Integritas m enu ju  W BK/W BB M
Ya, jika  m em ilik i rencana kerja  pem bangunan Zona 
Integritas.

Ya /T idak Ya

KPU Kabupaten Kepu lauan T a la u d  te lah m enyusun 
rencana ke rja /rencana aksi pe m bangunan zon a  integritas 
m enuju W B K/W BB M

B ukti Dukung:

Blm Diisi

R encana A ksi P em bangunan Zon a  Integritas

Link B ukti Dukung:
h ttps ://d rive .goog le .com /file /d /1O A skfik3Y H uadm U IR e2w pnW C W
fj8  A a /v iew ?usp=sharing

b. D alam  dokum en pe m bangunan te rd ap a t ta rget- 
ta rg e t prioritas yang re levan dengan tu juan 
pe m bangunan W BK/W BB M

a. J ika sem ua ta rget-ta rge t prioritas  relevan dengan tu juan 
pe m bangunan W BK/W BB M
b. J ika sebagian ta rg e t-ta rge t prioritas  relevan dengan 
tu juan pe m bangunan W B K/W BB M
c. J ika tidak ada ta rge t-ta rge t prioritas  yang relevan dengan 
tu juan pe m bangunan W B K/W BB M

A/B/C A

KPU Kabupaten Kepu lauan T a la u d  m enyusun rencana 
ke rja /rencana aksi pe m bangunan zona integritas dengan 
beberapa ta rge t prioritas yang sudah dilaksanakan

B ukti Dukung:
R encana A ksi Pem bangunan Zon a  Integritas 

Link B ukti Dukung:
h ttps ://d rive .goog le .com /file /d /1O A skfik3Y H uadm U IR e2w pnW C W

Blm Diisi

fj8  A a /v iew ?usp=sharing

c. Te rda pa t m ekan ism e atau m ed ia  un tuk 
m ensos ia lisas ikan pem bangunan W B K/W BB M

a. J ika te lah  d ilakukan pe ng e lo laan m edia /aktiv itas 
in te rak tif yang e fe k tif u n tuk m eng in form asikan 
pe m bangunan ZI kepada inte rna l dan stakeholder secara 
berkala
b. J ika pe ng e lo laan m edia /aktiv itas in te rak tif d ilakukan 
seca ra  te rba tas dan tida k  secara berkala
c. J ika pe ng e lo laan m edia /aktiv itas in te rak tif belum  
dilakukan

A/B/C B

KPU Kabupaten Kepu lauan T a la u d  m elakukan 
m ensos ia lisas ikan pem bangunan W B K /W B B M  kepada 
internal dan eksterna l m e la lu i website, dan m ed ia  sosial

Bukti Dukung:
Sosia lisasi ZI m e la lu i w ebsite dan m ed ia  sosial 

Link B ukti Dukung:
https://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs /15z9vN K epa t69Q x5pP L4U a

Blm Diisi

cn9 rxyYndp2?usp=sharing

iii. Pem antauan  dan Evaluasi Pem banaunan 1.00 #DIV/0! #D IV /0!
a. Se luruh keg iatan pe m bangunan sudah 

d ilaksanakan sesuai dengan rencana
a. J ika sem ua keg iatan pe m bangunan te lah  d ilaksanakan 
sesuai dengan rencana
b. J ika sebagian be sa r keg iatan pem ba ng un an  te lah 
dilaksanakan sesuai dengan rencana
c. J ika sebagian kecil keg iatan pem ba ng un an  te lah 
dilaksanakan sesuai dengan rencana
d. J ika belum  ada keg iatan pe m bangunan yang dilakukan 
sesuai dengan rencana

A/B/C/D B

R encana keg iatan pem bangunan zon a  integritas pada KPU 
Kabupaten K epu lauan T a la ud sebagain besar sudah 
d ilaksanakan sesuai jad w a l yang d itetapkan

Bukti Dukung:
Pe laksanaan keg iatan pe m bangunan ZI 

Link B ukti Dukung:
https://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs/1 K u ir0 -zxP ha fia69r916Q - Blm Diisi

oB L9oL1ta?usp=sharing

b. Te rda pa t m on itoring dan eva luasi te rhadap 
pe m bangunan Zon a  Integritas

a. J ika m on itoring dan eva luas i m elibatkan  p im pinan dan 
d ilakukan seca ra  berkala
b. J ika m on itoring dan eva luasi m eliba tkan p im pinan te tap i 
tida k  secara berkala
c. J ika m on itoring dan eva luasi t ida k  m eliba tkan pim pinan 
dan tida k  secara berkala
d. J ika tida k  te rd ap a t m on ito ring  dan eva luasi te rhadap 
pe m bangunan zona integritas

A/B/C/D A

Pim pinan KPU Kabupaten Kepu lauan Ta la ud  
m elaksanakan eva luasi p em ba ng un an  zona integritas

B ukti Dukung:
R apat Evaluasi pe m bangunan ZI
1. U ndangan
2. D a fta r H ad ir
3. D okum entas i

Link B ukti Dukung:
https://d rive .goog le .com /file /d /1ovon9S dV E C cC ukN s6uN cFG Y C d

Blm Diisi

GC Kwg4 c/vi ew? usp=sharing

c. H asil M onitoring dan Evaluasi te lah  ditindaklan ju ti a. J ika sem ua ca ta tan /rekom endasi hasil m on itoring dan 
eva luasi tim  inte rna l atas pers iapan dan pe laksanaan 
keg iatan U nit W B K /W B B M  te lah ditindaklan ju ti
b. J ika sebagian be sa r c a ta ta n /re kom en da si hasil 
m on ito ring  dan eva luasi tim internal atas persiapan dan 
pe laksanaan keg ia tanU n it W B K /W B B M  te lah d itindaklan ju ti
c. J ika sebagian kecil ca ta ta n /re kom en da si hasil 
m on ito ring  dan eva luasi tim internal atas persiapan dan 
pe laksanaan keg iatan U n it W B K /W B B M  te lah 
d itindaklan ju ti
d. J ika ca ta ta n /re kom en da si hasil m on ito ring  dan evaluasi 
tim  inte rna l atas pers iapan dan pe laksanaan keg iatan U nit 
W B K /W B B M  belum  ditindaklan ju ti

A/B/C/D B

H asil m on ito ring  dan eva luasi pe m bangunan Z I di KPU 
T a la ud  d itindak lan ju ti m e la lu i pe laksanaan program  atau 
keg iatan pada area yang m asih perlu penguatan, 
khususnya te rka it dengan pe layanan pu b lik  dan 
pengaw asan inte rna l da lam  pe laksanaan W B K/W BB M

Bukti Dukung:
R apat Evaluasi Pem bangunan ZI
1. Undangan
2. D afta r H ad ir
3. D okum entas i

Link B ukti Dukung:
https://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs /1 isxP sm X gubB m Y rFxA 5M P Blm Diisi
F tJkG E 9C y3fP?usp=sharing

iv. iP erubahan  po la p ik ir dan budaya ke rja  1 1.50 #DIV/0! #D IV /0!

https://jdih.kpu.go.id/data-
https://jdih.kpu.go.id/data-
https://drive.google.com/file/d/1OAskfik3YHuadmUIRe2wpnWCW
https://drive.google.com/file/d/1OAskfik3YHuadmUIRe2wpnWCW
https://drive.google.com/drive/folders/15z9vNKepat69Qx5pPL4Ua
https://drive.google.com/drive/folders/1
https://drive.google.com/file/d/1ovon9SdVECcCukNs6uNcFGYCd
https://drive.google.com/drive/folders/1isxPsmXgubBmYrFxA5MP


a. P im pinan be rpe ran sebagai ro le  model dalam  
pe laksanaan Pem bangunan W BK/W BB M

ya, j ika  pim pinan m en jad i contoh pe laksanaan nila i-nilai 
organ isasi.

Ya /T idak Ya

Pim pinan KPU Kabupaten Kepu lauan T a la ud  m em berikan 
contoh dan m engh im bau kepada ja ja ra n  KPU Kabupaten 
Kepu lauan T a la ud  untuk tidak m enerim a im balan/b iaya 
da lam  pe layanan kepada m asya rakat atau pihak te rka it 
da lam  pe laksanaan pe m bangunan m enuju W B K/W BB M

B ukti Dukung:
R apat Kerja Pem bangunan Zona Integritas 

Link B ukti Dukung:
https://d rive .goog le .com /file /d /1ovD n9S dV E C cC ukN s6uN cFG Y C d 
GC Kwg4 c/vi ew? usp=sharing

Blm Diisi

b. Sudah dite tapkan agen perubahan a. J ika agen perubahan te lah dite tapkan dan berkontribusi 
te rh ad ap  perubahan pada unit kerjanya
b. J ika agen perubahan te lah dite tapkan nam un belum  
be rkon tribus i te rh ad ap perubahan pada un it kerjanya
c. J ika be lum  te rd ap a t agen perubahan

A/B/C A

Dalam  rangka perubahan po la dan budaya kerja  yang 
dapat m en du kun g  dan m ensukseskan pe laksanaan Pem ilu 
dan Pem ilihan KPU Kabupaten Kepu lauan T a la u d  te lah 
m enetapkan tim  m ana jem en perubahan

B ukti Dukung:
SK  T im  Pengem bangan Zona Integritas di Lingkungan KPU 
Kabupaten Kepu lauan T a la ud

Link B ukti Dukung:
https://id ih .kpu .go.id /su lu t/ta laud /data - 
kab ko/ta laud /da ta  kepkpud/K p t 33% 2 0T ah un % 2 02 02 5 .p d f

Blm Diisi

c. Te lah  d ibangun budaya kerja  dan po la p ik ir di 
lingkungan organisasi

a. J ika te lah  d ilakukan upaya pe m bangunan budaya kerja 
dan po la pikir dan m am pu m engurang i resistensi atas 
perubahan
b. J ika te lah  d ilakukan upaya pe m bangunan budaya kerja 
dan po la pikir tap i m asih te rd ap a t resistensi atas 
perubahan
c. J ika be lum  te rd ap a t upaya pem bangunan budaya kerja 
dan po la pikir

A /B/C A

KPU Kabupaten Kepu lauan T a la u d  te lah be rupaya dalam  
pem bangunan budaya kerja  dan po la pikir dengan 
m enetapkan SK  Budaya Kerja di Lingkungan KPU 
Kabupaten K epu lauan T a la ud  yang m en jad i rutin itas rutin 
dilakukan setiap bulan da lam  m endukung kegiatan 
pim pinan

B ukti Dukung:
SK  Budaya Kerja di Lingkungan KPU Kabupaten Kepu lauan 
T a la ud

Link B ukti Dukung:
https://jd ih .kpu .go.id /su lu t/ta laud /data - 
kab ko/ta laud /da ta  kepkpud/K p t36 T a h un % 20 20 25 .p d f

Blm Diisi

d. A nggota  organ isasi te rliba t dalam  pem bangunan 
Z on a Integritas m enu ju  W BK/W BB M

a. J ika sem ua anggota te rliba t da lam  pem bangunan Zon a  
Integritas m enuju W B K /W B B M  dan usu lan -usulan dari 
anggota  d iakom odasikan dalam  keputusan
b. J ika sebagian besar anggota te rliba t dalam  
pe m bangunan Z on a Integritas m enuju W B K/W BB M
c. J ika sebagian kecil anggota te rliba t dalam  
pe m bangunan Z on a Integritas m enuju W B K/W BB M
d. J ika belum  ada anggota te rliba t dalam  pem bangunan 
Zon a  Integritas m enu ju  W BK/W BB M

A/B/C /D A

Pim pinan KPU Kabupaten Kepu lauan T a la u d  m eliba tkan 
sem ua ja ja ra n  sekre taria t dalam  pem bangunan Zon a  
Integritas m enuju W B K /W B B M  serta m em berikan 
kesem pa tan kepada se lu ruh ja ja ra n  da lam  m enyam pa ikan 
usulan m aupun inovasi da lam  penataan m ana jem en SD M  
dan te lah  m e laksanakan penandatangan ik ra r dan 
kom itm en /pa kta  in tegritas pada pe m bangunan zona 
integritas m enuju W B K/W BB M

B ukti Dukung:
1. S K  T im  Pengem bangan Zon a  Integritas di Lingkungan KPU 
Kabupaten Kepu lauan T a la ud
2. D okum en Pakta Integritas Z I W B K/W BB M

Link B ukti Dukung:
1. https ://jd ih .kpu .go.id /su lu t/ta laud /data - 
kab ko/ta laud /da ta  kepkpud/K p t 33% 2 0T ah un % 2 02 02 5 .p d f

2. https ://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs /1- 
cN O V Q Y fH 61X T9G H A tlodcw 3Ta IH Y X A t?usp= drive  link

Blm Diisi

2. PENATAAN TATALAKSANA 3.50 #DIV/0! #D IV /0!
i. P rosedur O peras ional Tetap  (SO P ) K eg ia tan  Utam a 1.00 #DIV/0! #D IV /0!

a. SO P m engacu pada peta proses bisn is instansi a. J ika sem ua SOP un it te lah  m engacu peta proses bisnis 
dan ju g a  m e lakukan inovasi yang se la ras
b. J ika sem ua SOP un it te lah  m engacu peta proses bisnis
c. J ika sebagian SOP un it te lah m engacu peta proses 
bisn is
d. J ika belum  te rd ap a t SOP unit yang m engacu peta 
proses bisnis

A /B/C /D C

Bahwa KPU Kabupaten Kepu lauan T a la ud  dalam  
m elaksanakan keg iatan sudah m engacu pada SOP yang 
sudah dite tapkan sesuai dengan P era turan dan Keputusan 
Kom isi Pem ilihan Um um

B ukti Dukung:
1. S K  S tandar P e layanan Publik
2. SOP

Link B ukti Dukung:
1. https ://jd ih .kpu .go.id /su lu t/ta laud /data - 
kab ko/ta laud /da ta  kepkpud/K p t34 T a h un % 20 20 25 .p d f
2.
https ://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs /1yW r0E 7 H iC jdaZX4a ELF 
M Y 0LaZB od7C ?usp=sharing

Blm Diisi

b. P rosedur operas iona l te tap  (SOP) te lah dite rapkan a. J ika un it te lah m enerapkan selu ruh SO P yang 
dite tapkan organ isasi dan ju g a  m e lakukan inovasi pada 
SO P yang dite rapkan
b. J ika un it te lah m enerapkan selu ruh SO P yang 
dite tapkan organisasi
c. J ika un it te lah m enerapkan sebagian be sa r S O P yang 
dite tapkan organisasi
d. J ika un it te lah m enerapkan sebagian kecil SO P yang 
dite tapkan organisasi
e. J ika un it belum  m enerapkan SOP yang te lah  d ite tapkan 
organ isasi

A /B /C /D /E C

Prosedur operas iona l te tap  (SOP) te lah dite tapkan dan 
d iberlakukan di KPU Kabupaten Kepu lauan T a la u d  sebagai 
pedom an dalam  pe laksanaana tugas dan fungsi 
ke le m b ag aa n, te rm asu k  m endukung pe m bangunan zona 
integritas m enuju W B K/W BB M

"Bukti Dukung:
1. S K  S tandar P e layanan Publik
2. SOP

Link Bukti D ukung:
1. https ://jd ih .kpu .go.id /su lu t/ta laud /data - 
kab ko/ta laud /da ta  kepkpud/K p t34 T a h un % 20 20 25 .p d f
2.
https ://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs /1yW r0E 7 H iC jdaZX4a ELF 
M Y 0LaZB od7C ?usp=sharing

Blm Diisi

c. P rosedur operas iona l te tap  (SOP) te lah d ievaluasi a. J ika selu ruh SO P u tam a te lah  dievaluasi dan te lah 
d itindak lan ju ti berupa perba ikan SOP atau usulan 
perba ikan SOP
b. J ika sebagian besar S O P u tam a te lah  dievaluasi dan 
te lah  d itindak lan ju ti berupa perba ikan SO P atau usulan 
perba ikan SOP
c. J ika sebagian besar SOP utam a te lah  dievaluasi te tap i 
be lum  ditindaklan ju ti
d. J ika sebagian kecil SO P u tam a te lah  d ievaluasi
e. J ika SOP be lum  pe rnah d ievaluasi

A /B /C /D /E B

Sebagian besar S O P te lah di eva luasi oleh KPU Kabupaten 
Kepu lauan T a la ud  untuk perba ikan layanan kepada publik

"Bukti Dukung:
1. S K  S tandar P e layanan Publik
2. SOP

Link Bukti D ukung:
1. https ://jd ih .kpu .go.id /su lu t/ta laud /data - 
kab ko/ta laud /da ta  kepkpud/K p t34 T a h un % 20 20 25 .p d f
2.
https ://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs /1yW r0E 7 H iC jdaZX4a ELF 
M Y 0LaZB od7C ?usp=sharing

Blm Diisi

ii. S istem  Pem erin tahan  B erbasis  E lek tron ik  (SPB E) 2.00 #DIV/0! #D IV/0!
a. Sistem  penguku ran k ine rja  unit sudah 

m en ggunakan te kno log i in fo rm asi
a. J ika un it m em ilik i sistem  penguku ran kinerja (e - 
performance /e -sa k ip ) yang m enggunakan te kno log i 
in fo rm asi dan ju g a  m e lakukan inovasi
b. J ika un it m em ilik i sistem  penguku ran kinerja (e - 
performance/e -sa k ip ) yang m enggunakan te kno log i 
in fo rm asi
c. J ika be lum  m em ilik i s istem  penguku ran kinerja (e- 
performance/e -sa k ip ) yang m enggunakan te kno log i 
in fo rm asi

A /B/C A

KPU Kabupaten Kepu lauan T a la u d  m engem bangkan 
inovasi e-SAKIP m ela lu i penggunaan ap likasi e-Lapkin dan 
dashboard  capaian k inerja berbasis w eb untuk m em antau 
rea lisasi ta rg e t k inerja tiap divisi seca ra  be rkala. Inovasi ini 
m em pe rm u da h  pim pinan da lam  eva luasi dan pengam b ilan  
keputusan berbasis data aktual.

B ukti dukung  :
W ebs ite  E-Lapkin

Link bukti dukung :
https://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs /1U kW ipM D l C G 1AnkC nN  
R iyD cO EPE O vdk?usp=sharing

Blm Diisi

https://drive.google.com/file/d/1ovDn9SdVECcCukNs6uNcFGYCd
https://idih.kpu.go.id/sulut/talaud/data-kabko/talaud/data
https://idih.kpu.go.id/sulut/talaud/data-kabko/talaud/data
https://jdih.kpu.go.id/sulut/talaud/data-kabko/talaud/data
https://jdih.kpu.go.id/sulut/talaud/data-kabko/talaud/data
https://jdih.kpu.go.id/sulut/talaud/data-kabko/talaud/data
https://jdih.kpu.go.id/sulut/talaud/data-kabko/talaud/data
https://drive.google.com/drive/folders/1-cNOVQYfH61XT9GHAtlodcw3TaIHYXAt?usp=drive
https://drive.google.com/drive/folders/1-cNOVQYfH61XT9GHAtlodcw3TaIHYXAt?usp=drive
https://jdih.kpu.go.id/sulut/talaud/data-kabko/talaud/data
https://jdih.kpu.go.id/sulut/talaud/data-kabko/talaud/data
https://drive.google.com/drive/folders/1yWr0E7
https://jdih.kpu.go.id/sulut/talaud/data-kabko/talaud/data
https://jdih.kpu.go.id/sulut/talaud/data-kabko/talaud/data
https://drive.google.com/drive/folders/1yWr0E7
https://jdih.kpu.go.id/sulut/talaud/data-kabko/talaud/data
https://jdih.kpu.go.id/sulut/talaud/data-kabko/talaud/data
https://drive.google.com/drive/folders/1yWr0E7
https://drive.google.com/drive/folders/1UkWipMDl


b. O peras iona lisas i m an a jem e n  SDM  sudah 
m en ggunakan te kno log i in fo rm asi

a. J ika un it m em ilik i operas iona lisas i m ana jem en SDM  
yang m enggunakan te kno lo g i in fo rm asi dan jug a 
m e lakukan inovasi
b. J ika un it m em ilik i operas iona lisas i m ana jem en SDM  
yang m enggunakan te kno lo g i in fo rm asi seca ra  te rpusat
c. J ika be lum  m enggunakan te kno lo g i in fo rm asi dalam  
operas iona lisas i m ana jem en SDM

A/B/C A

O peras iona lisas i m an a jem e n  SDM  di KPU Kabupaten 
K epu lauan T a la ud  sudah berbasis te kno lo g i info rm asi, 
d im anan pe ng e lo laan kepegaw a ian dan adm in istrasi SDM 
dilaksanakan m ela lu  ap likas i berbasis te kno lo g i yang 
te rin teg rasi dengan sistem  nasional m aupun inte rna l KPU, 
seh ingga lebih transpa ran, efisien dan te rdokum entas i 
dengan baik

B ukti Dukung:
Tam p ila n  Ap likas i m ana jem en SDM  

Link B ukti Dukung:
https://d rive .goog le .com /drive /fo ldersZ1 F TyB340FM 0H a lG a9abY- 
8N xfhs4gM 6JX?usp=sharing

Blm Diisi

c. Pem berian pelayanan kepada publik  sudah 
m enggunakan te kno log i in fo rm asi

a. J ika un it m em berikan pe layanan kepada publik  dengan 
m en ggunakan tekno log i in fo rm asi te rpusa t/un it sendiri dan 
te rd a p a t inovasi
b. J ika un it m em berikan pe layanan kepada publik  dengan 
m en ggunakan tekno log i in fo rm asi secara te rpusa t
c. J ika be lum  m em berikan pe layanan kepada publik 
dengan m enggunakan te kno lo g i in fo rm asi A/B/C A

Dalam  Pe layanan in fo rm asi kepada publik KPU Kabupaten 
K epu lauan T a la ud  sudah te rpusa t m e la lu i PPID secara 
online dengan m en ggunakan te kno log i in fo rm asi m ela lu i 
w ebsite PPID dan/atau JDIH KPU Kabupaten Kepulauan 
T a la ud

KPU K abupaten K epu lauan T a la u d  ju g a  sudah m em bentuk 
T im  Inovasi Pe layanan Publik

B ukti Dukung:
1. W ebsite  PPID KPU Kab. Kepu lauan Ta laud
2. W ebsite  JDIH KPU Kab. Kepu lauan Ta la ud
3. SK Pem ben tukan T im  Inovasi P e layanan Publik di KPU Kab. 
Kepu lauan T a la ud

Link B ukti Dukung:
h ttps://kepta laudkabpp id .kpu .go .id /

https ://id ih .kpu .go.id /sulu t/ta laud

https://id ih .kpu .go.id /su lu t/ta laud /data -
kab ko/ta laud /da ta  kep kpu d/K p tS e k 15 T ah un % 20 20 25 .p d f
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d Te lah  d ilakukan m on ito ring  dan dan evaluasi 
te rhadap pem an faa tan te kno lo g i in fo rm asi da lam  
penguku ran k ine rja  unit, operas iona lisas i SDM , dan 
pem berian layanan kepada publik

a. J ika laporan m on itoring dan eva luasi te rhadap 
pem an faa tan te kno lo g i in fo rm asi da lam  pengukuran 
k ine rja  unit, operas iona lisas i SDM , dan pem berian layanan 
kepada publik sudah d ilakukan secara berkala
b. J ika laporan m on itoring dan eva luasi te rhadap 
pem an faa tan te kno lo g i in fo rm asi da lam  pengukuran 
k ine rja  unit, operas iona lisas i SDM , dan pem berian layanan 
kepada publik sudah d ilakukan te tap i tidak seca ra  berkala
c. J ika tidak te rdapat m on itoring dan eva luasi te rhadap 
pem an faa tan te kno lo g i in fo rm asi da lam  pengukuran 
k ine rja  unit, operas iona lisas i SDM , dan pem berian layanan 
kepada publik

A/B/C A

Bahwa KPU K abupaten K epu lauan T a la u d  terlah 
m elakukan pem an faa tan te kno lo g i in fo rm asi da lam  
pengukuran k ine rja  un it operasiona l m e la lu i R apat Evaluasi 
K inerja Bulanan dan T  riwulan un tuk m em an tau capaian 
hasil k inerja ja ja ra n  Sekre ta ria t dengan berbasis ap likasi e- 
k ine rja  m e la lu i Lapkin dan SKP. Dalam  hal pem berian 
layanan info rm asi kepada publik m e la lu i pelayanan PPID

N am a B ukti Dukung:
1. SKP Tahun 2025
2. E-Lapkin

Link B ukti D ukung :
1.
https://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs /1 t9TH W X M 6Ie f9sbM azdB 5J
86 B6AvH LY Fr?usp=sharing
2. httPs://d rive .goog le .com /file /d /1TehP 1V ifP eR 1JiD IazavS - 
LP 2xm 3x5aZ/view ?usp=sharing
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iii. K eterbukaan  In form asi Publik 0.50 #DIV/0! #D IV /0!
a. Kebijakan tentang keterbukaan in fo rm asi publik  

te lah d iterapkan
a. J ika sudah te rd ap a t Pe jabat Penge lo la  In form asi Publik 
(P P ID ) yang m enyebarkan se lu ruh in fo rm asi yang dapat 
d iakses secara m u ta kh ir dan lengkap
b. J ika sudah te rd ap a t PP ID  yang m enyebarkan sebagian 
in fo rm asi yang dapa t d iakses seca ra  m uta kh ir dan lengkap
c. J ika be lum  ada PPID dan belum  m e lakukan penyebaran 
in fo rm asi publik

A/B/C A

KPU K abupaten K epu lauan T a la u d  sudah m enetapkan 
P e jabat P e nge lo la  In form asi dan D okum entasi (PP ID) dan 
te lah m enyebarkan in fo rm asi yang dapa t di akses m ela lu i 
lam an /w ebsite  dan Media Sosial resm i KPU Kabupaten 
K epu lauan T a la ud

B ukti Dukung:
SK  Penetapan Pe jabat Penge lo la  In form asi dan D okum entasi 
(PPID)

Link B ukti Dukung:
http s://drive.google .com /file /d/1 D N F1p5t- 
RKRa Vu7Jxi8 M Iw FFtoQ 9sz/view ?usp=sharing
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b. Te lah  d ilakukan m on ito ring  dan evaluasi 
pe laksanaan keb ijakan ke terbukaan info rm asi 
publik

a. J ika d ilakukan m on ito ring  dan eva luasi pe laksanaan 
keb ijakan keterbukaan info rm asi publik dan te lah 
d itindaklan ju ti
b. J ika m on itoring dan eva luasi pe laksanaan kebijakan 
ke terbukaan info rm asi publik te lah  d ilakukan te tap i belum  
ditindaklan ju ti
c. J ika m on itoring dan eva luasi pe laksanaan keb ijakan 
ke terbukaan info rm asi publik be lum  dilakukan

A/B/C A

KPU K abupaten K epu lauan T a la u d  te lah m elakukan 
m on itoring dan eva luasi te rh ad ap pe laksanaan keb ijakan 
keterbukaan info rm asi publik un tuk m em astikan 
im p lem en tas i layanan in fo rm asi m e la lu i PPID te lah sesuai 
s ta nd a r pe layanan, serta te lah  m en in da k lan ju ti tem uan dan 
m asukan da lam  ran gka peningka tan transpa rans i publik

B ukti Dukung:
R apat Evaluasi Pem bangunan ZI
1. Undangan
2. D afta r H ad ir
3. D okum entasi

Link B ukti Dukung:
https://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs /1 jsxP sm X gubB m Y rFxA 5M P
F tJkG E 9C y3fP?usp=sharing
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3. PENATAAN S ISTEM  M AN A JEM EN  S D M  APA R ATU R 5.00 #DIV/0! #D IV /0!
i. P erencanaan  K ebutuhan  P e aaw ai sesuai denaan 0.25 #DIV/0! #D IV /0!

a. Kebutuhan pegaw ai yang disusun oleh un it kerja 
m engacu kepada peta jabatan dan hasil analisis 
beban kerja un tuk m as ing -m asing  jabatan

Ya, jika  kebutuhan pegaw ai yang disusun oleh un it kerja 
m engacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban 
kerja  untuk m as ing -m asing  jabatan.

Ya/T idak Ya

Bahwa kebutuhan pegaw ai di lingkungan KPU Kabupaten 
K epu lauan T a la ud  te lah  disusun oleh unit kerja  dengan 
m engacu pada peta jabatan dan hasil Analis is Beban Kerja 
(ABK) untuk m as ing -m asing  jabatan.

B ukti D ukung :
S truktur O rganisasi

Link B ukti D ukung :
https://d rive .goog le .com /file /d /1 Io A T jV m nV l3eK cm JG X 7D Zuv9r- 
J tT831/view ?usp=sharing
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b. P enem patan pegaw ai hasil rekru tm en m urni 
m engacu kepada kebutuhan pegaw ai yang te lah 
disusun pe r jabatan

a. J ika sem ua penem pa tan pegaw ai hasil rekrutm en m urni 
m engacu kepada kebutuhan pegaw ai yang te lah  disusun 
p e r jabatan
b. J ika sebagian be sa r penem pa tan pegaw ai hasil 
rekru tm en m urn i m engacu kepada kebutuhan pegaw ai 
yang te lah disusun pe r jabatan
c. J ika sebagian kecil pe ne m pa tan pegaw ai hasil 
rekru tm en m urn i m engacu kepada kebutuhan pegaw ai 
yang te lah disusun pe r jabatan
d. J ika penem pa tan pegaw ai hasil rekrutm en m urn i tidak 
m engacu kepada kebutuhan pegaw ai yang te lah  disusun 
p e r jabatan

A/B/C /D A

KPU K abupaten K epu lauan T a la u d  te lah m elakukan 
penem pa tan pegaw ai hasil rekru tm en secara m urni 
berdasarkan analisis kebutuhan jabatan (AN JA B ) dan 
analisis beban kerja (ABK ) yang te lah disusun. Setiap 
pegaw ai d item pa tkan sesuai fo rm as i dan kom petensinya, 
seh ingga selu ruh penem pa tan m engacu pada kebutuhan 
jabatan seca ra  o b je k tif dan transpa ran.

N am a B ukti D ukung :
D aftar U ru t Kepangkatan (D U K ) dan D afta r N o m ina tif Pegawai 

LInk B ukti D ukung :
h ttps://d rive .goog le .com /file /d /1cfLR A C 8eM uo7Y T3P V 3J0pM ozF  
KB KM bM /view?usp=sharing

R ekom endasi usulan penem pa tan kebutuhan C PN S di setiap sub 
bagian

Link B ukti D ukung :
https://d rive .goog le .com /file /d /15a3vM N  Fm R 5f0ZAtY 3X YbM ihV J5j 
8i46m /v iew ?usp=sharing
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c. Te lah  d ilakukan m on ito ring  dan eva luasi te rhadap 
penem pa tan pegaw ai rekrutm en untuk m em enuh i 
kebutuhan jab a ta n  da lam  organ isasi te lah 
m em berikan perba ikan te rh ad ap kinerja unit kerja

Ya, jika  sudah d ilakukan m onitoring dan eva luasi te rhadap 
penem pa tan pegaw ai hasil rekru tm en un tuk m em enuh i 
kebutuhan jab a ta n  dalam  organ isasi te lah m em berikan 
perba ikan te rh ad ap k ine rja  un it kerja. Ya/T idak Ya

KPU K abupaten K epu lauan T a la u d  te lah m elakukan 
m on itoring dan eva luasi te rh ad ap penem pa tan pegaw ai 
hasil rekrutm en dalam  ran gka pem enuhan jabatan.

B ukti Dukung:
R apat Evaluasi Sekre ta ria t

Link B ukti D ukung
https://d rive .goog le .com /file /d /1 L C 0N 0P L ilU 6 -ZvR Lm l- 
C rFU nP iV ft 1B /view ?usp=sharing
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https://drive.google.com/drive/foldersZ1
https://keptalaudkabppid.kpu.go.id/
https://idih.kpu.go.id/sulut/talaud
https://idih.kpu.go.id/sulut/talaud/data-
https://drive.google.com/drive/folders/1t9THWXM6Ief9sbMazdB5J
httPs://drive.google.com/file/d/1TehP1VifPeR1JiDIazavS-LP2xm3x5aZ/view?usp=sharing
httPs://drive.google.com/file/d/1TehP1VifPeR1JiDIazavS-LP2xm3x5aZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jsxPsmXgubBmYrFxA5MP
https://drive.google.com/file/d/1
https://drive.google.com/file/d/1cfLRAC8eMuo7YT3PV3J0pMozF
https://drive.google.com/file/d/15a3vMN
https://drive.google.com/file/d/1


ii. P o la  M utasi Internal 0.50 #DIV/0! #D IV/0!
a. D alam  m e lakukan pengem bangan karie r pegaw ai, 

te l ah d ilakukan m utasi pegaw ai an ta r jabatan
Ya, jika  d ilakukan m utas i pegaw ai an ta r jab a ta n  sebagai 
w u ju d  dari pengem bangan ka rie r pegaw ai.

Ya /T idak Ya

KPU Kabupaten Kepu lauan T a la u d  te lah  m elaksanakan 
m utasi pegaw ai an ta r jab a ta n  sebagai w ujud 
pengem bangan karie r kepaw aian.

N am a B ukti Dukung:
U sulan Jabatan

Link B ukti D ukung
https://d rive .goog le .eom /file /d /1V k m aM E 7G uaM bZZG  pyB7N IE2 
tp rH fh6/v iew ?usp=sharing
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b. D alam  m e lakukan m utasi pegaw ai an ta r jabatan 
te l ah m em perhatikan kom petens i jabatan dan 
m engikuti po la m utasi yang te l ah d itetapkan

a. J ika sem ua m utasi pegaw ai an ta r jabatan te lah 
m em perhatikan kom petens i jab a ta n  dan m eng iku ti po la 
m utas i yang te lah  dite tapkan organ isasi dan ju g a  unit kerja 
m em be rika n pertim bangan te rka it hal ini
b. J ika sem ua m utasi pegaw ai an ta r jabatan te lah  
m em perhatikan kom petens i jab a ta n  dan m eng iku ti po la 
m utas i yang te lah  dite tapkan organisasi
c. J ika sebagian besar m utasi pegaw ai an ta r jab a ta n  te lah 
m em perhatikan kom petens i jab a ta n  dan m eng iku ti po la 
m utas i yang te lah  dite tapkan organisasi
d. J ika sebagian kecil sem u a  m utas i pegaw ai an ta r jabatan 
te la h  m em perhatikan kom petens i jabatan dan m engikuti 
po la m utas i yang te la h  dite tapkan organ isasi
e. J ika m utasi pegaw ai an ta r jabatan belum  
m em perhatikan kom petens i jab a ta n  dan m eng iku ti po la 
m utas i yang te lah  dite tapkan organisasi

A /B /C /D /E B

KPU Kabupaten Kepu lauan T a la u d  m e laksanakan m utasi 
pegaw ai dengan m em pe rtim b an gka n kesesuaian 
kom petens i jab a ta n  dan m engikuti po la m utas i yang 
d itetapkan oleh KPU Provinsi Su law esi U tara sesuai dengan 
identifikasi kebutuhan peta jab a ta n  dan Analis is Beban 
Kerja. N am un sam pai dengan saat ini di KPU Kabupaten 
Kepu lauan T a la ud  be lum  m e laksanakan m utas i an tar 
jabatan

N am a B ukti D ukung :
D aftar Usulan jabatan Fungsional

Link B ukti D ukung :
https://d rive .goog le .eom /file /d /1V k m aM E 7G uaM bZZG  pyB7N IE2 
tp rH fh6/v iew ?usp=sharing

Blm Diisi

c. Te lah  d ilakukan m on ito ring  dan eva luasi te rhadap 
keg iatan m utasi yang te lah  d ilakukan dalam  
kaitannya dengan perba ikan kinerja

Ya, jika  sudah d ilakukan m onitoring dan eva luasi te rhadap 
keg iatan m utasi yang te lah  d ilakukan da lam  kaitannya 
dengan perba ikan kinerja .

Ya /T idak Ya

KPU Kabupaten Kepu lauan T a la u d  te lah  m elakukan 
m on itoring dan eva luasi te rh ad ap  keg iatan m utasi yang 
te lah  d ilakukan da lam  kaitannya dengan perba ikan kinerja .

N am a B ukti D ukung :
D aftar U su lan  jabatan Fungsional

Link B ukti D ukung :
https://d rive .goog le .eom /file /d /1V k m aM E 7G uaM bZZG  pyB7N IE2 
tp rH fh6/v iew ?usp=sharing
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iii. Pen ae m b an a an  P eaaw ai B erbasis  K om petensi 1.25 #DIV/0! #D IV /0!
a. U nit Kerja m e lakukan Training Need Analysis 

U ntu k  pengem bangan kom petensi
Ya, jika  sudah d ilakukan T rain ing Need A nalysis U ntuk 
pengem bangan kom petensi.

Ya /T idak Ya

KPU Kabupaten Kepu lauan T a la u d  te lah  m elakukan 
T ra in ing  N eed A nalysis un tuk pengem bangan kom ptensi

N am a B ukti D ukung :
undangan dan laporan uji kom petens i jab a ta n  fungs iona l penata 
kelo la Pem ilu A h li Pertam a

Link B ukti D ukung :
h ttps://d rive .goog le .eom /file /d /1N dH W N s5FfFM vzuw 33nTauQ  lAt 
FoH lla/v iew ?usp=sharing
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b. D alam  m enyusun rencana pengem bangan 
kom petens i pegaw ai, te lah  m em pertim bangkan 
hasil penge lo laan kinerja pegaw ai

a. J ika sem ua rencana pengem bangan kom petens i 
pegaw ai m em pe rtim b an gka n hasil pengelo laan kinerja 
pegaw ai
b. J ika sebagian be sa r rencana pengem bangan 
kom petens i pegaw ai m em pe rtim b an gka n hasil 
pe ng e lo laan k ine rja  pegaw ai
c. J ika sebagian kecil rencana pengem bangan kom petensi 
pegaw ai m em pe rtim b an gka n hasil pengelo laan kinerja 
pegaw ai
d. J ika belum  ada rencana pengem bangan kom petens i 
pegaw ai yang m em pertim bangkan hasil pengelo laan 
k ine rja  pegaw ai

A/B/C/D A

KPU Kabupaten Kepu lauan T a la u d  te lah  m elaksanakan 
penyusunan rencana pengem bangan kom petens i pegaw ai 
secara m enye luruh dan te rin teg ras i dengan hasil 
penge lo laan k ine rja  pegaw ai. Setiap hasil penila ian k inerja 
tahunan (S K P /C K P ) diana lis is un tuk m engidentifikas i 
kebutuhan peningka tan kom petens i individu.

N am a B ukti D ukung :
SKP T ahunan T ah un 2024 
Sertifikat Bendahara

Link B ukti D ukung :
https://d rive .goog le .eom /file /d/1 E S im K vsoA 0G R R L-aC P w Jo- 
nvF iG M EP pJ/view ?usp=sharing

https ://d rive .goog le .eom /file /d/14D xE a0 lf8yD 1TV aFH ubX 2U X 1 jB  
a4fY B /view ?usp=sharing
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c. T ing ka t kesen jangan kom petens i pegaw ai yang 
ada dengan standar kom petens i yang d itetapkan 
un tu k  m asing -m asing  jabatan

a. J ika pe rsen tase kesen jangan kom petens i pegaw ai 
dengan s tandar kom petens i yang dite tapkan sebesa r 
<25%
b. J ika pe rsen tase kesen jangan kom petens i pegaw ai 
dengan s tandar kom petens i yang dite tapkan sebesa r 
> 25% -50%
c. J ika sebag ian besar kom petens i pegaw ai dengan 
s ta nd a r k om petens i yang dite tapkan un tuk m asing -m asing 
jab a ta n  >50%  -75%
d. J ika pe rsen tase kesen jangan kom petens i pegaw ai 
dengan s tandar kom petens i yang dite tapkan sebesa r 
>75% -100%

A/B/C/D B

Berdasarkan hasil pe m etaan , kesen jangan kom petensi 
pegaw ai te rh ad ap  standar kom petens i be rada pada kisaran 
> 2 5 % -5 0 % . KPU Kabupaten Kepu lauan T a la ud te lah 
m en indak lan ju tinya  dengan m enyusun rencana 
pengem bangan kom petens i m e la lu i pe latihan dan 
m entoring  guna m en utu p kesen jangan te rsebu t serta 
m endukung peningka tan k ine rja  dalam  pem bangunan 
Z on a Integritas.

N am a B ukti D ukung :
1. S T  Peserta Pelatihan M OOC PBJ Level 1 Tahun 2025
2. D okum entas i Peningkatan Kapasitas SDM
3. S ertifika t Bendahara

Link B ukti D ukung :
https://d rive .goog le .eom /file /d/1 R TG oD aY C O Q 2bsE K O D ftO xD h lz  
M ufO oe3/view ?usp=sharing

https ://d rive .goog le .eom /file /d/14D xE a0 lf8yD 1TV aFH ubX 2U X 1 jB  
a4fY B /view ?usp=sharing
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d. Pegaw ai di U nit Kerja te lah  m em pero leh  
kese m pa tan /h ak  un tuk m engikuti d ik la t m aupun 
pengem bangan kom petens i lainnya

a. J ika selu ruh pegaw ai di U nit Kerja te la h  m em pero leh  
kese m pa tan /h ak  un tuk m eng iku ti d ik la t m aupun 
pengem bangan kom petens i lainnya
b. J ika sebagian be sa r p egaw ai di U nit Kerja te lah  
m em pe ro leh  kese m pa tan /h ak un tuk m eng iku ti diklat 
m aupun pengem bangan kom petens i lainnya
c. J ika sebagian kecil pegaw ai di U nit Kerja te lah  
m em pe ro leh  kese m pa tan /h ak un tuk m eng iku ti diklat 
m aupun pengem bangan kom petens i lainnya
d. J ika belum  ada pegaw ai di U n it Kerja te lah m em pero leh  
kese m pa tan /h ak  un tuk m eng iku ti d ik la t m aupun 
pengem bangan kom petens i lainnya

A/B/C/D A

Seluruh pegaw ai KPU K abupaten K epu lauan T a la ud  te lah  
m em pe ro leh  kesem pa tan yang sam a un tuk m eng iku ti diklat 
dan keg iatan pengem bangan kom petens i lainnya.

N am a B ukti D ukung :
ST P eserta Pelatihan MOOC PBJ Level 1 T ah un  2025 

Link B ukti D ukung :
https://d rive .goog le .eom /file /d/1 M 2e6yv59h85shlX  N E 09TE saQ k 
R m b8M 7/view ?usp=sharing
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https://drive.google.eom/file/d/1Vk
https://drive.google.eom/file/d/1Vk
https://drive.google.eom/file/d/1Vk
https://drive.google.eom/file/d/1NdHWNs5FfFMvzuw33nTauQ
https://drive.google.eom/file/d/1
https://drive.google.eom/file/d/14DxE
https://drive.google.eom/file/d/1
https://drive.google.eom/file/d/14DxE
https://drive.google.eom/file/d/1


e. D alam  pe laksanaan pengem bangan kom petensi, 
unit kerja m e lakukan upaya pengem bangan 
kom petens i kepada pegaw ai (seperti 
peng ikutse rtaan pada lem ba ga pe la tih an , in-house 
training, coaching, atau m en toring )

a. J ika un it kerja  m e lakukan upaya pengem bangan 
kom petens i kepada se lu ruh pegaw ai
b. J ika un it kerja  m e lakukan upaya pengem bangan 
kom  petensi kepada sebagian be sa r pegaw ai
c. J ika un it kerja  m e lakukan upaya pengem bangan 
kom  petensi kepada sebagian kecil pegaw ai
d. J ika un it kerja  be lum  m e lakukan upaya pengem bangan 
kom  petensi kepada pegaw ai

A /B/C /D B

KPU Kabupaten Kepu lauan T a la u d  te lah m elaksanakan 
upaya pengem bangan kom petens i bagi se lu ruh pegaw ai 
m ela lu i keg iatan pelatihan seca ra  internal

N am a B ukti D ukung :
D okum entas i Peningkatan Kapasitas SDM

Link B ukti D ukung :
https://d rive .goog le .com /file /d /1A cA hrS  K a R AD O 5s2SgU C S w oZO  
Z8toFC u I/view?u sp=sharing
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f. Te lah  d ilakukan m on ito ring  dan eva luasi te rhadap 
hasil pengem bangan kom petens i dalam  kaitannya 
dengan perba ikan kinerja

a. J ika m on itoring dan eva luasi te rh ad ap hasil 
pengem bangan kom petens i da lam  kaitannya dengan 
perba ikan k ine rja  te lah d ilakukan seca ra  berkala
b. J ika m on itoring dan eva luasi te rh ad ap hasil 
pengem bangan kom petens i da lam  kaitannya dengan 
perba ikan k ine rja  te lah d ilakukan nam un tidak secara 
berkala
c. J ika m on itoring dan eva luasi te rh ad ap hasil 
pengem bangan kom petens i da lam  kaitannya dengan 
perba ikan k ine rja  belum  dilakukan

A /B/C A

KPU Kabupaten Kepu lauan T a la u d  te lah m elakukan 
m on itoring dan eva luasi hasil pengem bangan kom petens i 
seca ra  be rka la  m ela lu i peningkatan kapasitas SDM , serta 
penila ian k inerja .

N am a B ukti D ukung :
1. D oku m e ntas i Peningka tan Kapasitas SDM
2. SKP Tahun 2025

Link B ukti D ukung :
1.
https ://d rive .goog le .com /file /d /1A cA hrS  K a R AD O 5s2SgU C S w oZO  
Z8toFC u I/view?u sp=sharing 
2 .
https://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs /1 t9TH W X M 6Ie f9sbM azdB 5J
86 B6AvH LY Fr?usp=sharing

Blm Diisi

iv. Penetapan  K inerja Individu 2.00 #DIV/0! #D IV /0!
a. T e rda pa t penetapan k ine rja  individu yang te rka it 

dengan perjanjian k ine rja  organisasi
a. J ika selu ruh penetapan k ine rja  individu te rka it dengan 
k ine rja  organ isasi serta perjanjian k ine rja  se la ras dengan 
sasaran k inerja pegaw ai (SKP)
b. J ika sebagian be sa r p enetapan k ine rja  individu te rka it 
dengan kinerja organ isasi
c. J ika sebagian kecil penetapan k ine rja  individu te rka it 
dengan kinerja organ isasi
d. J ika belum  ada penetapan kinerja individu te rka it 
dengan kinerja organ isasi

A /B/C /D A

Penetapan k ine rja  individu di KPU Kabupaten Kepu lauan 
T a la ud  te lah sepenuhnya se la ras dengan kinerja organ isasi 
dan perjan jian  k inerja , serta te rce rm in  secara konsisten 
da lam  penyusunan dan peng is ian SKP pegaw ai.

N am a B ukti D ukung :
SKP Tahun 2025

Link B ukti D ukung :
https://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs /1 t9TH W X M 6Ie f9sbM azdB 5J
86 B6AvH LY Fr?usp=sharing
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b. U kuran kinerja individu te lah  m em ilik i kesesuaian 
dengan ind ika to r k ine rja  individu level diatasnya

a. J ika selu ruh ukuran k ine rja  individu te lah m em ilik i 
kesesua ian dengan ind ika to r k ine rja  individu level 
d ia tasnya serta  m engg am ba rka n  logic model
b. J ika sebagian be sa r uku ran k ine rja  individu telah 
m e m ilik i kesesua ian dengan ind ika to r k ine rja  individu level 
diatasnya
c. J ika sebagian kecil ukuran k ine rja  individu te lah m em ilik i 
kesesua ian dengan ind ika to r k ine rja  individu level 
diatasnya
d. J ika ukuran k inerja individu be lum  m em ilik i kesesuaian 
dengan ind ika to r k ine rja  individu level diatasnya

A/B/C /D A

Se luruh ukuran kinerja individu di KPU Kabupaten 
K epu lauan T a la ud te lah  disusun se la ras dengan ind ikator 
k inerja pada leve l di atasnya dan m enggam barkan 
keterkaitan log is (logic m ode l) an tara k inerja individu 
dengan sasaran k ine rja  un it serta organisasi.

N am a B ukti D ukung :
SKP Tahun 2025

Link B ukti D ukung :
h ttps://drive .goog le .com /drive /fo lders /1t9TH W X M 6Ie f9sbM azd
B 5J86B 6A vH LY Fr?usp=sharing
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c. Penguku ran k ine rja  individu d ilakukan secara 
periodik

a. J ika penguku ran kinerja individu d ilakukan secara 
bu lanan
b. J ika penguku ran kinerja individu d ilakukan secara 
triwu lanan
c. J ika penguku ran k inerja individu d ilakukan secara 
sem esteran

A /B /C /D /E B

Penguku ran k ine rja  individu secara triwu lanan 
m enun jukkan bahw a KPU Kabupaten Kepu lauan T a la u d  
te lah m e laksanakan eva luasi k inerja seca ra  periodik, 
te rencana , dan be rkes inam bungan.

N am a B ukti D ukung :
SKP Tahun 2025

Link B ukti D ukung :
h ttps://drive .goog le .com /drive /fo lders /1t9TH W X M 6Ie f9sbM azd
B 5J86B 6A vH LY Fr?usp=sharing
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d. J ika penguku ran kinerja individu d ilakukan secara 
tahunan
e. J ika penguku ran kinerja individu be lum  dilakukan

d. H asil penila ian k inerja individu te lah  d ijadikan dasar 
un tu k  pem berian reward

Ya, jika  hasil hasil penila ian k ine rja  individu te lah  dijadikan 
da sa r un tuk pem berian reward (Seperti: pengem bangan 
karir ind ividu, atau penghargaan)

Ya /T idak Ya

H asil penila ian k inerja individu dijadikan dasar un tuk 
pem berian rew ard da lam  pengem bangan ka rie r individu 
atau penghargaan

B ukti D ukung :
undangan dan laporan u ji kom petens i jab a ta n  fungs iona l penata 
kelo la Pem ilu A h li Pertam a

Link B ukti D ukung :
h ttps ://d rive .goog le .com /file /d /1N dH W N s5F fFM vzuw 33nTauQ  IAt 
FoH lla/v iew ?usp=sharing
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v. Penegakan  A turan D isip lin /K ode E tik /K ode Perilaku 0.75 #DIV/0! #D IV /0!
a. A turan dis ip lin /kode etik/kode perilaku te lah 

d ilaksanakan/d iim p lem entas ikan
"a. J ika unit kerja  te lah m en g im plem en ta s ika n seluruh 

aturan dis ip lin /kode etik/kode perilaku yang d itetapkan 
organ isasi dan ju g a  m em bu a t inovasi te rka it aturan 
dis ip lin /kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan 
karakteris tik  un it kerja
b. J ika un it kerja  te lah  m en g im plem en ta s ika n seluruh 
aturan dis ip lin /kode etik/kode perilaku yang d itetapkan 
organ isasi
c. J ika un it kerja  te lah m en g im plem en tas ikan sebagian 
aturan dis ip lin /kode etik/kode perilaku yang d itetapkan 
organ isasi
d. J ika un it kerja  be lum  m en g im plem en tas ikan aturan 
dis ip lin /kode etik/kode perilaku yang dite tapkan organisasi"

A /B/C /D B

KPU Kabupaten Kepu lauan T a la u d  te lah 
m en g im plem en ta s ika n selu ruh aturan d is ip lin , kode etik, 
dan kode perilaku yang dite tapkan organ isasi m e la lu i 
sosia lisasi rutin, penandatanganan pakta integritas, serta 
pem bentukan tim pengaw asan internal.

N am a B ukti D ukung :
1. P akta  Integritas KPU T a la ud  T ahun 2025
2. S K  Sa tgas SPIP Tahun 2025

Link B ukti D ukung :
1.
https ://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs /1W M A B kH hd frbK 45Ifg0ykY y
lYv9copT6v
2. https ://id ih .kpu .go.id /su lu t/ta laud /data - 
kab ko/ta laud /da ta  kepkpud/K p t 7% 20 Ta hu n% 20 20 25 .pd f

Blm Diisi

vi. S istem  In form asi K epegaw aian 0.25 #DIV/0! #D IV/0!

https://drive.google.com/file/d/1AcAhrS
https://drive.google.com/file/d/1AcAhrS
https://drive.google.com/drive/folders/1t9THWXM6Ief9sbMazdB5J
https://drive.google.com/drive/folders/1t9THWXM6Ief9sbMazdB5J
https://drive.google.com/drive/folders/1t9THWXM6Ief9sbMazd
https://drive.google.com/drive/folders/1t9THWXM6Ief9sbMazd
https://drive.google.com/file/d/1NdHWNs5FfFMvzuw33nTauQ
https://drive.google.com/drive/folders/1WMABkHhdfrbK45Ifg0ykYy
https://idih.kpu.go.id/sulut/talaud/data-kabko/talaud/data
https://idih.kpu.go.id/sulut/talaud/data-kabko/talaud/data


a. D ata in fo rm asi kepegaw a ian unit kerja  te lah 
d im utakh irkan seca ra  berkala

a. J ika da ta in fo rm asi kepegaw a ian un it kerja  dapat 
d iakses oleh pegaw ai dan d im utakh irkan setiap ada 
perubahan data pegaw ai
b. J ika da ta in fo rm asi kepegaw a ian un it kerja  dapat 
d iakses oleh pegaw ai dan d im utakh irkan nam un secara 
berkala
c. J ika da ta in fo rm asi kepegaw a ian un it kerja  belum  
dim utakh irkan

A/B/C A

KPU Kabupaten Kepu lauan T a la u d  te lah  m enerapkan 
m ekan ism e penge lo laan da ta dan in fo rm asi kepegaw aian 
yang transpa ran dan te rin teg rasi m e la lu i ap likasi S istem  
In form asi Kepegaw aian (S IM PEG).

N am a B ukti D ukung :
W ebsite  A p likas i S IM PEG  dan SIAKBA

Link B ukti D ukung :
h ttp s ://d r ive .aooa le .eom /file /d /1z6Jw Q 3E tLS M 0esR i3uE 7R U a
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Y  SiX tlxA /v iew ?usp=sharing

4. PE NG UA TA N  A K U N TA B ILITAS 5.00 #DIV/0! #D IV/0!
i. K eterlibatan  P im pinan 2.50 #DIV/0! #D IV /0!

a. U nit kerja  te lah  m eliba tkan p im pinan secara 
langsung pada saa t penyusunan pe rencanaan

a. J ika pim pinan sela lu te rliba t dalam  seluruh tahapan 
penyusunan perencanaan
b. J ika pim pinan ikut te rliba t dalam  sebagian tahapan 
penyusunan perencanaan
c. J ika tidak ada keterlibatan pim pinan da lam  penyusunan 
pe rencanaan (hanya m enanda tangan i)

A/B/C A

Pim pinan KPU Kabupaten Kepu lauan T a la ud  ikut te rliba t 
da lam  setiap tahapan penyusunan perencanaan

B ukti D ukuna:
D okum en Perjanjian Kinerja dan D okum entas i kehad iran 
pim pinan dalam  rapat

Link B ukti D ukuna:
https://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs /1 iJz7H F5w ZQ aS 6uB yiH H 9

Blm Diisi

R JIuF -BD oC h6?usp=sharing

b. U nit kerja  te lah  m eliba tkan seca ra  langsung 
p im pinan saat penyusunan penetapan kinerja

a. J ika pim pinan sela lu te rliba t dalam  seluruh tahapan 
penyusunan perjanjian k inerja
b. J ika pim pinan te rliba t dalam  sebagian tahapan 
penyusunan perjanjian k inerja
c. J ika tidak ada keterlibatan pim pinan da lam  penyusunan 
pe rjan jian  k inerja

A/B/C A

Pim pinan KPU Kabupaten Kepu lauan T a la ud  sela lu te rliba t 
da lam  se luruh tahapan penyusunan perjanjian k ine rja  m ula i 
dari pe rum usan hingga im p lem en tas i.

B ukti du ku n a :
D okum en PK

Link bukti dukuna :
https://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs /1 jJz7H F5w ZQ aS 6uB yiH H 9
R JIuF -BD oC h6?usp=sharing

Blm Diisi

c. P im pinan m em an tau pencapa ian kinerja secara 
berkala

a. J ika pim pinan sela lu te rliba t dalam  seluruh pem antauan 
pencapa ian k ine rja  dan m en in da k lan ju ti hasil pem an tauan
b. J ika pim pinan un it kerja  te rliba t dalam  seluruh 
pem an tauan pencapa ian k ine rja  te tap i tidak ada tindak 
lan ju t hasil pem antauan
c. J ika pim pinan unit kerja  te rliba t da lam  sebagian 
pem an tauan pencapa ian kinerja
d. J ika tida k  ada keterlibatan pim pinan da lam  pem antauan 
pencapa ian kinerja

A/B/C/D A

Pim pinan KPU Kabupaten Kepu lauan T a la ud  sela lu te rliba t 
da lam  se luruh pem an tauan pencapa ian kinerja dan 
m en indak lan ju ti hasil pem an tauan

B ukti du ku n a :
D okum entas i kehad iran dan keterlibatan pim pinan dalam  seluruh 
pem an tauan dan tind ak  lan ju t k inerja

Link bukti dukuna:
https://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs /1 jJz7H F5w ZQ aS 6uB yiH H 9 Blm Diisi

R JIuF-B D oC h6?usp=drive  link

ii. Penae lo laan  A kuntab ilitas K inerja 2.50 #DIV/0! #D IV/0!
a. D okum en pe rencanaan kinerja sudah ada ya, j ika  un it kerja  m em ilik i dokum en pe rencanaan kinerja 

lengkap

Ya /T idak Ya

KPU Kabupaten Kepu lauan T a la u d  sudah m em ilik i 
dokum en pe rencanaan kinerja lengkap

B ukti du ku n a :
PK, RAK, RKT

Link bukti dukuna :
h ttps ://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs /1N E 1g7K m ZP lX N tR 6N ZW T
U AN _G _Y r_g5B _?usp=sharing
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b. Pe rencanaan kinerja te lah  berorien tasi hasil ya, j ika  pe rencanaan k ine rja  te lah berorien tas i hasil

Ya /T idak Ya

Perencanaan kinerja di KPU Kabupaten Kepu lauan Ta la ud  
te lah  berorien tasi pada hasil d im ana pe rencanaan kinerja 
dapa t m enghas ilkan m an faa t nyata un tuk m em astikan 
selu ruh keg iatan KPU Kab. Kepl. T a la u d  m endukung 
pencapa ian visi dan m isi penye lenggaraan Pem ilu dan 
P ilkada. Sa lah satu contoh pe rencanaan te lah  berorien tasi 
hasil yaitu pada te rben tuknya badan adhoc yang pro fesiona l 
dan sesuai regulasi.

B ukti dukung  :

Blm Diisi

D okum entas i salah satu pe rencanaan berorien tas i hasil
(terbentuknya badan adhoc yang pro fesiona l dan sesuai regulasi)

Link bukti dukung :
h ttps ://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs /1N E 1g7K m ZP lX N tR 6N ZW T
UAN G Y r  g5B ?usp=drive link

c. T e rda pa t penetapan Indikator Kinerja U tam a (IKU) ya, j ika  un it kerja  m em ilik i IKU

Ya /T idak Ya

KPU Kabupaten Kepu lauan T a la u d  te lah m em ilik i Indikator 
Kinerja U tam a

B ukti dukung  :
IKU KPU Kabupaten Kepu lauan Talaud 

Link bukti dukung :
h ttps ://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs /1N E 1g7K m ZP lX N tR 6N ZW T
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UAN G Y r  g5B ?usp=drive link

d. Indikator k ine rja  te lah  te lah m em en uh i kriteria 
SM AR T

a. J ika selu ruh ind ikator k inerja te lah  SM AR T
b. J ika sebagian be sa r ind ika to r k inerja te lah  SM AR T
c. J ika sebagian kecil ind ika to r k inerja te lah  SM AR T
d. J ika belum  ada ind ika to r k ine rja  yang SM AR T A/B/C/D A

Indikator k ine rja  di KPU Kabupaten Kepu lauan Ta la ud  
adalah je la s , bisa d iukur, realistis, relevan dengan misi 
organ isasi, dan dicapa i dalam  batas w aktu te rten tu.

B ukti dukung  :
PK, RAK, RKT

Link bukti dukung :
h ttps ://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs /1N E 1g7K m ZP lX N tR 6N ZW T
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UAN G Y r  g5B ?usp=drive link

e. Laporan kinerja te lah  d isusun te pa t w aktu Ya, jika  unit kerja  te lah  m enyusun laporan k ine rja  tepa t 
waktu

Ya /T idak Ya

Laporan kinerja (LK jIP ) KPU Kabupaten Kepu lauan Ta la ud  
sela lu d isusun te pa t w aktu

B ukti dukung  :
LKjIP KPU Kabupaten K epu lauan T a la ud 

Link bukti dukung :
h ttps ://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs /1N E 1g7K m ZP lX N tR 6N ZW T
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UAN G Y r  g5B ?usp=drive link

f. Laporan kinerja te lah  m em berikan info rm asi 
tentang kinerja

a. J ika selu ruh pe laporan k ine rja  te lah m em berikan 
in fo rm asi ten tang kinerja
b. J ika sebagian pe laporan k ine rja  belum  m em berikan 
in fo rm asi ten tang kinerja
c. J ika selu ruh pe laporan k ine rja  belum  m em berikan 
in fo rm asi ten tang kinerja

A/B/C A

Penyusunan laporan k ine rja  di KPU Kabupaten Kepu lauan 
T a la ud  te lah m em ua t selu ruh in fo rm asi ten tang kinerja

B ukti dukung  :
LKjIP KPU Kabupaten K epu lauan T a la ud 

Link bukti dukung :
h ttps ://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs /1N E 1g7K m ZP lX N tR 6N ZW T
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UAN G Y r  g5B ?usp=drive link

g. T e rda pa t sistem  in fo rm asi/m ekan ism e info rm asi 
k inerja

ya , j ika  te rd ap a t sistem  in fo rm a si/m e kan ism e info rm asi 
k inerja

Ya /T idak Ya

KPU Kabupaten Kepu lauan T a la u d  m em ilik i sistem 
in fo rm asi k inerja

B ukti dukung  :
S cree nsh o t w ebsite e-lapkin

Link bukti dukung :
h ttps ://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs /1N E 1g7K m ZP lX N tR 6N ZW T

Blm Diisi

UAN G Y r  g5B ?usp=drive link

https://drive.aooale.eom/file/d/1z6JwQ3EtLSM0esRi3uE7RUa
https://drive.google.com/drive/folders/1iJz7HF5wZQaS6uByiHH9
https://drive.google.com/drive/folders/1jJz7HF5wZQaS6uByiHH9
https://drive.google.com/drive/folders/1jJz7HF5wZQaS6uByiHH9
https://drive.google.com/drive/folders/1NE1g7KmZPlXNtR6NZWT
https://drive.google.com/drive/folders/1NE1g7KmZPlXNtR6NZWT
https://drive.google.com/drive/folders/1NE1g7KmZPlXNtR6NZWT
https://drive.google.com/drive/folders/1NE1g7KmZPlXNtR6NZWT
https://drive.google.com/drive/folders/1NE1g7KmZPlXNtR6NZWT
https://drive.google.com/drive/folders/1NE1g7KmZPlXNtR6NZWT
https://drive.google.com/drive/folders/1NE1g7KmZPlXNtR6NZWT


h U nit kerja  te lah  berupaya m en ingka tkan kapasitas 
SD M  yang m en angang i akuntab ilitas k inerja

a. J ika selu ruh SDM  pe ng e lo la  akuntab ilitas  k inerja 
kom  peten
b. J ika sebagian S D M  pe ng e lo la  akuntab ilitas k inerja 
kom  peten
c. J ika selu ruh S D M  pe nge lo la  akuntab ilitas k inerja be lum  
ada yang kom peten

A/B/C A

KPU Kabupaten Kepu lauan T a la u d  te lah berupaya 
m en ingka tkan kapasitas setiap SD M  yang m enangani 
akuntab ilitas k inerja . Seh ingga pe nge lo la  kom peten da lam  
m en ge lo la  akuntab ilitas k inerja .

B ukti d u k u n g :
dokum entas i peningka tan kapasitas ope ra to r AKIP 

Link bukti dukung :
h ttps ://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs /1N E 1g7K m ZP lX N tR 6N ZW T 
UAN G Y r  g5B ?usp=drive link
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5. PE NG UA TA N  PENG AW ASAN 7.50 #DIV/0! #D IV/0!
i. P e naenda lian  G ratifikasi 1.50 #DIV/0! #D IV /0!

a. Te lah  d ilakukan public campaign tentang 
pengenda lian  gratifikasi

a. J ika pub lic  cam paign te lah d ilakukan seca ra  berkala
b. J ika pub lic  cam paign d ilakukan tidak seca ra  berkala
c. J ika be lum  d ilakukan public cam paign

A/B/C B

Pim pinan KPU Kabupaten K epu lauan T a la u d  te lah 
m engikuti dan m e laksanakan sosia lisasi anti korupsi dan 
pengenda lian gra tifikasi be rsam a ja ja ra n  sekre taria t di 
Lingkungan KPU Kabupaten Kepu lauan T a la ud

Buti D ukung:
Pe laksanaan sosia lisasi anti korupsi dan pengenda lian  gratifikasi 

Link B ukti Dukung:
https://d rive .goog le .com /file /d /1 L p ifP 52fA kzg0T8m F2ieK yaD E fbC  
aJN d /v iew ?usp=sharing
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b. P engenda lian gra tifikasi te lah d iim plem entas ikan a. J ika U nit P engenda lian G ratifikasi, pengenda lian 
gra tifikasi te lah  m en jad i bagian dari prosedur
b. J ika U nit Pengenda lian G ratifikasi, upaya pengenda lian 
gra tifikasi te lah  m ula i d ilakukan
c. J ika te lah m em be n tu k  U n it P engenda lian G ratifikasi 
te tap i be lum  te rd ap a t p ro sed ur p engenda lian
d. J ika belum  m em ilik i U nit P engenda lian G ratifikasi

A /B/C /D A

KPU K abupaten K epu lauan T a la u d  te lah berkom itm en 
da lam  pengenda lian  gra tifikasi dengan m em berikan 
pelayanan pub lik  tanpa ada im b a la n /tid ak d ipungu t biaya 
dan te lah  dite rapkan kepada sem ua sub bagian yang 
m elayani m asya rakat dengan budaya kerja  KPU M elayani

Buti D ukung:
1. S K  U nit Pengenda lian G ratifikasi
2. S K  S tan da r P e layanan Publik
3. S K  Budaya Kerja
4. S K  T im  Zona Integritas
5. S K  T im  Pelayanan P ublik

Link B ukti Dukung:
1. https ://jd ih .kpu .go.id /su lu t/ta laud /data - 
kab ko/ta laud /da ta  kepkpud/K p t 12 % 2 0T ah un % 2 02 02 5.p df
2. https ://jd ih .kpu .go.id /su lu t/ta laud /data - 
kab ko/ta laud /da ta  kepkpud/K p t34 T a h un % 20 20 25 .p d f
3. https ://jd ih .kpu .go.id /su lu t/ta laud /data - 
kab ko/ta laud /da ta  kepkpud/K p t36 T a h un % 20 20 25 .p d f
4. https ://jd ih .kpu .go.id /su lu t/ta laud /data - 
kab ko/ta laud /da ta  kepkpud/K p t 33% 2 0T ah un % 2 02 02 5 .p d f
5. https ://jd ih .kpu .go.id /su lu t/ta laud /data - 
kab ko/ta laud /da ta  kep kpu d/K p tS e k 15 T ah un % 20 20 25 .p d f

Blm Diisi

ii. Penerapan  S istem  Pengendalian  Intern P em erin tah 1.50 #DIV/0! #D IV /0!
a. Te lah  d ibangun lingkungan pengenda lian a. J ika un it kerja  m em ba ng un seluruh lingkungan 

pengenda lian  sesuai dengan yang dite tapkan organisasi 
dan ju g a  m e m b u a t inovasi te rka it lingkungan pengenda lian 
yang sesuai dengan karakteris tik  unit kerja
b. J ika un it kerja  m em ba ng un seluruh lingkungan 
pengenda lian  sesuai dengan yang dite tapkan organisasi
c. J ika un it kerja  m em bangun sebagian be sa r lingkungan 
pengenda lian  sesuai dengan yang dite tapkan organisasi
d. J ika un it kerja  m em ba ng un sebagian kecil lingkungan 
pengenda lian  sesuai dengan yang dite tapkan organisasi
e. J ika un it kerja  be lum  m em bangun lingkungan 
pengenda lian

A /B /C /D /E B

KPU K abupaten K epu lauan T a la u d  te lah m em be n tu k  dan 
m enetapkan Sa tuan T ug as  Penye lenggaraan Sistem 
P engenda lian Intern Pem erintah

B ukti Dukung:
SK  Pem ben tukan Satuan T u g a s  Penye lenggaraan Sistem  
P engenda lian Intern Pem erin tah

Link B ukti Dukung:
https://jd ih .kpu .go.id /su lu t/ta laud /data - 
kab ko/ta laud /da ta  kepkpud/K p t 7% 20 Ta hu n% 20 20 25 .pd f

Blm Diisi

b. Te lah  d ilakukan penila ian risiko a tas pe laksanaan 
keb ijakan

a. J ika un it kerja  m e lakukan penila ian risiko atas seluruh 
pe laksanaan keb ijakan sesuai dengan yang d itetapkan 
organ isasi dan ju g a  m em bu a t inovasi te rka it lingkungan 
pengenda lian  yang sesuai dengan karakteris tik  unit kerja;
b. J ika un it kerja  m e lakukan penila ian risiko atas seluruh 
pe laksanaan keb ijakan sesuai dengan yang d itetapkan 
organ isasi
c. J ika m e lakukan penila ian risiko atas sebagian besar 
pe laksanaan keb ijakan sesuai dengan yang d itetapkan 
organ isasi
d. J ika m e lakukan penila ian risiko atas sebagian kecil 
pe laksanaan keb ijakan sesuai dengan yang d itetapkan 
organ isasi
e. J ika un it kerja  be lum  m e lakukan penila ian resiko

A /B /C /D /E B

KPU K abupaten K epu lauan T a la u d  te lah m elakukan 
penila ian ris iko atas se lu ruh pe laksanaan keb ijakan sesuai 
yang d itetapkan

B ukti Dukung:
BA Penetapan D okum en D afta r &  Penilian R isiko di L ingkungan 
KPU Kabupaten Kepu lauan T a la ud

Link B ukti Dukung:
https://d rive .goog le .com /file /d /1 R SVH ifw 3Bx4sX LLsi3YC M doIbuvy 
ed Ih /v iew ?usp=sharing
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c. Te lah  d ilakukan keg iatan pengenda lian  un tuk 
m e m in im a lis ir  r is iko yang te lah  diidentifikasi

a. J ika un it kerja  m e lakukan keg iatan pengenda lian un tuk 
m em in im a lis ir  res iko  sesuai dengan yang d itetapkan 
organ isasi dan ju g a  m em bu a t inovasi te rka it kegiatan 
pengenda lian  un tuk m em in im a lis ir resiko yang sesuai 
dengan karakteris tik  un it kerja
b. J ika un it kerja  m e lakukan keg iatan pengenda lian un tuk 
m em in im a lis ir  res iko  sesuai dengan yang d itetapkan 
organ isasi
c. J ika un it kerja  be lum  m e lakukan keg iatan pengenda lian 
un tu k  m em in im a lis ir resiko

A/B/C B

Pim pinan KPU T a la ud  te lah  m e m in im a lis ir  resiko dengan 
cara m e laku kan  eva luasi k ine rja  ja ja ra n  sekre taria t KPU 
K abupaten Kepu lauan T a la ud  setiap bulan serta perba ikan 
dan penanganan te rhadap resiko yang te ridentifikasi 
sa tker/un it kerja

B ukti Dukung:
1. BA R isk Reg ister
2. D okum entas i R apat K erja & Evaluasi K inerja

Link B ukti Dukung:
1.
h ttps://d rive .goog le .com /file /d /1 R SVH ifw 3Bx4sX LLsi3YC M doIbuvy
edIh /v iew ?usp=sharing
2.
h ttps ://d rive .goog le .com /file /d /14unJ6R 3A O w D t1N E ZQ D 3elu5 jLP j
S kb0D /view ?usp=sharing
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https://drive.google.com/drive/folders/1NE1g7KmZPlXNtR6NZWT
https://drive.google.com/file/d/1
https://jdih.kpu.go.id/sulut/talaud/data-kabko/talaud/data
https://jdih.kpu.go.id/sulut/talaud/data-kabko/talaud/data
https://jdih.kpu.go.id/sulut/talaud/data-kabko/talaud/data
https://jdih.kpu.go.id/sulut/talaud/data-kabko/talaud/data
https://jdih.kpu.go.id/sulut/talaud/data-kabko/talaud/data
https://jdih.kpu.go.id/sulut/talaud/data-kabko/talaud/data
https://jdih.kpu.go.id/sulut/talaud/data-kabko/talaud/data
https://jdih.kpu.go.id/sulut/talaud/data-kabko/talaud/data
https://jdih.kpu.go.id/sulut/talaud/data-kabko/talaud/data
https://jdih.kpu.go.id/sulut/talaud/data-kabko/talaud/data
https://jdih.kpu.go.id/sulut/talaud/data-kabko/talaud/data
https://jdih.kpu.go.id/sulut/talaud/data-kabko/talaud/data
https://drive.google.com/file/d/1
https://drive.google.com/file/d/1
https://drive.google.com/file/d/14unJ6R3AOwDt1NEZQD3elu5jLPj


d. SP I te lah diin form asikan dan d ikom unikasikan 
kepada selu ruh p ihak te rka it

a. J ika SPI te lah d iin form asikan dan d ikom unikasikan 
kepada selu ruh p ihak te rka it
b. J ika SP I te lah d iin form asikan dan d ikom unikasikan 
kepada sebagian p ihak te rka it
c. J ika SP I be lum  d iin form asikan dan d ikom unikasikan 
kepada p ihak te rka it

A/B/C A

KPU Kabupaten Kepu lauan T a la u d  te lah m eng in form asikan 
pe laksanaan Survei Penilaian Integritas kepada selu ruh 
m asya rakat m e la lu i pem asangan x banner, website, m ed ia 
sosia l, dan m ed a i e le k tron ik  (RR I T a la ud )

B ukti Dukung:
In form asi S P I m e la lu i pem asangan x banner, website, m ed ia 
sosia l &  m ed ia  e lek tron ik

Link B ukti Dukung:
https://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs /15z9vN K epa t69Q x5pP L4U a
cn9rxyYndp2?usp=sharing
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iii. P enaaduan  M asvarakat 1.50 #DIV/0! #D IV/0!
a. Kebijakan Pengaduan m asya rakat te lah 

d iim plem entasikan
a. J ika un it kerja  m en g im plem en tas ikan se lu ruh keb ijakan 
pengaduan m asya rakat sesuai dengan yang d itetapkan 
organ isasi dan ju g a  m em bu a t inovasi te rka it pengaduan 
m asya rakat yang sesuai dengan karakteris tik  un it kerja
b. J ika un it kerja  te lah  m en g im plem en ta s ika n seluruh 
keb ijakan pengaduan m asya rakat sesuai dengan yang 
dite tapkan organisasi
c. J ika un it kerja  be lum  m en g im plem en ta s ika n kebijakan 
pengaduan m asya rakat

A/B/C B

KPU K abupaten K epu lauan T a la u d  te lah m em be n tu k  dan 
m enetapkan tim  koordinasi penanganan pengaduan 
m asya rakat te rh ad ap pe layanan publik  dan 
m en g im plem en tas ikan te rh ad ap pengaduan m asya rakat

B ukti Dukung:
SK  Penetapan tim koordinasi penanganan pengaduan 
m asya rakat te rh ad ap pelayanan publik

Link B ukti Dukung:
https://id ih .kpu.go.id /da ta-
kab ko/ta laud /da ta  kepkpud/K p t35 T a h un % 20 20 25 .p d f

Blm Diisi

b. pengaduan m asya rakat d itindaklan ju ti ya ,pengaduan m asya rakat ditindaklan ju ti
Ya /T idak Ya

Bahwa KPU K abupaten K epu lauan T a la u d  langsung 
m en indak lan ju ti apab ila  ada pengaduan m asya rakat

B ukti Dukung:
https://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs /1gM aFbU P jv lizFM G 81S C 6L 
a7o W H v4D R R ?usp=sharing

Blm Diisi

c. Te lah  d ilakukan m on ito ring  dan eva luasi atas 
penanganan pengaduan m asya rakat

a. J ika penanganan pengaduan m asya rakat dim on itoring 
dan eva luasi seca ra  berkala
b. J ika penanganan pengaduan m asya rakat dim on itoring 
dan eva luasi te tap i t ida k  secara berkala
c. J ika penanganan pengaduan m asya rakat be lum  di 
m on ito ring  dan evaluasi

A/B/C A

Bahwa KPU K abupaten K epu lauan T a la u d  m elakukan 
m on itoring dan eva luasi seca ra  be rka la  atas pengaduan 
m asyarakat

B ukti D ukung :
R apat Evaluasi &  rapat kerja  sekre taria t 

Link B ukti D ukung :
https://d rive .goog le .com /file /d /1 L C 0N 0P L ilU 6 -ZvR Lm l- 
C rFU nP iV ft 1B /view ?usp=sharing

https://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs/1 etUsX Q  a p do P I bnKm i05 
3aVS rpA nabd?usp=sharing
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d. H asil eva luasi atas penanganan pengaduan 
m asya rakat te lah  d itindaklan ju ti

a. J ika selu ruh hasil eva luasi atas penanganan pengaduan 
te lah  d itindak lan ju ti oleh un it kerja
b. J ika sebagian hasil eva luasi atas penanganan 
pengaduan te lah  d itindak lan ju ti oleh un it kerja
c. J ika hasil eva luasi atas penanganan pengaduan belum  
ditindaklan ju ti

A/B/C A

Bahwa seluruh hasil eva luasi atas penanganan pengaduan 
te lah  ditindak lan ju ti. N am un sam pai dengan saat ini di KPU 
K abupaten Kepu lauan T a la ud  be lum  ada pengaduan 
m asyarakat

B ukti D ukung :
R apat Evaluasi &  rapat kerja  sekre taria t 

Link B ukti D ukung :
https://d rive .goog le .com /file /d /1 L C 0N 0P L ilU 6 -ZvR Lm l- 
C rFU nP iV ft 1B /view ?usp=sharing

https://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs/1 etUsX Q  a p do P I bnKm i05 
3aVS rpA nabd?usp=sharing

Blm Diisi

iv. W histle-B low ing System 1.50 #DIV/0! #D IV /0!
a. Whistle-Blowing System  te lah d iterapkan a. J ika un it kerja  m enerapkan se lu ruh keb ijakan Whistle 

Blowing System sesuai dengan yang dite tapkan organisasi 
dan ju g a  m e m b u a t inovasi te rka it pe laksanaan Whistle 
Blowing System yang sesuai dengan karakteris tik  unit 
kerja
b. J ika un it kerja  m enerapkan keb ijakan Whistle Blowing 
System  sesuai dengan yang dite tapkan organ isasi
c. J ika un it kerja  be lum  m enerapkan keb ijakan Whistle 
Blowing System

A/B/C B

KPU K abupaten K epu lauan T a la u d  m enerapkan keb ijakan 
W h is tle -B low ing System  sesuai dengan ketentuan 
pe rundang-undangan yang berlaku pada lem ba ga dengan 
m enan da tan ga n i perjanjian k ine rja  &  pakta in tegritas dan 
m asya rakat b isa m elaporkan apab ila ada pe langgaran , 
kecu rangan, penya lahgunaan kekuasaan m aupun 
w ew enang

B ukti Dukung:
Perjanjian K inerja  &  Pakta Integritas T ah un  2025 

Link bukti Dukung:
https://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs /1W M A B kH hd frbK 45Ifg0ykY y
lY v9copT6v?usp=sharing Blm Diisi

b. Te lah  d ilakukan eva luasi a tas pene rapan Whistle 
Blowing System

a. J ika penerapan Whistle Blowing System d im on itoring 
dan eva luasi seca ra  berkala
b. J ika penerapan Whistle Blowing System d im on itoring 
dan eva luasi t ida k  secara berkala
c. J ika pene rapan Whistle Blowing System  belum  di 
m on ito ring  dan evaluasi

A/B/C A

W his tle  B lowing System  KPU kabupaten Kepu lauan Ta la ud  
te lah d im on itoring dan dievaluasi seca ra  berkala

B ukti Dukug:
R apat Evaluasi &  rapat kerja  sekre taria t 

Link B ukti Dukung:
https://d rive .goog le .com /file /d /1 L C 0N 0P L ilU 6 -ZvR Lm l- 
C rFU nP iV ft 1B /view ?usp=sharing

https://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs/1 etUsX Q  apdoP1 bnKm i05 
3aVS rpA nabd?usp=sharing
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c. H asil eva luasi atas pene rapan Whistle Blowing 
System  te lah  d itindaklan ju ti

a. J ika selu ruh hasil eva luasi atas penerapan Whistle 
Blowing System te lah d itindak lan ju ti oleh un it kerja
b. J ika sebagian hasil eva luasi atas penerapan Whistle 
Blowing System te lah d itindak lan ju ti oleh un it kerja
c. J ika hasil eva luasi atas pene rapan Whistle Blowing 
System  belum  ditindaklan ju ti

A/B/C A

Telah d ilakukan eva luasi a tas pene rapan W h is tle  B lowing 
System  oleh KPU K abupaten Kepu lauan T a la ud

B ukti Dukug:
R apat Evaluasi &  rapat kerja  sekre taria t 

Link B ukti Dukung:
https://d rive .goog le .com /file /d /1 L C 0N 0P L ilU 6 -ZvR Lm l- 
C rFU nP iV ft 1B /view ?usp=sharing

https://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs/1 etUsX Q  apdoP1 bnKm i05 
3aVS rpA nabd?usp=sharing
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v. Penanganan  B entu ran  K epentingan 1.50 #DIV/0! #D IV /0!

https://drive.google.com/drive/folders/15z9vNKepat69Qx5pPL4Ua
https://idih.kpu.go.id/data-
https://drive.google.com/drive/folders/1gMaFbUPjvlizFMG81SC6L
https://drive.google.com/file/d/1
https://drive.google.com/drive/folders/1
https://drive.google.com/file/d/1
https://drive.google.com/drive/folders/1
https://drive.google.com/drive/folders/1WMABkHhdfrbK45Ifg0ykYy
https://drive.google.com/file/d/1
https://drive.google.com/drive/folders/1
https://drive.google.com/file/d/1
https://drive.google.com/drive/folders/1


a. Te lah  te rd ap a t identifikas i/pem etaan benturan 
kepen tingan dalam  tugas fu ng s i u tam a

a. J ika te rd ap a t identifikasi/pem etaan benturan 
kepen tingan pada selu ruh tugas fungsi utam a
b. J ika te rd ap a t identifikasi/pem etaan benturan 
kepen tingan te tap i pada sebag ian besar tugas fungsi 
u tam a
c. J ika te rd ap a t identifikas i/pem etaan benturan 
kepen tingan te tap i pada sebag ian kecil tugas fungsi u tam a
d. J ika belum  te rd ap a t identifikas i/pem etaan benturan 
kepen tingan dalam  tugas fungsi u tam a

A/B/C /D D

KPU Kabupaten Kepu lauan T a la u d  belum  te rdapat 
identifikasi/pem etaan benturan kepentingan da lam  tugas 
fungsi utam a

B ukti D ukug:
R apat Evaluasi &  Pakta  In tegritas ZI 

Link B ukti Dukung:
https://d rive .goog le .com /file /d /1 L C 0N 0P L ilU 6 -ZvR Lm l- 
C rFU nP iV ft 1BA/iew?usp=sharing

https://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs/1 etUsX Q  apdoP1 bnKm i05 
3aVS rpA nabd?usp=sharing

https ://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs /1W M A B kH hd frbK 45Ifg0ykY y
lY y9copT6v?usp=sharing

Blm Diisi

b. P enanganan Benturan Kepentingan te lah 
disosia lisasikan/inte rna lisasi

a. J ika penanganan Benturan Kepentingan 
d isosia liasikan/d iin terna lisasikan ke se lu ruh layanan
b. J ika penanganan Benturan Kepentingan 
d isosia liasikan/d iin terna lisasikan ke sebag ian besar 
layanan
c. J ika penanganan Benturan Kepentingan 
d isosia liasikan/d iin terna lisasikan ke sebag ian kecil layanan
d. J ika penanganan Benturan Kepentingan belum  
d isosia liasikan/d iin terna lisasikan ke se lu ruh layanan

A/B/C /D A

Pim pinan KPU Kabupaten Kepu lauan T a la u d  te lah 
m ensosia lisasikan te rka it penanganan benturan 
kepentingan pada rapat in ternal kepada se lu ruh ja ja ran

B ukti D ukug:
R apat Evaluasi &  Pakta In tegritas ZI 

Link B ukti Dukung:
https://d rive .goog le .com /file /d /1 L C 0N 0P L ilU 6 -ZvR Lm l- 
C rFU nP iV ft 1BA/iew?usp=sharing

https://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs/1 etUsX Q  a p do P I bnKm i05 
3aVS rpA nabd?usp=sharing

https ://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs /1W M A B kH hd frbK 45Ifg0ykY y
lY v9copT6v?usp=sharing

Blm Diisi

c. P enanganan Benturan Kepentingan te lah 
d iim plem entasikan

a. J ika penanganan Benturan Kepentingan 
d iim p lem entas ikan ke se lu ruh layanan
b. J ika penanganan Benturan Kepentingan 
d iim p lem entas ikan ke sebag ian besar layanan
c. J ika penanganan Benturan Kepentingan 
d iim p lem entas ikan ke sebag ian kecil layanan
d. J ika penanganan Benturan Kepentingan belum  
d iim p lem entas ikan ke se lu ruh layanan

A/B/C /D A

P enanganan te rh ad ap benturan kepentingan te lah 
d iim p lem entas ikan ke se lu ruh layanan di lingkunagn KPU 
K abupaten K epu lauan Ta la ud , dan apab ila  te lah te rja d i hal- 
hal yang t ida k  sesuai aturan m aka siap d ikenakan sanksi 
sesuai dengan pakta in tegritas yang sudah d itandatangani

B ukti D ukug:
R apat Evaluasi &  Pakta In tegritas ZI 

Link B ukti Dukung:
https://d rive .goog le .com /file /d /1 L C 0N 0P L ilU 6 -ZvR Lm l- 
C rFU nP iV ft 1BA/iew?usp=sharing

https://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs/1 etUsX Q  a p do P I bnKm i05 
3aVS rpA nabd?usp=sharing

https ://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs /1W M A B kH hd frbK 45Ifg0ykY y
lY v9copT6v?usp=sharing

Blm Diisi

d. Te lah  d ilakukan eva luasi a tas Penanganan 
Benturan Kepentingan

a. J ika penanganan Benturan Kepentingan d ievaluasi 
seca ra  be rka la  oleh unit kerja
b. J ika penanganan Benturan Kepentingan d ievaluasi 
te tap i t ida k  secara be rka la  oleh un it kerja
c. J ika penanganan Benturan Kepentingan belum  
dievaluas i oleh un it kerja

A /B/C B

KPU Kabupaten Kepu lauan T a la u d  te lah m elakukan 
eva luasi w alaupun tida k  secara be rka la  kepada seluruh 
ja ja ran

B ukti D ukug:
R apat Evaluasi &  Pakta In tegritas ZI 

Link B ukti Dukung:
https://d rive .goog le .com /file /d /1 L C 0N 0P L ilU 6 -ZvR Lm l- 
C rFU nP iV ft 1BA/iew?usp=sharing

https://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs/1 etUsX Q  apdoP1 bnKm i05 
3aVS rpA nabd?usp=sharing

https ://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs /1W M A B kH hd frbK 45Ifg0ykY y
lY v9copT6v?usp=sharing
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e. H asil eva luasi atas P enanganan Benturan 
Kepentingan te lah d itindaklan ju ti

a. J ika selu ruh hasil eva luasi atas P enanganan Benturan 
Kepentingan te lah d itindak lan ju ti oleh un it kerja
b. J ika sebagian hasil eva luasi atas P enanganan Benturan 
Kepentingan te lah d itindak lan ju ti oleh un it kerja
c. J ika be lum  ada hasil eva luasi a tas P enanganan 
Benturan Kepentingan yang d itindak lan ju ti un it kerja

A /B/C A

Sesua i hasil eva luasi, selu ruh ja ja ra n  KPU Kabupaten 
Kepu lauan T a la ud  siap m enerim a sanksi apab ila 
m e langgar aturan

B ukti D ukug:
R apat Evaluasi &  Pakta In tegritas ZI 

Link B ukti Dukung:
https //d rive goog le  com /file /d /11 C 0N 0PI ilU 6-7vR I m l- 
C rFU nP iV ft 1B /view ?usp=sharing

https //d rive goog le  com /drive /fo lders/1 etUsX Q  apdoP 1bnK m i05 
3aVS rpA nabd?usp=sharing

https //d rive goog le  com /d rive /fo lders /1W M A B kH hdfrbK 45Ifg0ykY y 
lY v9copT6v?usp=sharing
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6. PE NING KA TA N  KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 5.00 #DIV/0! #D IV /0!
i. S tan d a r P elayanan 1.00 #DIV/0! #D IV /0!

https://drive.google.com/file/d/1
https://drive.google.com/drive/folders/1
https://drive.google.com/drive/folders/1WMABkHhdfrbK45Ifg0ykYy
https://drive.google.com/file/d/1
https://drive.google.com/drive/folders/1
https://drive.google.com/drive/folders/1WMABkHhdfrbK45Ifg0ykYy
https://drive.google.com/file/d/1
https://drive.google.com/drive/folders/1
https://drive.google.com/drive/folders/1WMABkHhdfrbK45Ifg0ykYy
https://drive.google.com/file/d/1
https://drive.google.com/drive/folders/1
https://drive.google.com/drive/folders/1WMABkHhdfrbK45Ifg0ykYy


a. T e rda pa t keb ijakan s tandar pe layanan a. Te rda pa t penetapan S tanda r Pelayanan te rhadap 
se lu ruh jen is  pe layanan, dan sesuai asas serta kom ponen 
s ta nd a r pe layanan pub lik  yang berlaku
b. T e rda pa t p enetapan S tanda r Pelayanan te rhadap 
sebag ian jen is  pe layanan, dan sesuai asas serta 
kom ponen s tandar pelayanan publik  yang berlaku
c. T e rda pa t penetapan S tan da r Pelayanan te rhadap 
se lu ruh jen is  pe layanan, nam un tidak sesuai asas serta 
kom ponen s tandar pelayanan publik  yang berlaku
d. T e rda pa t p enetapan S tanda r Pelayanan te rhadap 
sebag ian jen is  pe layanan, nam un tidak sesuai asas serta 
kom ponen s tandar pelayanan publik  yang berlaku
e. S tan da r Pelayanan belum  ditetapkan

A /B /C /D /E A

T erda pa t penetapan s tandar pelayanan te rhadap selu ruh 
jen is  pelayanan di KPU Kabupaten Kepu lauan Ta la ud , yang 
berdasarkan P e rm enpan RB N om or 15 tahun 2014 tentang 
pedom an standar pe layanan

B ukti dukung:
S K  S tan da r Pelayanan

Link bukti dukung:
h ttps ://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs /1dV o8bgoZkJp7 iJD FFr7E Q
cH Ir691KY t0?usp=sharing

Blm Diisi

b. S tanda r pelayanan te lah  d im aklum atkan a. S tan da r pe layanan te lah d im aklum atkan pada seluruh 
je n is  pelayanan dan dipub likasikan di w ebsite dan m edia 
lainnya
b. S tan da r pelayanan te lah d im aklum atkan pada sebagian 
be sa r jen is  pelayanan dan d ipub likasikan m in im a l di 
w ebsite
c. S tan da r pe layanan te lah d im aklum atkan pada sebagian 
kecil jen is  pelayanan dan be lum  dipub likasikan
d. S tan da r pelayanan belum  d im aklum atkan pada selu ruh 
je n is  pelayanan dan be lum  dipub likasikan

A/B/C/D A

KPU Kabupaten Kepu lauan T a la u d  te lah m enyatakan dan 
m em publikas ikan secara resm i kom itm en untuk 
m em berikan layanan sesuai s ta nd a r lew a t postingan pada 
sosial m ed ia  KPU Kabupaten K epu lauan Ta la ud . 
M asyarakat ju g a  dapa t m em berikan fe ed ba ck  secara 
langsung m ela lu i link survei kepuasan m asya rakat.

B ukti dukung  :
M aklum at Pelayanan

Link bukti dukung :
h ttps ://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs /1dV o8bgoZkJp7 jJD FFr7E Q
cH Ir691KY t0?usp=sharing Blm Diisi

c. D ilakukan reviu dan perba ikan atas standar 
pe layanan

a. D ilakukan reviu dan perba ikan a tas s ta nd a r pelayanan 
dan d ilakukan dengan m eliba tkan s takeho lde rs  (an tara 
lain : tokoh m asya rakat, akadem isi, dunia usaha, dan 
lem ba ga sw adaya m asya rakat), serta  m em an faa tkan 
m asukan hasil SKM dan pengaduan m asya rakat
b. D ilakukan reviu dan perba ikan a tas s ta nd a r pelayanan 
dan d ilakukan dengan m em an faa tkan m asukan hasil SKM 
dan pengaduan m asya rakat, nam un tanpa m eliba tkan 
s takeho lde rs
c. D ilakukan reviu dan perba ikan atas s ta nd a r pe layanan, 
nam un dilakukan tanpa m em an faa tka n m asukan hasil 
SKM  dan pengaduan m asya rakat, serta tanpa m eliba tkan 
s takeho lde rs
d. Belum  d ilakukan reviu dan perba ikan atas standar 
pelayanan

A/B/C/D A

Reviu dan perba ikan atas s ta nd a r pe layanan di KPU 
Kabupaten K epu lauan T a la ud  d ilakukan dengan 
m eliba tkan s ta keh o lde r m ela lu i link  Survei Kepuasan 
M asyarakat. KPU T a la ud  m em an faa tka n m asukan dari 
hasil SKM  un tuk pelayanan kedepan yang sem akin baik.

B ukti dukung  :
S u rvey Kepuasan M asyarakat

Link bukti dukung :
h ttps ://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs /1dV o8bgoZkJp7 jJD FFr7E Q  
cH Ir691KY t0?usp=drive link

Blm Diisi

d. te lah m e lakukan publikasi atas s tandar pe layanan 
dan m ak lum a t pe layanan

ya,te lah m e lakukan pub likas i a tas ta n d a r p e layanan dan 
m ak lum a t pelayanan

Ya /T idak Ya

KPU Kabupaten Kepu lauan T a la u d  te lah m elakukan 
publikasi di setiap sosia l m ed ia  KPU T a la u d  a tas s tandar 
pe layanan

B ukti dukung  :
S cree nsh ot publikasi SP & m ak lum a t 

Link bukti dukung :
h ttps ://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs /1dV o8bgoZkJp7 jJD FFr7E Q  
cH Ir691KY t0?usp=drive link

Blm Diisi

ii. B u daya Pe layanan Prima 1.00 #DIV/0! #D IV /0!
a. Te lah  d ilakukan berbaga i upaya peningkatan 

kem am puan dan/atau kom petens i tentang 
penerapan budaya pe layanan prim a

a. T e la h  d ilakukan pe latihan/sosia lisasi pelayanan prim a 
seca ra  berke lan ju tan  dan te rja dw al, seh ingga seluruh 
pe tu gas/pe laksana layanan m em ilik i kom petens i sesuai 
kebutuhan jen is  layanan serta te lah  dan te rd ap a t m onev 
yang m eliha t kem a m p ua n/ke caka pa n pe tugas/pe laksana 
layanan
b. T e la h  d ilakukan pe latihan/sosia lisasi pelayanan prim a, 
dan selu ruh pe tu gas/pe laksana layanan m em ilik i 
kom petens i sesuai kebutuhan jen is  layanan
c. T e la h  d ilakukan pe latihan/sosia lisasi pelayanan prim a, 
akan te tap i baru sebagian be sa r pe tugas/pe laksana 
layanan m em ilik i kom petens i sesuai kebutuhan jen is  
layanan
d. T e la h  d ilakukan pe latihan/sosia lisasi pelayanan prim a 
nam un seca ra  te rba tas, seh ingga hanya sebagian kecil 
pe tu gas/pe laksana layanan yang m em ilik i kom petens i 
sesuai kebutuhan jen is  layanan
e. Belum  d ilakukan pe latihan/sosia lisasi pelayanan prim a, 
dan se lu ruh pe tugas/pe laksana layanan belum  m em ilik i 
kom petens i sesuai kebutuhan jen is  layanan

A /B /C /D /E A

KPU Kabupaten Kepu lauan T a la u d  te lah m elaksanakan 
pe latihan pelayanan prim a seca ra  berke lan ju tan  m ela lu i 
peningkatan kapasitas SDM .

B ukti dukung  :
D okum en peningkatan kapasitas SDM  

Link bukti dukung :
https://d rive .goog le .com /file /d /1nS 7P thK 5H b Ixrcd iX iza Im hnV Q iD z
N O k/view ?usp=sharing

Blm Diisi

b. In form asi ten tang pe layanan m udah diakses 
m ela lu i be rbaga i m ed ia

a. Se luruh In form asi ten tang pelayanan dapa t diakses 
seca ra  on line (w ebsite /m ed ia sosia l) dan te rhubung 
dengan sistem  in fo rm asi pe layanan pub lik  nasional
b. Se luruh In form asi ten tang pelayanan dapa t diakses 
seca ra  on line (w ebsite /m ed ia sosia l), nam un belum  
te rh ub un g  dengan sistem  info rm asi pelayanan publik  
nasional
c. Se luruh In form asi ten tang pelayanan be lum  online, 
hanya da pa t d iakses di te m p a t layanan ( in tranet dan non 
e lektron ik)
d. In form asi ten tang pelayanan su lit diakses

A/B/C/D B

Se luruh in fo rm asi ten tang pe layanan dapa t d iakses secara 
online lew at w ebsite dan m ed ia  sosia l (ins tagram , fa cebook, 
X , dan tik to k) KPU Kabupaten K epu lauan Ta la ud  nam un 
be lum  te rh ub un g  dengan sistem  info rm asi pelayanan publik  
nasional.

B ukti dukung  :
screenshot w ebsite dan sosm ed KPU T a la ud 

Link bukti dukung :
h ttps ://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs /1 lgN eK M 0TN w w ZsaX lbm W  
w uX N aW 6rC JM kr?usp= drive  link Blm Diisi

https://drive.google.com/drive/folders/1dVo8bgoZkJp7iJDFFr7EQ
https://drive.google.com/drive/folders/1dVo8bgoZkJp7jJDFFr7EQ
https://drive.google.com/drive/folders/1dVo8bgoZkJp7jJDFFr7EQ
https://drive.google.com/drive/folders/1dVo8bgoZkJp7jJDFFr7EQ
https://drive.google.com/file/d/1nS7PthK5HbIxrcdiXizaImhnVQiDz
https://drive.google.com/drive/folders/1lgNeKM0TNwwZsaXlbmW


c. Te lah  te rd ap a t sistem  pem berian penghargaan 
dan sanksi bagi pe tugas pem beri pelayanan

a. Te lah  te rd ap a t keb ijakan pem berian penghargaan dan 
sanksi yang m in im a l m em enuh i un su r penila ian: disip lin , 
k inerja , dan hasil penila ian pe ngguna layanan, dan telah 
d ite rapkan secara rutin /be rke lan ju tan
b. T e la h  te rd ap a t keb ijakan pem berian penghargaan dan 
sanksi yang m in im a l m em enuh i un su r penila ian: disip lin , 
k inerja , dan hasil penila ian pe ngguna layanan, nam un 
be lum  d ite rapkan seca ra  rutin /be rke lan ju tan
c. T e la h  te rd ap a t keb ijakan pem berian penghargaan dan 
sanksi, nam un be lum  m em en uh i un su r penila ian m in im a l : 
d is ip lin , k inerja , dan hasil penila ian pengguna layanan
d. Belum  te rd ap a t keb ijakan pem berian penghargaan dan 
sanksi

A /B/C /D B

Telah te rd ap a t keb ijakan pem berian  penghargaan dan 
sanksi bagi pegaw ai KPU Kabupaten K epu lauan Talaud 
yang m em enuh i unsur penila ian. N am un be lum  dilakukan 
secara rutin

B ukti dukung  :
dokum entas i penghargaan

Link bukti dukung :
h ttps ://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs /1 lgN eK M 0TN w w ZsaX lbm W  
w uX N aW 6rC JM kr?usp= drive  link

Blm Diisi

d. Te lah  te rd ap a t sistem  pem berian kom pensas i 
kepada penerim a layanan bila  layanan tida k  sesuai 
standar

a. T e la h  te rd ap a t sistem  pem berian  kom pensas i bila 
layanan tidak sesuai s ta nd a r bagi pene rim a layanan di 
se lu ruh jen is  layanan
b. T e la h  te rd ap a t sistem  pem berian  kom pensas i bila 
layanan tidak sesuai s ta nd a r bagi pene rim a layanan di 
sebag ian besar jen is  layanan
c. T e la h  te rd ap a t sistem  pem berian  kom pensas i bila 
layanan tidak sesuai s ta nd a r bagi pene rim a layanan di 
sebag ian kecil jen is  layanan
d. Belum  te rd ap a t sistem  pem berian  kom pensas i bila 
layanan tidak sesuai s tandar

A/B/C /D A

KPU Kabupaten Kepu lauan T a la u d  sebagai penye lenggara 
layanan publik  sudah m enyiapkan m ekan ism e kom pensas i 
kepada m asya rakat apab ila pelayanan yang d iberikan tidak 
sesuai dengan standar pelayanan yang sudah 
d im aklu m a tka n. Kom pensasi te rse bu t be rupa perm in taan 
m a a f secara resm i, pe rcepatan layanan, atau perbaikan 
layanan.

B ukti dukung  :
SOP Layanan In form asi

Link bukti dukung :
https://d rive .goog le .com /file /d /1G lvnY1 sBm pouM 59XA YV 79ti40vH  
aO 0fD /view?u sp=sh arin g Blm Diisi

e. T e rda pa t sarana layanan te rpadu/te rin tegras i a. J ika selu ruh pe layanan sudah d ilakukan secara 
te rpadu/te rin tegras i
b. J ika sebagian be sa r pe layanan sudah d ilakukan secara 
te rpadu/te rin tegras i
c. J ika sebagian kecil pe layanan sudah d ilakukan secara 
te rpadu/te rin tegras i
d. J ika tida k  ada pelayanan yang d ilakukan secara 
te rpadu/te rin tegras i

A /B/C /D A

Sarana layanan te rpadu di KPU Kabupaten Kepulauan 
T a la ud  adalah fasilitas layanan pu b lik  yang 
d ise lenggarakan m e la lu i PPID (P e jaba t Penge lo la  In form asi 
dan D okum entas i), yang be rfungs i sebaga i pusat layanan 
in fo rm asi dan dokum entas i kepem iluan bagi m asya rakat 
secara transpa ran, cepat, dan sesuai keten tuan peraturan 
perundang-undangan

B ukti dukung  :
W ebsite  E-PPID T a la ud

Link bukti dukung :
h ttps://kepta laudkabpp id .kpu .go .id / Blm Diisi

f. T e rda pa t inovasi pe layanan a. J ika un it kerja  te lah m em ilik i inovasi pe layanan yang 
be rbeda dengan un it kerja  lain dan m endekatkan 
pe layanan dengan m asya rakat serta te lah  d ireplikasi
b. J ika un it kerja  te lah  m em ilik i inovasi pe layanan yang 
be rbeda dengan un it kerja  lain dan m endekatkan 
pe layanan dengan m asya rakat
c. J ika un it kerja  m em ilik i inovasi yang m erupakan rep likasi 
dan pengem bangan dari inovasi yang sudah ada
d. J ika un it kerja  te lah  m em ilik i inovasi akan tetapi 
m erupakan pe laksanaan inovasi dari instansi pem erintah
e. J ika unit kerja be lum  m em ilik i inovasi pelayanan

A/B /C /D /E B

KPU Kabupaten Kepu lauan T a la u d  m em ilik i inovasi 
pe layanan yaitu pe layanan je m p u t bo la d im ana layanan ini 
langsung m enda tang i m asya rakat m isa lnya un tuk layanan 
pe m utkah iran  data pem ilih , pend id ikan pem ilih , verivikasi 
partai po litik, dll.

B ukti dukung  :
dokum entas i layanan je m p u t bo la (verifikasi parta i politik, coktas, 
pend id ikan pem ilih )

Link bukti dukung :
h ttps ://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs /1 lgN eK M 0TN w w ZsaX lbm W  
w uX N aW 6rC JM kr?usp= drive  link Blm Diisi

iii. P enqelo laan P e nqaduan 1.00 #DIV/0! #D IV /0!
a. T e rda pa t m ed ia  pengaduan dan konsultasi 

pe layanan yang te rin teg rasi dengan SP 4N -Lapor!
a. T e rd a p a t m ed ia  konsultasi dan pengaduan secara 
offline  dan on line , te rsed ia  pe tugas khusus yang 
m enangan i, dan te rin teg rasi dengan SP 4N -LAP O R !
b. T e rd a p a t m ed ia  konsultasi dan pengaduan secara 
offline  dan on line , te rsed ia  pe tugas khusus yang 
m en an ga n i nam un belum  te rin teg ras i dengan SP 4N - 
LAPOR!
c. T e rda pa t m ed ia  konsu ltas i dan pengaduan secara 
offline  dan on line , nam un belum  tersed ia  pe tugas khusus 
yang m enangan i
d. H anya te rd ap a t m ed ia  konsu ltas i dan pengaduan secara 
offline
e. T id a k  te rd ap a t m ed ia  konsultas i dan pengaduan

A/B /C /D /E B

KPU Kabupaten Kepu lauan T a la u d  m em ilik i m ed ia 
konsultasi dan pengaduan secara offline  (ko ta k saran, 
sarana pengaduan di fro n t office) dan on line (sosial m edia, 
website, em ail dan w ha tsapp), dan te rsedia pe tugas khusus 
yang m en an ga n i konsultas i dan pengaduan, nam un belum  
terin teg rasi dengan SP 4N -LAP O R

B ukti dukung  :
1. Ko tak Saran
2. F ront office
3. W ebsite  KPU T a la ud
4. Sosial m ed ia  KPU Ta la ud
5. S K  T im  Koordinasi Penanganan Pengaduan M asyarakat 
te rh ad ap Pelayanan Publik

Link bukti dukung :
https //d rive goog le  com /d rive /fo lders /1Q YdB8H ghJN Y h2 Igw O V a1 
H cJhO m yQ Fov?usp=drive  link

Blm Diisi

b. T e rda pa t unit yang m en ge lo la  pengaduan dan 
konsultasi pe layanan

a. T e rd a p a t un it pe ng e lo la  khusus un tuk konsultas i dan 
pe ngaduan, serta sura t penugasan pe ng e lo la  SP 4N - 
LA PO R ! di level unit kerja
b. T e rda pa t S K  pe ng e lo la  S P 4N -LAP O R ! di level instansi 
dan/atau sura t penugasan pe ng e lo la  S P 4N -LAP O R ! di 
leve l unit kerja, nam un unit pe nge lo la  khusus untuk 
konsultas i dan pengaduan belum  ada
c. Belum  te rd ap a t unit pe nge lo la  khusus un tuk konsultasi 
dan pe ngaduan, serta belum  te rd ap a t SK pe nge lo la  SP 4N - 
LA PO R ! di level instansi dan/atau sura t penugasan 
pe nge lo la  S P 4N -LAP O R ! di level unit kerja

A/B/C A

Sudah ada SK  tim pe ng e lo la  layanan asp irasi dan 
pengaduan on line  m asya rakat pada KPU Kabupaten 
Kepu lauan T a la ud

B ukti dukung  :
SK  P em bentukan T im  Penge lo la  layanan aspirasi dan 
Pengaduan O nline M asyarakat (LAP O R )

Link bukti dukung :
https://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs /1O Y dB8H ghJN Y h2 Igw O Va1 
H cJhO m yQ Fov?usp=drive  link Blm Diisi

https://drive.google.com/drive/folders/1lgNeKM0TNwwZsaXlbmW
https://drive.google.com/file/d/1GlvnY1
https://keptalaudkabppid.kpu.go.id/
https://drive.google.com/drive/folders/1lgNeKM0TNwwZsaXlbmW
https://drive.google.com/drive/folders/1OYdB8HghJNYh2IgwOVa1


c. Te lah  d ilakukan eva luasi a tas penanganan 
ke lu han/m asukan dan konsultasi

a. Evaluasi atas penanganan ke luhan/m asukan dan 
konsultas i d ilakukan seca ra  berkala
b. Evaluasi atas penanganan ke luhan/m asukan dan 
konsultas i d ilakukan tidak berkala
c. Belum  d ilakukan eva luasi penanganan 
ke lu han/m asukan dan konsultasi A/B/C B

KPU Kabupaten Kepu lauan T a la u d  te lah m elakukan 
eva luasi atas penanganan ke luhan/m asukan dan d ilakukan 
tidak berkala

B ukti dukung  :
R apat Evaluasi Z I dan R apat Evaluasi Rutin 

Link bukti dukung :
1. R apat K erja  dan Evaluasi Sekretaria t 
httP s://d rive .goog le .com /file /d /1LC 0N 0P L ilU 6-ZvR Lm l- 
C rFU nP iVft 1B /v iew ?usp=sharing

2. R apat Evaluasi ZI
h ttps://drive .goog le.eom /drive/fo lders/1 e tU sX Q  a p d o P Ib n K  
m i053aV S rpA nabd?usp=drive  link

Blm Diisi

iv. Pen ila ian  K epuasan  terha da p  Pelavanan 1.00 #DIV/0! #D IV/0!
a. Te lah  d ilakukan survey kepuasan m asya rakat 

te rhadap pelayanan
a. Survei kepuasan m asya rakat te rh ad ap pelayanan 
d ilakukan m in im a l 4 kali da lam  setahun
b. Survei kepuasan m asya rakat te rh ad ap pelayanan 
d ilakukan m in im a l 3 kali da lam  setahun
c. Survei kepuasan m asya ra ka t te rh ad ap pelayanan 
d ilakukan m in im a l 2 kali da lam  setahun
d. Survei kepuasan m asya rakat te rh ad ap pelayanan 
d ilakukan m in im a l 1 kali da lam  setahun
e. Belum  d ilakukan survei kepuasan m asya rakat te rhadap 
pelayanan

A/B /C /D /E C

Survey kepuasan m asya rakat di KPU Kabupaten 
K apu lauan T a la ud  rutin d ilakukan tiap sem e ste r atau 2 kali 
da lam  setahun

B ukti dukung  :
D okum en Laporan SKM

Link bukti dukung :
https://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs /1vo i759 ITon97V 6w uP kvG S y 
T rB 5rfcP U n?usp= drive  link Blm Diisi

b. H asil surve i kepuasan m asya rakat dapa t d iakses 
secara te rbuka

a. H as il survei kepuasan m asya rakat dapa t d iakses secara 
on line  (website, m ed ia  sosia l, d ll)  dan offline
b. H as il survei kepuasan m asya rakat hanya dapa t d iakses 
seca ra  offline  di te m p a t layanan
c. Hasil survei kepuasan m asya rakat tidak d ipub likasi

A /B/C A

KPU K abupaten K epu lauan T a la u d  te lah m em publikas ikan 
hasil survey kepuasan m asya ra ka t pada sem ua sosial 
m ed ia dan w ebsite KPU T a la ud

B ukti dukung  :
hasil publikas i SKM

Link bukti dukung :
https://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs /1vo j759 ITon97V 6w uP kvG S y 
T rB 5rfcP U n?usp= drive  link

Blm Diisi

c. D ilakukan tind ak  lan ju t a tas hasil survei kepuasan 
m asyarakat

a. J ika d ilakukan tind ak  lan ju t a tas se lu ruh hasil survei 
kepuasan m asya rakat
b. J ika d ilakukan tind ak  lan ju t a tas sebag ian besar hasil 
surve i kepuasan m asya rakat
c. J ika d ilakukan tind ak  lan ju t atas sebag ian kecil hasil 
surve i kepuasan m asya rakat
d. J ika belum  d ilakukan tind ak  lan ju t atas hasil survei 
kepuasan m asya rakat

A/B/C /D A

Telah d ilakukan tind ak  lan ju t atas selu ruh hasil survey 
kepuasan m asya rakat di KPU Kabupaten Kepulauan 
T a la ud

B ukti dukung  :
laporan tind ak  lan ju t SKM

Link bukti dukung :
https://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs /1vo j759 ITon97V 6w uP kvG S y 
T rB 5rfcP U n?usp= drive  link

Blm Diisi

v. P em anfaa tan  Teknologi Inform asi 1.00 #DIV/0! #DIV/0!
a. Te lah  m enerapkan tekno log i in fo rm asi dalam  

m em berikan pe layanan
a. T e rd a p a t p e layanan yang m en ggunakan tekno logi 
in fo rm asi pada selu ruh proses pem berian  layanan
b. T e rd a p a t p e layanan yang m en ggunakan tekno logi 
in fo rm asi pada sebagian besar proses pem berian  layanan
c. T e rda pa t pe layanan yang m enggunakan tekno logi 
in fo rm asi pada sebagian kecil proses pem berian  layanan
d. T e rd a p a t p e layanan yang be lum  m enggunakan 
te kno lo g i in fo rm asi pada proses pem berian pelayanan

A/B/C /D A

KPU T a la u d  te lah  m enggunakan te kno lo g i in fo rm asi pada 
selu ruh proses pem berian layanan yang te rp usa t pada 
sistem  PPID

B ukti dukung  :
w ebsite PPID T a la ud

Link bukti dukung :
h ttps://kepta laudkabpp id .kpu .go .id /

Blm Diisi

c. Te lah  m em bangun database pe layanan yang 
te rin tegrasi

Y a jik a  te lah m em bangun da tabase pe layanan yang 
te rin teg rasi

Ya /T idak Ya

KPU K abupaten K epu lauan T a la u d  te lah m em bangun 
da tabase pe layanan yang te rpusa t pada da tabase PPID

B ukti dukung  :
D atabase PPID Talaud

Link bukti dukung :
h ttps ://drive .goog le .com /drive /fo lders /1dC zX saC V o lv ffJabM B  
R vfiQ l3- kf2Jw ?usp= drive  link

Blm Diisi

b. Te lah  d ilakukan perba ikan seca ra  te rus m enerus a. Perbaikan d ilakukan secara te ru s -m e ne ru s
b. Perbaikan d ilakukan tidak seca ra  te rus m enerus
c. Belum  d ilakukan perba ikan A /B/C A

KPU K abupaten K epu lauan T a la u d  te lah m elakukan 
perba ikan seca ra  te ru s-m e ne ru s te rh ad ap tekno logi 
in fo rm asi yang ada

B ukti dukung  :
w ebsite PPID T a la ud

Link bukti dukung : 
h ttps ://kepta laudkabpp id .kpu .go .id /

Blm Diisi

II. R E F O R M 3 0 .0 0 4 .0 0 1 3 .3 3 %
1. M ANAJEM EN PERU B A H AN 4.00 #DIV/0! #D IV/0!

i. K om itm en  dalam  perubahan 2.00 #DIV/0! #D IV/0!
a. A gen perubahan te lah  m em bu a t perubahan yang 

kon kre t di Instansi (da lam  1 tahun)
M isalkan dengan keb ijakan 1 Agen 1 Perubahan 
Persentase d ipero leh dari Jum lah Perubahan yang d ibuat 
d ibag i dengan Jum lah A gen Perubahan

% 100.00%

Jajaran Sekre ta ria t KPU K abupaten Kepu lauan T a la ud  rutin 
m e lakukan upda te ting  da ta serta te pa t w aktu dalam  
pe laporan kinerja m ela lu i ap likasi e-k inerja 
(m yasnd ig ita l.bk .go .id ) dan ju g a  rutin m elaksanakan 
eva luasi setiap bulan te rhadap kehad iran & kinerja 
sekre tariat serta rutin m e laksanakan pe laporan kinerja 
setiap hari m e la lu i goog le  sheet

B ukti Dukung:
Tam p ila n  A p lika s i dan pe laksanaan rapat eva luasi 

Link B ukti Dukung:
https://drive .goog le .com /drive /fo lders /1hW 8grP oE H vzK rO H u1  
eR rR tnK X O nR m vV H ?usp=drive  link

https://d rive .goog le .com /file /d /1 D O FngZgjP C uE 0Y N viuLaR S uD G  
w 3 R bhW c/vi ew? usp=sharing

https://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs/1 F TyB340FM 0H a lG a9abY- 
8N xfhs4gM 6JX?usp=sharing

Blm Diisi

- Jum lah A gen Perubahan
Jum lah 2

Pelaporan Kinerja Harian dan Layanan Publikasi yang Prima 
serta Pelaksanaan Evaluasi terhadap Disiplin dan Layanan 
Publik

Bukti Dukung:
https //d rive goog le  com /d rive /fo lders /10O su l C KR BQ fyD cp- 

C B3W 569xcftiPY N ?usp=sharing
Blm Diisi

- Jum lah P erubahan yang d ibuat
Jum lah 2

Pelaporan Kinerja Harian dan Layanan Publikasi yang Prima 
serta Pelaksanaan Evaluasi terhadap Disiplin dan Layanan 
Publik

Bukti Dukung:
https ://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs /10O suLC K R B Q fvD cp-

C B3W 569xcftiPY N ?usp=sharing
Blm Diisi

httPs://drive.google.com/file/d/1LC0N0PLilU6-ZvRLml-CrFUnPiVft
httPs://drive.google.com/file/d/1LC0N0PLilU6-ZvRLml-CrFUnPiVft
https://drive.google.eom/drive/folders/1
https://drive.google.com/drive/folders/1voi759ITon97V6wuPkvGSy
https://drive.google.com/drive/folders/1voj759ITon97V6wuPkvGSy
https://drive.google.com/drive/folders/1voj759ITon97V6wuPkvGSy
https://keptalaudkabppid.kpu.go.id/
https://drive.google.com/drive/folders/1dCzXsaCVolvffJabMB
https://keptalaudkabppid.kpu.go.id/
https://drive.google.com/drive/folders/1hW8grPoEHvzKrOHu1
https://drive.google.com/file/d/1
https://drive.google.com/drive/folders/1
https://drive.google.com/drive/folders/10OsuLCKRBQfvDcp-


b. P erubahan yang d ibuat A gen Perubahan te lah 
te rin teg ras i dalam  sistem  m ana jem en

% 100.00%

KPU Kabupaten Kepu lauan T a la u d  te lah  m elakukan 
perubahan te rh ad ap sistem  m an a jem e n  dengan 
m engupdate  in fo rm asi ba ik m e le lu i w ebsite dan m edia 
sosial serta m en ingka tkan kua litas  pe layanan publik  agar 
lebih m udah d ijangkau oleh m asya rakat

B ukti Dukung:
Tam p ila n  Ap likas i dan pe laksanaan rapat eva luasi 

Link B ukti Dukung:
https://d rive .goog le .com /file /d /1 D O FngZgiP C uE 0Y N viuLaR S uD G  
w 3 R bhW c/vi ew? usp=sharing

https://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs/1 F TyB340FM 0H a lG a9abY- 
8N xfhs4gM 6JX?usp=sharing

Blm Diisi

- Jum lah P erubahan yang d ibuat
Jum lah 2

Pelaporan Kinerja Harian dan Layanan Publikasi yang Prima 
serta Pelaksanaan Evaluasi terhadap Disiplin dan Layanan 
Publik

Bukti Dukung:
https ://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs /10O suLC K R B Q fvD cp-

C B3W 569xcftiPY N ?usp=sharing
Blm Diisi

- Jum lah P erubahan yang te lah  d iin tegrasikan 
da lam  sistem  m ana jem en Jum lah 2

Pelaporan Kinerja Harian dan Layanan Publikasi yang Prima 
serta Pelaksanaan Evaluasi terhadap Disiplin dan Layanan 
Publik

Bukti Dukung:
https ://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs /10O suLC K R B Q fyD cp-

C B3W 569xcftiPY N ?usp=sharing
Blm Diisi

ii. K om itm en  P im pinan 1.00 #DIV/0! #D IV /0!
Pim pinan m em ilik i kom itm en te rhadap 
pe laksanaan re fo rm a si b irokrasi, dengan adanya 
ta rg e t capaian re fo rm asi yang je la s  di dokum en 
perencanaan

1.00

a. T a rge t capaian zona integritas sudah ada di dokum en 
pe rencanaan unit kerja  dan sebagian be sa r (d iatas 80% ) 
sudah te rcapa i
b. T a rg e t capaian zona integritas sudah ada di dokum en 
pe rencanaan unit kerja  dan sebagian (d iatas 50% ) sudah 
te rcapa i
c. T a rg e t capaian zona integritas sudah ada di dokum en 
pe rencanaan unit kerja  dan sebagian kecil (d ibaw ah 50% ) 
sudah te rcapa i
d. T a rg e t capaian zona integritassudah ada di dokum en 
pe rencanaan unit kerja, nam un belum  ada yang te rcapa i 
(m asih dalam  tahap pe m bangunan)
e. T id a k  ada ta rg e t capaian zon a  integritasdi dokum en 
pe rencanaan unit kerja

A /B /C /D /E A

Pim pinan be rsam a Se luruh Jaja ran KPU Kabupaten 
K epu lauan T a la ud  te lah m en ad ata ng an i ik ra r dan 
kom itm en serta pakta in tegritas un tuk m encapa i tu juan 
da lam  pe m bangunan zona integritas m enuju W B K/W BB M

B ukti Dukung:
Ikrar &  Kom itm en serta  Pakta Integritas ZI W BK/W BB M  

Link B ukti Dukung:
https://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs /1W M A B kH hd frbK 45Ifg0ykY y
lY y9copT6v?usp=sharing

Blm Diisi

iii. M em banqun B udaya K erja 1.00 #DIV/0! #D IV /0!
Instansi m em bangun budaya kerja  po s itif dan 
m enerapkan nila i-n ila i o rgan isasi dalam  
pe laksanaan tugas sehari-hari

a. Budaya kerja  dan n ila i-nilai organ isasi te lah 
din ternalisas i ke selu ruh anggota organ isasi, dan 
pene rapannya d ituangkan da lam  sta nd a r o perasiona l 
pe laksanaan keg iatan/tugas
b. Budaya kerja  dan n ila i-nilai organ isasi te lah 
din ternalisas i ke selu ruh anggota organ isasi, nam un belum  
dituangkan dalam  sta nd a r operasiona l pe laksanaan 
keg ia tan /tugas
c. Budaya kerja dan nila i-n ila i organ isasi te lah disusun, 
nam un belum  din ternalisasi ke se lu ruh anggota organisasi
d. Belum  m enyusun budaya kerja  dan nila i-n ila i organ isasi

A /B/C /D A

Pim pinan KPU Kabupa ten Kepu lauan T a la ud  rutin 
m e laksanakan inte rna lisasi (m onito ring dan eva luasi) 
kepada selu ruh ja ja ra n  Sekre ta ria t ba ik te rka it a turan- 
aturan yang ada m aupun te rh ad ap budaya kerja  (M elayani) 
da lam  m e laksanakan tugas serta nila i-n ila i organ isasi 
da lam  m ew ujudkan tu juan lem ba ga serta pelayanan 
kepada m asya rakat

B ukti dukung  :
SK Budaya Kerja 
Pe laksanaan R apat Evaluasi

Link bukti dukung :
https://jd ih .kpu .go.id /su lu t/ta laud /data - 
kab ko/ta laud /da ta  kepkpud/K p t36 T a h un % 20 20 25 .p d f

h ttps://d rive .goog le .com /file /d /1 D O FngZgjP C uE 0Y N yiuLaR S uD G  
w 3 R bhW c/vi ew? usp=sharing

Blm Diisi

2. PENATAAN TATALAKSANA 3.50 #DIV/0! #D IV /0!
i. P e ta  Proses B isnis M em pengaruhi 0.50 #DIV/0! #D IV /0!

Telah d isusun peta proses bisn is dengan adanya 
penyederhanaan jabatan

a. Peta proses bisnis te lah disusun dan m em pengaruh i 
penyederhanaan se lu ruh jabatan
b. Peta proses bisnis te lah disusun dan m em pengaruh i 
penyederhanaan sebag ian besar (lebih dari 50% ) jabatan
c. Peta proses bisnis te lah d isusun dan m em pengaruh i 
penyederhanaan sebag ian kecil (kurang dari 50% ) jabatan
d. Peta proses bisnis te lah disusun dan belum  
m em pe ng aruh i penyederhanaan jabatan

A/B/C /D A

KPU K abupaten K epu lauan T a la u d  te lah m enyusun dan 
m enggunakan peta proses bisnis sebaga i dasar 
penyederhanaan jabatan.

B ukti dukung  :
1. D U K  dan D afta r N o m in atif S ekretaria t
2. S tru k tu r o rganisasi

Link bukti dukung :
1.
h ttps://drive .goog le .com /file /d /1cfLR A C 8eM uo7Y T3P V 3J0pM o  
zFK B  K M bM /v iew ?usp=sharing  
2.
https://drive .goog le .com /file /d /1 IoA T jV m nV l3eK cm JG X 7D Zuv
9r-J tT831 /v iew ?usp=sharing

Blm Diisi

ii. S istem  Pem erin tahan  B erbasis  E lek tron ik  (SPB E) 1.00 #DIV/0! #D IV /0!
a Im p lem entas i SPBE te lah  te rin teg rasi dan m am pu 

m endorong pe laksanaan pe layanan publik  yang 
lebih cepat dan efisien

a. Im p lem entas i SPBE te lah te rin teg ras i dan m am pu 
m en do ro ng pe laksanaan pe layanan pub lik  yang lebih 
cepat dan efisien
b. Im p lem entas i SPBE te lah m am pu m endorong 
pe laksanaan pe layanan pub lik  yang lebih cepat dan 
efis ien, nam un be lum  te rin teg ras i (parsia l)
c. Im p lem entas i SPBE belum  m en do ro ng pe laksanaan 
pe layanan publik  yang lebih cepat dan efisien

A/B/C A

Im p lem entas i ap likasi dan te kno lo g i di Lingkungan KPU 
K abupaten Kepu lauan T a la ud  te lah  te rin teg rasi dengan 
baik seh ingga pe laksanaan pelayanan pu b lik  m en jad i lebih 
cepat dan efisien.

B ukti dukung  :
W ebs ite  E-PPID & W ebs ite  JDIH

Link bukti dukung :
https //kepta laudkabpp id  kpu go id 
httpsV/jdih kpu go id /su lut/ta laud

Blm Diisi

b Im p lem entas i SPBE te lah  te rin teg rasi dan m am pu 
m endorong pe laksanaan pe layanan internal 
organ isasi yang lebih cepat dan efisien

a. Im p lem entas i SPBE te lah te rin teg ras i dan m am pu 
m en do ro ng pe laksanaan pe layanan internal unit kerja 
yang lebih cepat dan efisien
b. Im p lem entas i SPBE te lah m am pu m endorong 
pe laksanaan pe layanan internal unit kerja  yang lebih cepat 
dan efis ien, nam un be lum  te rin teg ras i (parsia l)
c. Im p lem entas i SPBE belum  m en do ro ng pe laksanaan 
pe layanan internal un it kerja  yang lebih cepat dan efisien

A/B/C A

Im p lem entas i ap likasi dan te kno lo g i di Lingkungan KPU 
K abupaten Kepu lauan T a la ud  te lah  te rin teg rasi dengan 
baik seh ingga pe laksanaan pelayanan inte rna l un it kerja 
m en ja d i lebih cepat dan efisien.

B ukti dukung  :
S cree nsh ot W ebsite  E -lapkin, Ap likas i M anajem en Kepegaw aian 

Link bukti dukung :
https://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs /1U kW ipM D l C G 1AnkC nN
R iyD cO EPE O vdk?usp=sharing
(W ebsite E-Lapkin)

https://d rive .goog le .com /drive /fo ldersZ1 F TyB340FM 0H a lG a9abY-
8N xfhs4gM 6JX?usp=sharing
(Aplikasi M ana jem en K epegaw aian)

Blm Diisi

iii. T ransfo rm as i D igital M em berikan  Nilai M anfaat 2.00 #DIV/0! #D IV /0!

https://drive.google.com/file/d/1
https://drive.google.com/drive/folders/1
https://drive.google.com/drive/folders/10OsuLCKRBQfvDcp-
https://drive.google.com/drive/folders/10OsuLCKRBQfyDcp-
https://drive.google.com/drive/folders/1WMABkHhdfrbK45Ifg0ykYy
https://jdih.kpu.go.id/sulut/talaud/data-kabko/talaud/data
https://jdih.kpu.go.id/sulut/talaud/data-kabko/talaud/data
https://drive.google.com/file/d/1
https://drive.google.com/file/d/1cfLRAC8eMuo7YT3PV3J0pMo
https://drive.google.com/file/d/1IoATjVmnVl3eKcmJGX7DZuv
https://drive.google.com/drive/folders/1UkWipMDl
https://drive.google.com/drive/foldersZ1


a. T rans fo rm a s i dig ital pada bidang proses bisnis 
u tam a te lah m am pu m em berikan nila i m an faa t 
bagi un it k e rja  seca ra  op tim al

a. Kriteria h u ru f b te lah  te rpenuh i dan penerapan atau 
penggunaan dari m an faa t/d am pa k  dari tran sfo rm asi digital 
pada bidang proses bisnis utam a bagi un it kerja  telah 
d ilakukan va lidas i dan eva luasi serta d itindak lan ju ti secara 
berke lan ju tan
b. Kriteria h u ru f c te lah te rpenuh i dan m an faa t/d am pa k  dari 
tran s fo rm as i dig ital pada bidang proses bisnis u tam a te lah 
d ite rapkan /d igunakan oleh un it kerja  sesuai dengan 
sasaran dan ta rg e t m an faa t/d am pa k
c. Kriteria hu ru f d te lah  te rpenuh i dan m an faa t/d am pa k  dari 
tran s fo rm as i dig ital pada bidang proses bisnis u tam a te lah 
m am pu direa lisasikan pada unit kerja  sesuai dengan 
sasaran dan ta rg e t m an faa t/d am pa k
d. Kriteria h u ru f e te lah  te rpenuh i dan kapab ilitas prakiraan 
dan pe lacakan te rh ad ap sasaran dan ta rge t 
m an faa t/d am pa k  dari tran sfo rm asi dig ital pada bidang 
proses bisnis utam a
e. Sasaran dan ta rg e t m an faa t/d am pa k  dari t ransfo rm asi 
dig ital pada bidang proses bisnis u tam a te lah 
d irencanakan, d ide fin is ikan, dan d itetapkan

A /B /C /D /E E

Bahwa KPU Kabupaten Kepu lauan T a la ud  m enggunakan 
dan m em an faa tkan transpo rm asi dig ital yang sudah dibuat, 
d irencanakan dan dite tapkan oleh KPU untuk 
m em perm udah da lam  m elaksanakan pekerjaan pada 
setiap tahapan pem ilu /pem ilihan dan ju g a  sangat 
b e rm a n fa a t serta  m em pe rm u da h  da lam  pe layanan publik

B ukti dukung  :
Tam pilan  Ap likas i silon pem ilu , sidalih , sipol, s irekap .e -cok lit, silon 
p ilkada , s ilog , s ikadeka, s im paw

Link bukti dukung :
h ttps://drive .goog le .com /drive /fo lders /1hW 8grP oE H vzK rO H u1
eR rR tnK X O nR m vV H ?usp=sharing

Blm Diisi

b. T rans fo rm a s i dig ital pada bidang adm in istrasi 
pem erin tahan te lah  m am pu m em berikan nilai 
m an faa t bagi unit kerja seca ra  op tim al

a. Kriteria h u ru f b te lah  te rpenuh i dan penerapan atau 
penggunaan dari m an faa t/d am pa k  dari tran sfo rm asi digital 
pada bidang adm in istrasi pem erin tahan bagi un it kerja 
te lah  d ilakukan validasi dan eva luasi serta ditindaklan ju ti 
seca ra  berkelan jutan
b. Kriteria h u ru f c te lah te rpenuh i dan m an faa t/d am pa k  dari 
tran s fo rm as i dig ital pada bidang adm in is tras i pem erintahan 
te lah  d ite rapkan /d igunakan oleh unit kerja  sesuai dengan 
sasaran dan ta rg e t m an faa t/d am pa k
c. Kriteria hu ru f d te lah  te rpenuh i dan m an faa t/d am pa k  dari 
tran s fo rm as i dig ital pada bidang adm in is tras i pem erintahan 
te lah  m am pu direa lisasikan pada un it kerja  sesuai dengan 
sasaran dan ta rg e t m an faa t/d am pa k
d. Kriteria h u ru f e te lah  te rpenuh i dan kapab ilitas prakiraan 
dan pe lacakan te rh ad ap sasaran dan ta rge t 
m an faa t/d am pa k  dari tran sfo rm asi dig ital pada bidang 
adm in is tras i pem erintahan
e. Sasaran dan ta rg e t m an faa t/d am pa k  dari t ransfo rm asi 
dig ital pada bidang adm in is tras i pem erin tahan te lah 
d irencanakan, didefin is ikan, dan d itetapkan

A /B /C /D /E E

Bahwa KPU Kabupaten Kepu lauan T a la u d  m enggunakan 
dan m em an faa tkan transpo rm asi dig ital yang sudah dibuat, 
d irencanakan dan dite tapkan oleh KPU untuk 
m em perm udah da lam  m elaksanakan pekerjaan pada 
setiap tahapan pem ilu /pem ilihan dan ju g a  sangat 
b e rm a n fa a t serta  m em pe rm u da h  da lam  pe layanan publik

B ukti dukung  :
Tam pilan  Ap likas i silon pem ilu , sidalih , sipol, s irekap ,e -cok lit, silon 
p ilkada , s ilog , s ikadeka, s im paw

Link bukti dukung :
h ttps://drive .goog le .com /drive /fo lders /1hW 8grP oE H vzK rO H u1
eR rR tnK X O nR m vV H ?usp=sharing

Blm Diisi

c. T rans fo rm a s i dig ital pada bidang pelayanan publik  
te lah  m am pu m em berikan nila i m an faa t bagi unit 
kerja  secara op tim al

a. Kriteria h u ru f b te lah  te rpenuh i dan penerapan atau 
penggunaan dari m an faa t/d am pa k  dari tran sfo rm asi digital 
pada bidang pelayanan pu b lik  bagi unit kerja  te lah 
d ilakukan va lidas i dan eva luasi serta d itindak lan ju ti secara 
berke lan ju tan
b. Kriteria h u ru f c te lah te rpenuh i dan m an faa t/d am pa k  dari 
tran s fo rm as i dig ital pada bidang pe layanan publik  te lah 
d ite rapkan /d igunakan oleh un it kerja  sesuai dengan 
sasaran dan ta rg e t m an faa t/d am pa k
c. Kriteria hu ru f d te lah  te rpenuh i dan m an faa t/d am pa k  dari 
tran s fo rm as i dig ital pada bidang pe layanan publik  te lah 
m am pu direa lisasikan pada unit kerja  sesuai dengan 
sasaran dan ta rg e t m an faa t/d am pa k
d. Kriteria h u ru f e te lah  te rpenuh i dan kapab ilitas prakiraan 
dan pe lacakan te rh ad ap sasaran dan ta rge t 
m an faa t/d am pa k  dari tran sfo rm asi dig ital pada bidang 
pe layanan publik
e. Sasaran dan ta rg e t m an faa t/d am pa k  dari t ransfo rm asi 
dig ital pada bidang pe layanan publik  te lah  direncanakan, 
d idefin is ikan, dan d itetapkan

A /B /C /D /E E

Bahwa KPU Kabupaten Kepu lauan T a la u d  m enggunakan 
dan m em an faa tkan transpo rm asi dig ital yang sudah dibuat, 
d irencanakan dan dite tapkan oleh KPU untuk 
m em perm udah da lam  m elaksanakan pekerjaan pada 
setiap tahapan pem ilu /pem ilihan dan ju g a  sangat 
b e rm a n fa a t serta  m em pe rm u da h  da lam  pe layanan publik

B ukti dukung  :
Tam pilan  Ap likas i silon pem ilu , sidalih , sipol, s irekap ,e -cok lit, silon 
p ilkada , s ilog , s ikadeka, s im paw

Link bukti dukung :
h ttps://drive .goog le .com /drive /fo lders /1hW 8grP oE H vzK rO H u1
eR rR tnK X O nR m vV H ?usp=sharing

Blm Diisi

3. PENATAAN S ISTEM  M AN A JEM EN  S D M  APA R ATU R 5.00 #DIV/0! #D IV /0!
i. K in erja  Individu 1.50 #DIV/0! #D IV /0!

a U kuran kinerja individu te lah  berorien tasi hasil 
(o u tco m e ) sesuai pada levelnya

a. Se luruh ukuran k inerja individu te lah  berorien tasi hasil 
(outcome) sesuai pada levelnya
b. Sebagian ukuran k inerja individu te lah  berorien tasi hasil 
(outcome) sesuai pada levelnya
c. T ida k  ada ukuran kinerja individu yang berorien tasi hasil 
( outcome)

A/B/C A

KPU Kabupaten Kepu lauan T a la u d  te lah m enyusun ukuran 
k inerja individu yang sepenuhnya berorien tas i pada hasil 
(ou tcom e) dan se la ras dengan leve l jab a ta n  m asing- 
m asing . Se luruh ind ika to r yang digunakan tida k  hanya 
m en gg am ba rka n ou tput kerja, te tap i ju g a  m enun jukkan 
dam pak atau hasil yang ingin dicapai.

N am a B ukti dukung :
SKP ASN T riw u lan  MI NI Tahun 2025

Link B ukti D ukung :
https://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs /1 t9TH W X M 6Ie f9sbM azdB 5J
86 B6AvH LY Fr?usp=sharing

Blm Diisi

ii. A ssessm en t  Pegaw ai 1.50 #DIV/0! #D IV/0!
a H asil asse m en t te lah  d ijadikan pertim bangan untuk 

m utas i dan pengem bangan karir pegaw ai
a. Se luruh hasil assessment d ijadikan dasar m utasi 
in te rna l dan pengem bangan kom petens i pegaw ai
b. H asil assessment belum  selu ruhnya d ijadikan m utasi 
in te rna l dan pengem bangan kom petens i pegaw ai
c. Hasil assessment belum  dijadikan da sa r m utas i in ternal 
dan pengem bangan kom petens i pegaw ai

A/B/C A

KPU Kabupaten Kepu lauan T a la u d  te lah m em an faa tkan 
selu ruh hasil asse ssm en t sebaga i da sa r o b je k tif da lam  
penem pa tan dan m utas i in te rna l pegaw ai, serta sebagai 
acuan penyusunan program  pengem bangan kom petensi.

B ukti dukung  :
U sulan Kenpa dan U jian Dinas

Link bukti dukung :
https://d rive .goog le .com /file /d /13cIK J5H pr3p ieo fN H xvTy3W 5xigU
PX zk/view ?usp=sharing

Blm Diisi

iii. P e la na aa ra n  D isip lin  Peaaw ai 2.00 #DIV/0! #D IV/0!

https://drive.google.com/drive/folders/1hW8grPoEHvzKrOHu1
https://drive.google.com/drive/folders/1hW8grPoEHvzKrOHu1
https://drive.google.com/drive/folders/1hW8grPoEHvzKrOHu1
https://drive.google.com/drive/folders/1t9THWXM6Ief9sbMazdB5J
https://drive.google.com/file/d/13cIKJ5Hpr3pieofNHxvTy3W5xigU


a P enurunan pe langgaran disiplin pegaw ai Pe rsentase pe rnu runan pe langgaran disiplin pegaw ai 
d iperoleh dari Jum lah pe langgaran tahun sebelum nya 
diku rang i Jum lah pe langgaran tahun ini kem udian dibagi 
dengan Jum lah pe langgaran tahun sebelum nya

% 100.00%

S e jak T ah un 2024 s.d T ah un  2025 T id a k  ada P e langgaran 
Disiplin yang dilakukan oleh Pegawai di Lingkungan KPU 
Kabupaten K epu lauan T a la ud

Link B ukti D ukunq :
https://d rive .goog le .com /file /d /1uA oxS zC ilyP lTN 77 jx3M X u-
4om vH uY6R /v iew ?usp=sharing Blm Diisi

- Jum lah pe langgaran tahun sebelum nya Jum lah 0 Blm Diisi
- Jum lah pe langgaran tahun ini Jum lah 0 Blm Diisi
- Jum lah pe langgaran yang te lah d iberikan 
sanksi/hukum an

Jum lah 0 Blm Diisi

4. PE NG UA TA N  A K U N TA B ILITAS 5.00 #DIV/0!
i. M en inakatnva capaian  k inerja unit kerja 2.00 #DIV/0! #D IV /0!

Persentase Sasaran dengan capaian 100%  atau 
lebih

Persentase d ipero leh dari Jum lah Sasaran Kinerja yang 
te rca pa i 100%  atau lebih d ibagi dengan Jum lah Sasaran 
Kinerja

% 100.00%
Persentase dih itung dari ju m la h  Sasaran Kinerja yang 
te rcapa i 100%  atau leb ih, d ibag i dengan to ta l Sasaran 
Kinerja yang d ite tapkan.

N am a B ukti D ukunq :
SKP Tahun 2025

Link B ukti D ukunq :
https://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs /1 t9TH W X M 6Ie f9sbM azdB 5J
86 B6AvH LY Fr?usp=sharing

Blm Diisi

- Jum lah Sasaran Kinerja Jum lah 42 Blm Diisi
- Jum lah Sasaran K inerja yang te rcapa i 100%  atau 
lebih

Jum lah 42 Blm Diisi

ii. P em berian  Reward and Punishm ent 1.50 #DIV/0! #D IV /0!
H asil C apaian/M on itoring Perjanjian Kinerja te lah 
dijad ikan dasar sebagai pem berian rew ard  and 
pun ishm ent bagi organ isasi

a. Se luruh capaian k ine rja  (Perjan jian K inerja) m erupakan 
un su r dalam  pem berian  reward and punishment
b. Sebagian be sa r C apaian Kinerja (lebih dari 50%  
Perjan jian  k ine rja ) m erupakan un su r d a lam  pem berian 
reward and punishment
c. Sebagian kecil C apaian Kinerja (kurang dari 50%  
Perjan jian  k ine rja ) m erupakan un su r d a lam  pem berian 
reward and punishment
d. C apaian Kinerja (Perjan jian  k ine rja ) be lum  m en jad i 
un su r dalam  pem berian  reward and punishment

A/B/C /D A

KPU Kabupaten Kepu lauan T a la u d  te lah m elakukan 
pem berian rew ard and pun ishm ent, be rdasarkan hasil 
capaian /m on ito ring  perjan jian  k inerja

B ukti dukunq  :
Piagam  P enghargaan

Link bukti dukunq :
https://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs /1A P 8uahN m V A C dJQ dayX E
G cA xtEw z8trbE?usp=sharing Blm Diisi

iii. K era n g ka  Loqis K inerja 1.50 #DIV/0! #D IV/0!
Apakah te rd ap a t pen jen jangan k ine rja  ((K erangka 
Logis K inerja) yang m engacu pada k ine rja  utam a 
organ isasi dan d ijadikan dalam  penentuan kinerja 
selu ruh pegaw ai?

a. te rd ap a t K e rangka Logis k inerja yang m engacu pada 
k ine rja  u tam a organ isasi dan digunakan da lam  
pen jaba ran kinerja se lu ruh pegaw ai
b. te rd ap a t K e rangka Logis k ine rja  yang m engacu pada 
k ine rja  u tam a organ isasi nam un belum  digunakan dalam  
pen jaba ran kinerja se lu ruh pegaw ai
c. K erangka Logis k inerja ada nam un belum  m engacu 
pada kinerja u tam a organ isasi dan belum  digunakan 
da lam  pen jaba ran kinerja se lu ruh pegaw ai
d. K e rangka Logis k ine rja  be lum  ada

A /B/C /D A

KPU Kabupaten Kepu lauan T a la u d  te lah m enyusun 
K erangka Logis Kinerja (Logical F ram ew ork) yang 
te rs tru k tu r dan se la ras dengan Kinerja U tam a O rganisasi. 
Kerangka ini berfungsi sebaga i da sa r d a lam  m enyusun 
sasaran, ind ikator, dan rencana aksi se lu ruh pegaw ai

N am a B ukti dukunq :
SKP ASN T riw u lan  MI NI Tahun 2025

Link B ukti D ukunq :
https://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs /1 t9TH W X M 6Ie f9sbM azdB 5J
86 B6AvH LY Fr?usp=sharing Blm Diisi

5. PE NG UA TA N  PENG AW ASAN 7.50 #DIV/0! #D IV/0!
i. M ekanism e Penqendalian 2.50 #DIV/0! #D IV/0!

Telah d ilakukan m ekan ism e pengenda lian  aktivitas 
secara be rjen jang

a. T e rd a p a t pengenda lian  aktivitas u tam a organ isasi yang 
te rsistem  m ula i da ri pe rencanaan, penila ian risiko, 
pe laksanaan , m on itoring , dan pe laporan oleh penanggung 
ja w a b  aktivitas serta p im pinan unit kerja  dan te lah 
m enghas ilkan peningkatan k inerja , m ekan ise  kerja  baru 
yang lebih efektif, efisien, dan te rkenda li
b. T e rd a p a t pengenda lian  aktivitas u tam a organ isasi yang 
te rsistem  m ula i da ri pe rencanaan, penila ian risiko, 
pe laksanaan , m on itoring , dan pe laporan oleh penanggung 
ja w a b  aktivitas serta p im pinan unit kerja  nam un belum  
be rda m p ak  pada peningkatan k ine rja  un it kerja
c. T e rd a p a t pengenda lian  aktivitas u tam a organ isasi yang 
te rsistem  m ula i da ri pe rencanaan, penila ian risiko, 
pe laksanaan , m on itoring , dan pe laporan oleh penanggung 
ja w a b  aktivitas
d. T e rd a p a t pengenda lian  aktivitas u tam a organ isasi te tapi 
tida k  tersistem
e. T id a k  te rd ap a t pengenda lian atas aktivitas utam a 
organ isasi

A /B /C /D /E A

KPU Kabupaten Kepu lauan T a la u d  m em ilik i pengenda lian 
aktivitas u tam a organ isasi yang te rsistem  m ula i dari 
pe rencanaan, penila ian ris iko, pe laksanaan , m on itoring , 
dan pe laporan oleh pe nanggung jaw a b  aktivitas serta 
pim pinan unit kerja  dan te lah  m enghasilkan peningkatan 
kinerja , m ekanise kerja  baru yang lebih e fektif, efisien, dan 
te rkenda li

B ukti dukunq  :
D okum en LKjIP

Link bukti dukunq :
https://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs /1oY irR le6bP aE a4m yg0A cN  
V7IIyAZAK1 j?usp=sharing

Blm Diisi

ii. Penanqanan  P e nqaduan M asvarakat 3.00 % #VALUE! #VALUE!
Persentase penanganan pengaduan m asya rakat Penilaian ini m engh itung rea lisasi penanganan pengaduan 

m asya rakat yang harus dise lesa ikan % 100% Blm Diisi

- Jum lah pengaduan m asya rakat yang harus 
ditindaklan ju ti Jum lah 0

KPU Kabupaten Kepu lauan T a la u d  belum  pernah 
m enerim a pengaduan m asya rakat

Link B ukti Dukunq:
https://d rive .goog le .com /file /d /1uA oxS zC ilyP lTN 77 jx3M X u-
4om vH uY6R /v iew ?usp=sharing

Blm Diisi

- Jum lah pengaduan m asya rakat yang sedang 
diproses Jum lah 0

KPU Kabupaten Kepu lauan T a la u d  belum  pernah 
m enerim a pengaduan m asya rakat

Link B ukti Dukunq:
https://d rive .goog le .com /file /d /1uA oxS zC ilyP lTN 77 jx3M X u-
4om vH uY6R /v iew ?usp=sharing

Blm Diisi

- Jum lah pengaduan m asya rakat yang selesai 
ditindaklan ju ti Jum lah 0

KPU Kabupaten Kepu lauan T a la u d  belum  pernah 
m enerim a pengaduan m asya rakat

Link B ukti Dukunq:
https://d rive .goog le .com /file /d /1uA oxS zC ilyP lTN 77 jx3M X u-
4om vH uY6R /v iew ?usp=sharing

Blm Diisi

https://drive.google.com/file/d/1uAoxSzCilyPlTN77jx3MXu-
https://drive.google.com/drive/folders/1t9THWXM6Ief9sbMazdB5J
https://drive.google.com/drive/folders/1AP8uahNmVACdJQdayXE
https://drive.google.com/drive/folders/1t9THWXM6Ief9sbMazdB5J
https://drive.google.com/drive/folders/1oYirRle6bPaEa4myg0AcN
https://drive.google.com/file/d/1uAoxSzCilyPlTN77jx3MXu-
https://drive.google.com/file/d/1uAoxSzCilyPlTN77jx3MXu-
https://drive.google.com/file/d/1uAoxSzCilyPlTN77jx3MXu-


iii. Penyam paian  Laporan H arta  K ekayaan

2.00

Kew ajiban Penye lenggara N egara  un tuk m e laporkan harta 
kekayaan d ia tur da lam :
1. U nd an g-U nd an g N o. 28 T ah un  1999
2 . U nd an g-U nd an g N o. 30 T ah un  2002
3 . U nd an g-U nd an g N o. 10 T ah un  2015
4 . Pera turan Kom isi P em berantasan Korupsi N o. 07 T ah un 
2016
5 . Instruksi Presiden No. 5 T ahun 2004
6. SE M enteri PANRB No. SE /03/M .PA N /01/2005
7 . SE M enteri PANRB No. 2 T ahun 2023

% 100.00

K om isioner dan Sekre ta ris  KPU Kabupaten Kepu lauan 
T a la ud  te lah m en yam pa ikan Laporan H arta Kekayaan

B ukti Dukung:
T an da  T e rim a  Penyam paian LHKPN 

Link D ata  D ukuna:
httPs://drive.aooa le .com /d rive /fo lde rs/1aY rB ZM C p jS 9iH iL6R K z6IU
Z be w bY o U Y ? usp =sh aring #DIV/0! #D IV/0!

a. Pe nyam paian  Laporan  H arta  K ekayaan  Pejabat 1.00 #DIV/0!
Persentase penyam pa ian LHKPN % 100.00% Bahwa seluruh pe jabat yang w ajib  m enyam pa ikan LHKPN 

di L ingkungan KPU Kabupaten Kepu lauan T a la u d  telah 
m elaporkan LHKPN te pa t w aktu

B ukti dukung;
Bukti Pe laporan LHKPN

Link bukti dukung;
httPs://drive.aooa le .com /d rive /fo lde rs/1aY rB ZM C p jS 9iH iL6R K z6IU

Blm Diisi
Jum lah yana harus m elaporkan Jum lah 6.00 Blm Diisi
- Kepa la satuan kerja Jum lah 1.00 Blm Diisi
- Pe jabat yang diw a jibkan m enyam pa ikan LHKPN

Jum lah 6.00 Blm Diisi

- Lainnya Jum lah 0.00 Z be w bY o U Y ? usp =sh aring Blm Diisi
Jum lah yang sudah m elaporkan Jum lah 6.00 Blm Diisi

b. P enyam paian  Laporan H arta  K ekayaan  Non 1.00 Pejabat Eselon III di Lingkangan KPU Kabupaten Kepulauan 
Talaud telah melaporkan LHKPN

B ukti Dukung:
T an da  T e rim a  LHKPN

Link B ukti Dukung:
httpsV/drive goog le  com /file /d /1 thA S S M kO D G dm dJ7K t7 jw H vw 5d 
3M F4X zC /view ?usp=sharing

#DIV/0!
Persentase penyam pa ian N on LHKPN % 100.00% Blm Diisi
Jum lah yang harus m elaporkan (tidak w ajib 
LHKPN) Jum lah 1.00 Blm Diisi

- Pe jabat adm in is tra to r (ese lon III) Jum lah 1.00 Blm Diisi
- Pe jabat Pengaw as (ese lon IV) Jum lah 4.00 Blm Diisi
- Jum lah Funasiona l dan Pelaksana Jum lah 26.00 Blm Diisi
Jum lah yang sudah m elaporkan Jum lah 1.00 Blm Diisi

6. PE NING KA TA N  KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 5.00 #DIV/0! #D IV/0!
i. U p ay a  dan/atau  Inovasi Pe layanan Publik 2.50 #DIV/0! #D IV/0!

a. U paya dan/atau inovasi te lah  m endorong 
perba ikan pe layanan pub lik  pada:
1. Kesesuaian Persyaratan
2. Kem udahan S istem , M ekanism e, dan Prosedur
3. Kecepatan W aktu  Penyelesaian
4. Ke jelasan Biaya/Tarif, Gratis
5. Kualitas P roduk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kom petensi Pe laksana /W eb
7. Perilaku Pe laksana /W eb
8. Kualitas Sa rana dan prasarana
9. Penanganan P engaduan, Saran dan M asukan

a. U paya dan/atau inovasi yang d ilakukan te lah m endorong 
perba ikan se lu ruh pelayanan pub lik  yang prim a (lebih 
C ep a t dan m udah)
b. U paya dan/atau inovasi yang d ilakukan belum  
se lu ruhnya m em berikan dam pak pada perbaikan 
pe layanan public yang prim a (C e pa t dan m udah)
c. U paya dan/atau inovasi yang d ilakukan belum  sesuai 
kebutuhan
d. Belum  ada inovasi

A /B/C /D A

KPU Kabupaten Kepu lauan T a la u d  te rus berupaya 
dan/atau berinovasi dalam  m em pe rb a ik i pelayanan publik 
m ula i dari te rsed ianya sarana dan prasarana yang 
m em adai, pe tugas pike t lob i u tam a dan p ike t pe layanan 
PPID KPU Kabupaten kepu lauan ta laud . KPU Kabupaten 
K epu lauan T a la ud m e m ilik i s tanard pelayanan yang 
be rpedom an pada aturan yang berlaku , m em be rika n akses 
yang cepat dan m udah , m ekan ism e p rosedur pelayanan 
yang gra tis baik secara offline  dan on line  m ela lu i w ebsite 
layanan PPID KPU Kabupaten K epu lauan T a la u d  bahkan 
layanan pengaduan m asya rakat yang b isa d iakses secara 
gratis.

B ukti Dukung:
Peningkatan Kualitas Pe layanan Publik 

Link bukti dukung :
http s://drive.google .com /drive /fo lders/1 zzsZ  SYB a t470rC  U 9D FJG J 
Q n lV m R kK C dh?usp= drive  link

Blm Diisi

b. U paya dan/atau inovasi pada pe rijinan/pe layanan 
te lah d iperm udah:
1. W aktu lebih cepat
2. Pelayanan Publik yang te rpadu
3. A lu r  lebih pendek/singka t
4 T e rin te gra s i dengan ap likasi

Persentase d ipero leh dari Jum lah perijinan/pe layanan 
yang te lah d iperm udah dibag i dengan Jum lah 
perijinan/pe layanan yang te rd a ta /te rda fta r

% 100.00%

KPU Kabupaten Kepu lauan T a la u d  m enerapkan waktu 
pe layanan yang efisien, m udah diakses dengan berbasis 
pada lam an w ebsite PPID KPU Kabupaten Kepulauan 
T a la ud

B ukti D ukung : Pelayanan PPID Link B ukti Dukung: https

Blm Diisi

- Jum lah perijinan/pe layanan yang te rd a ta /te rda fta r
Jum lah 11 Blm Diisi

- Jum lah perijinan/pe layanan yang te lah 
d iperm udah

Jum lah 11 Blm Diisi

ii. P e nana anan  P enaaduan  Pe layanan dan Konsultas i 2.50 #DIV/0! #D IV/0!
Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan 
m ela lu i be rbaga i kan a l/m e d ia  seca ra  responsive 
dan be rtanggung jawab

a. Pengaduan pelayanan dan konsultas i te lah  direspon 
dengan cepat m ela lu i be rbaga i kana l/m ed ia
b. Pengaduan pelayanan dan konsultas i te lah direspon 
dengan cepat m ela lu i kana l/m ed ia  yang te rbatas
c. Pengaduan pelayanan dan konsultas i d irespon lam ba t 
m e la lu i be rbaga i kana l/m ed ia
d. Pengaduan pelayanan dan konsultas i d irespon lam ba t 
dan kan a l/m e d ia  te rbatas

A/B/C /D A

KPU Kabupaten Kepu lauan T a la u d  belum  m enerim a 
pengaduan m asya rakat.

B ukti dukung  :
httPs://drive.aooa le .com /file /d/1uAoxS zC ilyP lTN 77 jx3M Xu- 
4om vHuY 6R /v iew ?usp=drive  link

Blm Diisi

T O T A L  P E N G U N G K IT # D IV /0 !

B . H A S IL 4 0 .0 0 # V A L U E ! # V A L U E !

I. B IR O K R A S I Y A N G  B E R S IH  D A N  A K U N T A B E L 2 2 .5 0 # V A L U E ! # V A L U E !
a N ila i Survey Persepsi Korupsi (Surve i Eksterna l)

17.50

Diisi dengan nilai hasil Survei Eksterna l a tas Persepsi Anti 
Korupsi ( Indeks Persepsi Anti Korupsi /  IPAK)

Nilai
(0-4)

4.00

Berdasarkan hasil Survey Eksterna l te rh ad ap Persepsi A nti 
Korupsi (Indek Persepsi AN ti Korupsi/IPAK) KPU Kabupaten 
Kepu lauan T a la ud  te rm asu k  S a tke r b ebas dari korupsi

B ukti Dukung:
Laporan Hasil Su rvey Persepsi Korupsi 

Link B ukti Dukung:
h ttps ://d rive .goog le .eom /file /d /1Q vN pFN oM m lK H tnc9Q 19fcvnSSS 
o fzM Tp /view ?usp=sharing

#V ALU E !

httPs://drive.aooale.com/drive/folders/1aYrBZMCpjS9iHiL6RKz6IU
httPs://drive.aooale.com/drive/folders/1aYrBZMCpjS9iHiL6RKz6IU
httPs://drive.aooale.com/file/d/1uAoxSzCilyPlTN77jx3MXu-4omvHuY6R/view?usp=drive
httPs://drive.aooale.com/file/d/1uAoxSzCilyPlTN77jx3MXu-4omvHuY6R/view?usp=drive
https://drive.google.eom/file/d/1QvNpFNoMmlKHtnc9Q19fcvnSSS


b C apaian Kinerja Lebih Baik dari pada C apaian Kinerja 
Sebe lum nya

5.00

a. T a rge t k inerja u tam a te rcapa i lebih dari 100%  dan lebih 
ba ik dari capaian kinerja u tam a tahun sebe lum nya serta 
leb ih baik dari capaian k ine rja  nasiona l/ra ta -ra ta  capaian 
k ine rja  unit yang sejenis;
b. T a rg e t k inerja u tam a te rcapa i 100%  dan lebih ba ik dari 
capaian kinerja u tam a tahun sebelum nya;
c. T a rg e t k inerja u tam a te rcapa i 100%  atau leb ih, nam un 
tida k  lebih ba ik dari capaian kinerja u tam a tahun 
sebe lum nya;
d. Kinerja u tam a sudah orien tasi hasil akan te tap i m asih 
te rd a p a t ta rg e t k ine rja  u tam a yang tidak te rcapa i;
e. K inerja u tam a tidak berorien tas i hasil

A /B /C /D /E B

Seluruh ta rg e t k inerja u tam a di Lingkungan KPU Kabupaten 
Kepu lauan T a la ud te rca pa i 100%  dan lebih ba ik dari 
capaian kinerja u tam a tahun sebelum nya

B ukti dukung  :
SK P dan Laporan Kinerja

Link bukti dukung :
https://d rive .goog le .com /drive /fo lde rs /1 t9TH W X M 6Ie f9sbM azdB 5J 
86B 6A vH LY Fr?usp=drive link  (SKP)

h ttps ://d rive .goog le .com /file /d /13N 25K V 7aN 5bLxb ifihgw R iK X Q A w  
G icvV /view ?usp=drive link (LkJIP)

#V ALU E !

II. P E L A Y A N A N  P U B L IK  Y A N G  P R IM A 1 7 .5 0 # V A L U E ! # V A L U E !
N ila i Persepsi Kualitas Pelayanan (Surve i Eksterna l)

17.50

Diisi dengan Nila i Hasil Survei Eksterna l Kualitas 
Pe layanan (Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan P ublik /  
IPKP)

Nilai
(0-4)

4.00

KPU Kabupaten Kepu lauan T a la u d  be rupaya un tuk terus 
m en ingka tkan kua litas  pelayan yang ba ik kepada 
m asya rakat dengan m e lakukan Survei Pe layanan Publik

B ukti Dukung:
Laporan Hasil S u rve y Persepsi Kualitas Pelayanan 

Link B ukti Dukung:
https://docs.goog le .com /fo rm s/d /e /1  FA IpQ LSf3aD InW bEZZW R d i 
8m M FJhvuN T8M N kO o iX g9nU iN -
9m U dp W rA /v ie w form ?u sp= sha rin g& ou id = 10 60 13 56 81867905756 
83

#V ALU E !

T o t a l  h a s i l  1 # V A L U E !
NILAI HASIL EVALUASI ZONA INTEGRITAS #DIV/0!

https://drive.google.com/drive/folders/1t9THWXM6Ief9sbMazdB5J
https://drive.google.com/file/d/13N25KV7aN5bLxbifihgwRiKXQAw
https://docs.google.com/forms/d/e/1


Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) WBK/WBBM KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025

U ra ia n  K e g ia ta n W a k tu  P e la k s a n a a n K e te ra n g a n

J u li A g u s tu s S e p te m b e r O k to b e r N o v e m b e r D e s e m b e r

1. M A N A J E M E N  P E R U B A H A N

i. P e n y u s u n a n  T im  K e r ja

a. P e n g u su la n  P e rso n il T im  K e rja  P e m b a n g u n a n  Z o n a  In te g r ita s  O leh M a s in g -M a s in g  B a g ian 4 A g u s tu s  20 25

b. P e ne ta pa n  T im  K e rja  M e la lu i M e ka n ism e  R a p a t P le n o  B e rd a sa rka n  P e tu n ju k  T e kn is  T e n ta n g  P e m b e n tu ka n  T im  p e la ksa n a  
K e g ia tan

8 A g u s tu s  20 25

ii. R e n c a n a  P e m b a n g u n a n  Z o n a  In te g r ita s

a. P e m b a h a sa n  dan P e ne ta pa n  d o ku m e n  re n ca n a  k e rja  pe m b a n g u n a n  Z o n a  In te g rita s  m en u ju  W B K /W B B M 15 A g u s tu s  20 25

b. P e ne ta pa n  ta rg e t-ta rg e t pri o r ita s  y a n g  re le va n  de n g a n  tu ju a n  pe m b a n g u n a n  Z o n a  In te g rita s  m en u ju  W B K /W B B M 20 A g u s tu s  20 25

c. P e ne ta pa n  m e k a n is m e  a tau  m e d ia  u n tu k  m e n s o s ia lis a s ik a n  p e m b a n g u n a n  W B K /W B B M
23 A g u s tu s  20 25

iii. P e m a n ta u a n  d a n  E v a lu a s i P e m b a n g u n a n  W B K /W B B M

a. P e m a n ta u a n  dan e va lu a s i pe m b a n g u n a n  W B K /W B B M  u n tu k  m e m a s tika n  se lu ru h  ke g ia ta n  p e m b a n g u n a n  sud ah d ila ksa n a ka n  
se su a i de n g a n  ren ca n a

13 O k to b e r 20 25 , 17 N o ve m b e r 20 25 , 3 
D e se m b e r 20 25

b. M o n ito r in g  da n  e va lu a s i te rh a d a p  pe m b a n g u n a n  Z o n a  In te g rita s  KP U  P ro v in s i dan K a b /K o ta
22  S e p te m b e r 2 0 2 5  dan 5 N o ve m b e r 

2025

c. T in d a k  la n ju t H as il M on ito r in g  dan E va lua s i S e p te m b e r s .d  N o ve m b e r 20 25

iv . P e ru b a h a n  p o la  p ik i r  d a n  b u d a y a  k e r ja

a. P e n in g ka ta n  pe ran  P im p in an  se b a g a i ro le  model d a la m  p e la ksa n a a n  P e m b a n g u n a n  W B K /W B B M S e p te m b e r s .d  N o ve m b e r 20 25

b. P e ne ta pa n  ag en  pe rub ah an 11 A g u s tu s  20 25

c. P e m b a n g u n a n  bu d a ya  ke rja  dan p o la  p ik ir  d i lin g ku n g a n  KP U  P ro v in s i S u law es i U ta ra  m e la lu i m e d ia  so s ia lis a s i dan keg ia ta n S e p te m b e r s .d  N o ve m b e r 20 25

d. K e te rlib a ta n  A n c ^ o ta  o rg a n isa s i d a la m  p e m b a n g u n a n  Z o n a  In te g rita s  m en u ju  W B K /W B B M S e p te m b e r s .d  N o ve m b e r 20 25

2. P E N A T A A N  T A T A L A K S A N A

i. P ro s e d u r  O p e ra s io n a l T e ta p  (S O P ) K e g ia ta n  U ta m a

a. P e ne ta pa n  p e ta  p ro se s  b is n is  u ta m a  in s ta n s i u n tu k  p e n yu su n a n  S O P 15 A g u s tu s  20 25

b. P e ne ta pa n  P ro se d u r o p e ra s io n a l te ta p  (S O P ) d is e m u a  S u b  Bagian 15 A g u s tu s  20 25

c. E va lu a s i p e la ksa n a a n  p ro s e d u r o p e ra s io n a l te ta p  (S O P ) 10 N o v e m b e r 20 25

ii. S is te m  P e m e r in ta h a n  B e rb a s is  E le k t ro n ik  (S P B E )

a. P e n g g u n a a n  te k n o lo g i in fo rm a s i u n tu k  p e n g u ku ra n  k in e rja Ju li s .d  D e se m b e r 20 25

b. P e n g g u n a a n  te k n o lo g i in fo rm a s i u n tu k  O p e ra s io n a lis a s i m a n a je m e n  S D M Juli s .d  D e se m b e r 20 25

c. P e n g g u n a a n  te k n o lo g i in fo rm a s i u n tu k  pe la ya n a n  pu b lik Ju li s .d  D e se m b e r 20 25

d M o n ito r in g  da n  e va lu a s i te rh a d a p  p e m a n fa a ta n  te k n o lo g i in fo rm a s i d a la m  p e n g u ku ra n  k in e rja  un it, o p e ra s io n a lis a s i S D M , dan 6 O k to b e r 20 25

iii. K e te rb u k a a n  In fo rm a s i P u b lik

a. P e n e ra p a n  K e b ijaka n  te n ta n g  k e te rb u ka a n  in fo rm a s i p u b lik  o le h  P P ID Ju li s .d  D e se m b e r 20 25

b. M o n ito r in g  dan e va lu a s i p e la ksa n a a n  ke b ija ka n  k e te rb u ka a n  in fo rm a s i pu b lik 8 S e p te m b e r s .d  5 D e se m b e r 20 25

3. P E N A T A A N  S IS T E M  M A N A J E M E N  S D M  A P A R A T U R

i. P e re n c a n a a n  K e b u tu h a n  P e g a w a i s e s u a i d e n g a n  K e b u tu h a n  O rg a n is a s i

a. P e n yu su n a n  k e b u tu h a n  p e ga w a i o le h  un it k e rja  m e n g a cu  k e p a d a  p e ta  ja b a ta n  dan ha s il a n a lis is  be ba n  k e rja  u n tu k  m as in g - 
m a s in g  jab a ta n

A w a l T ah un  20 25

b. P e n e m p a ta n  pe ga w a i ha s il re k ru tm e n  m e n g a cu  k e p a d a  k e b u tu h a n  pe ga w ai y a n g  te la h  d isu su n  p e r jab a ta n T ah un  20 26

c. M o n ito r in g  dan e va lu a s i te rh a d a p  p e n e m p a ta n  p e ga w a i re k ru tm e n  u n tu k  p e m e n u h a n  k e b u tu h a n  ja b a ta n  d a la m  o rg a n isa s i te la h

ii. P o la  M u ta s i In te rn a l

a. M u ta s i pe ga w a i a n ta r  ja b a ta n  d a la m  ra n g k a  p e n g e m b a n g a n  k a r ie r  pe ga w a i (d a la m  m e la ku ka n  m u ta s i pe ga w a i a n ta r  ja b a ta n S e su a i K e bu tu ha n

a. M o n ito r in g  da n  e va ln a s i te rh a d a p  ke g ia ta n  m u ta s i y a n g  t e a  d ilakuk ian  da  la ra  k a ita n n y a  de n g a n  p e rb a ika n  k in e rja

iii. P e n g e m b a n g a n  P e g a w a i B e rb a s is  K o m p e te n s i

a. P e m b u a ta n  p e n g e m b a n g a n  K o m p e ten s i m e m e rlu ka n  T ra in in g  N ee d A n a ly s is  da ri U n it K e rja

a. P e rtim b a n g a n  h a s il p e n g e lo la a n  k in e rja  pe ga w a i d a la m  m e n yusu n  re n ca n a  p e n g e m b a n g a n  ko m p e te n s i

c. P e n in g ka ta n  ko m p e te n s i pe ga w a i y a n g  ad a  de n g a n  s ta n d a r ko m p e te n s i y a n g  d ite ta p ka n  u n tu k  m a s in g -m a s in g  jab a ta n

d. P e m b e ria n  ke s e m p a ta n /h a k  k e p a d a  pe ga w ai di U nit K e rja  u n tu k  m e n g iku ti d ik la t m au pu n  p e n g e m b a n g a n  ko m p e te n s i la in n ya

e. P e la ksa n a a n  p e n g e m b a n g a n  ko m p e te n s i k e p a d a  p e ga w a i (sep e rti p e n g iku tse rta a n  p a d a  le m b a g a  p e la tih a n , in -h o u s e  training ,

f. M o n ito r in g  da n  e va lu a s i te  rh e d a p  h a s il p e n g e m b a n g a n  k o m p e te n s i y a n g  be rka ita n  de n g a n  p e rb a ika n  k in e rja

iv . P e n e ta p a n  K in e r ja  In d iv id u

a. P e n g u su la n  p e n e ta p a n  k in e rja  in d iv id u  y a n g  te rk a it de n g a n  p e rja n jia n  k in e rja  o rg a n isa s i



b. P e m b e n tu ka n  u ku ran  k in e rja  in d iv id u  y a n g  m e m ilik i ke se su a ia n  de n g a n  in d ik a to r  k in e rja  in d iv id u  leve l d ia ta sn ya

c. P e la ksa n a a n  P e ng uku ra n  k in e rja  in d iv id u  se ca ra  pe rio d ik S e tia p  tr iw u lan

d. M em bu a t p e n ila ia n  k in e rja  in d iv id u  y a n g  aka n  d ija d ika n  d a s a r u n tu k  p e m b e ria n  reward

v. P e n e g a k a n  A tu r a n  D is ip l in /K o d e  E t ik /K o d e  P e r ila k u  P e g a w a i

a. |P e n e ra p a n  a tu ran  d is ip lin /k o d e  e tik /k o d e  pe rila ku

vi. S is te m  In fo rm a s i K e p e g a w a ia n

a. P e la ksa n a a n  P e m u ta kh ira n  m e n g e n a i d a ta  in fo rm a s i k e p e g a w a ia n  un it k e rja  se ca ra  be rka la

4. P E N G U A T A N  A K U N T A B IL IT A S

i. K e te r l ib a ta n  P im p in a n

a. P im p in an  te r lib a t se ca ra  la n g s u n g  d a la m  p e n yu su n a n  p e re n ca n a a n  dan p e n e ta p a n  k in e rja  o le h  U n it ke rja aw a l ta h u n  20 25

b. M o n ito r in g  o le h  P im p in an  te rk a it p e n ca p a ia n  k in e rja  s e c a ra  be rka la

ii. P e n g e lo la a n  A k u n ta b il i ta s  K in e r ja

a. P e m b u a ta n  D oku m e n  p e re n ca n a a n  k in e rja aw a l ta hu n

b. P e n e ra p a n  p e re n ca n a a n  k in e rja  ya n g  b e ro rie n ta s i has il aw a l ta hu n

c. P e ne ta pa n  In d ika to r  K in e rja  U ta m a  (IK U ) lim a  ta h u n  seka li

d. P e m b e n tu ka n  In d ika to r  k in e rja  ya n g  m e m e n u h i k r ite r ia  S M A R T aw a l ta hu n

e. P e n yu su n a n  La po ran  k in e rja  y a n g  m e m b e rika n  in fo rm a s i te n ta n g  k in e rja  y a n g  la p o ra n n y a  te la h  d isu su n  te p a t w ak tu aw a l ta hu n

g. P e m b e n tu ka n  s is te m  in fo rm a s i dan m e k a n is m e  in fo rm a s i k in e rja aw a l ta hu n

h P e n in g ka ta n  U pa ya  k a p a s ita s  S D M  y a n g  m e n a n g a n i a k u n ta b ilita s  k in e rja  o le h  un it ke rja aw a l ta hu n

5. P E N G U A T A N  P E N G A W A S A N

i. P e n g e n d a lia n  G ra t if ik a s i

a. M em bu a t public campaign  te n ta n g  p e n g e n d a lia n  g ra tifika s i 25 A u g u s t 20 25

b. M en e ra p ka n  P e n g e n d a lia n  g ra tifika s i 25 A u g u s t 20 25

ii. P e n e ra p a n  S is te m  P e n g e n d a lia n  In te rn  P e m e r in ta h  (S P IP )

a. M e m b e n tu k  lin g k u n g a n  p e n g e n d a lia n Ju li &  O k to b e r 20 25

b. M e laku kan  p e n ila ia n  r is ik o  a ta s  p e la ksa n a a n  keb ija ka n 7 Ju li 20 25

c. M o n ito r in g  ke g ia ta n  p e n g e n d a lia n  u n tu k  m e m in im a lis ir  r is ik o  y a n g  te la h  d iid e n tifika s i 11 Ju li 20 25

d. M e laku kan  ko m u n ika s i dan in fo rm a s i te rk a it S P I k e p a d a  se lu ru h  p ih a k  te rka it Ju li s .d  D e se m b e r 20 25

iii. P e n g a d u a n  M a s y a ra k a t

a. P e n e ra p a n  ke b ija ka n  m e n g e n a i P e n g ad ua n  m a sya ra ka t Juli s .d  D e se m b e r 20 25

b. T in d a k  la n ju t p e n g a d u a n  m a sya ra ka t Juli s .d  D e se m b e r 20 25

c. M o n ito r in g  dan e va lu a s i a ta s  p e n a n g a n a n  p e n g a d u a n  m a sya ra ka t N o ve m b e r &  D e se m b e r 20 25

d. M e n in d a k la n ju ti h a s il e va lu a s i a ta s  p e n a n g a n a n  p e n g a d u a n  m asya ra ka t N o ve m b e r &  D e se m b e r 20 25

iv . W h istle -B low ing System

a. P e ne ra pa n  Whistle-Blowing System A g u s tu s  s .d  D e se m b e r 20 25

b. M o n ito r in g  dan e va lu a s i a ta s  p e n e ra p a n  Whistle Blow ing System 8 S e p te m b e r 20 25

c. M e n in d a k la n ju ti h a s il e va lu a s i a ta s  p e n e ra p a n  Whistle Blow ing System 9 S e p te m b e r 20 25

v. P e n a n g a n a n  B e n tu ra n  K e p e n t in g a n

a. P e ne ta pa n  id e n tifik a s i/p e m e ta a n  be n tu ra n  k e p e n tin g a n  d a la m  tu g a s  fu n g s i u tam a 25  A g u s tu s  20 25

b. M e la ksa n a ka n  so s ia lis a s i m e n g e n a i P e na n g a n a n  B e n tu ran  K e pe n tin ga n 2 S e p te m b e r 20 25

c. M en e ra p ka n  P e na ng an an  B e n tu ran  K e p e n tin g a n S e p te m b e r s .d  D e se m b e r 20 25

d. M o n ito r in g  dan e va lu a s i a ta s  P e n a n g a n a n  B e n tu ran  K e pe n tin ga n S e p te m b e r &  D e se m b e r 20 25

e. M e n in d a k la n ju ti h a s il e va lu a s i a ta s  P e n a n g a n a n  B e n tu ran  K e pe n tin ga n S e p te m b e r &  D e se m b e r 20 25

6. P E N IN G K A T A N  K U A L IT A S  P E L A Y A N A N  P U B L IK

i. S ta n d a r  P e la y a n a n

a. P e ne ta pa n  ke b ija ka n  m e n g e n a i s ta n d a r pe laya na n A w a l T ahun

b. M en e ta p ka n  S ta n d a r p e la ya n a n  y a n g  te la h  d im a k lu m a tka n A w a l T ahun

c. P e la ksa n a a n  rev iu  dan p e rb a ika n  a ta s  s ta n d a r p e laya na n

d. P e la ksa n a a n  p u b lika s i a ta s  s ta n d a r p e laya na n  dan m a k lu m a t p e laya na n

ii. B u d a y a  P e la y a n a n  P r im a

a. P e ne ta pa n  be rb a g a i up a ya  pe n in g ka ta n  ke m a m p u a n  da n /a ta u  ko m p e te n s i te n ta n g  p e n e ra p a n  b u d a ya  pe la ya n a n  p rim a

b. P e n g g u n a a n  In fo rm as i te n ta n g  p e la ya n a n  y a n g  m ud ah  d ia k s e s  m e la lu i be rba ga i m ed ia

c. P e ne ta pa n  s is te m  p e m b e ria n  p e n g h a rg a a n  dan sa n ks i ba g i p e tu g a s  pe m b e ri pe la ya n a n

d. P e ne ta pa n  s is te m  p e m b e ria n  k o m p e n sa s i k e p a d a  p e n e r im a  la ya n a n  b ila  laya na n  tid a k  sesu a i s ta n d a r

e. P e ne ta pa n  sa ra n a  laya na n  te rp a d u /te r in te g ra s i

f. P e m b u a ta n  in o va s i pe la ya n a n Ju li 20 25



i i i. P e n g e lo la a n  P e n g a d u a n

a. P e m b e n tu ka n  m e d ia  p e n g a d u a n  dan k o n su lta s i p e la ya n a n  y a n g  te rin te g ra s i de n g a n  S P 4N -La po r!

b. P e m b e n tu ka n  un it y a n g  m e n g e lo la  p e n g a d u a n  dan k o n s u lta s i p e laya na n
S u da h  d ib e n tu k  ta n g g a l 16 Jan ua ri 20 25

c. M o n ito r in g  e va lu a s i a ta s  p e n a n g a n a n  k e lu h a n /m a s u k a n  dan k o n su lta s i

iv . P e n ila ia n  K e p u a s a n  te rh a d a p  P e la y a n a n

a. P e la ksa n a a n  s u rv e y  k e p u a sa n  m a sya ra ka t te rh a d a p  pe la ya n a n

b. M o n ito r in g  su rve i ke p u a s a n  m a s y a ra k a t d a p a t d ia k s e s  s e ca ra  te rb u ka

c. T in d a k  la n ju t a ta s  h a s il s u rve i k e p u a sa n  m asya ra ka t

v. P e m a n fa a ta n  T e k n o lo g i In fo rm a s i

a. P e n e ra p a n  te k n o lo g i in fo rm a s i d a la m  m e m b e rika n  p e laya na n

b. P e m b a n g u n a n  d a ta b a se  p e laya na n  y a n g  te rin te g ra s i

c. P e rb a ika n  s e ca ra  te ru s  m e n e ru s

II. R E F O R M

1. M A N A J E M E N  P E R U B A H A N

i. K o m itm e n  d a la m  p e ru b a h a n

a. P e la ksa n a n  p e ru b a h a n  ya n g  k o n k re t di In s ta n s i o le h  A g e n  P e ru ba ha n

b. A g e n  P e ru b a h a n  d iin te g ra s ika n  k e  d a la m  m e k a n is m e  m a n a je m e n  in s ta n s i.

ii. K o m itm e n  P im p in a n

a. | P e la ksa n a a n  K o m itm e n  P im p in a n  u n tu k  re fo rm a s i b iro k ra s i de n g a n  ca p a ia n  y a n g  te rc a n tu m  je la s  d a la m  do ku m e n  p e re n ca n a a n .

iii. M e m b a n g u n  B u d a y a  K e r ja

a. P e rtum bu ha n  bu d a ya  k e rja  p o s it if  de n g a n  m e n g a m a lka n  n ila i-n ila i o rg a n isa s i se t ia p  ha ri.

2. P E N A T A A N  T A T A L A K S A N A

i. P e ta  P ro s e s  B is n is  M e m p e n g a ru h i P e n y e d e rh a n a a n  J a b a ta n

a. jP e n y u s u n a n  p e ta  p ro se s  b is n is  y a n g  d iiku ti de n g a n  p e n ye d e rh a n a a n  s tru k tu r  ja b a ta n .

ii. S is te m  P e m e r in ta h a n  B e rb a s is  E le k t ro n ik  (S P B E ) y a n g  T e r in te g ra s i

a. |M e n g in te g ra s ik a n  S P B E  u n tu k  m e m p e rce p a t dan m e n g e fis ie n k a n  pe la ya n a n  p u b lik .

iii. T ra n s fo rm a s i D ig ita l M e m b e r ik a n  N ila i M a n fa a t

a. P e m a n fa a ta n  D ig ita lisa s i u n tu k  p ro se s  b is n is  u ta m a  a g a r m am p u  m en g h a d irka n  n ila i m a n fa a t m a ks im a l p a d a  un it ke rja

b. P e m a n fa a ta n  D ig ita lisa s i a d m in is tra s i ag a r m am p u  m e n g h a s ilka n  n ila i m a n fa a t m a ks im a l u n tu k  un it ke rja .

c. P e m a n fa a ta n  D ig ita lisa s i laya na n  p u b lik  ag a r m am p u  m e n g h a d irk a n  n ila i m a n fa a t m a ks im a l b a g i un it k e r ja .

3. P E N A T A A N  S IS T E M  M A N A J E M E N  S D M  A P A R A T U R

i. K in e r ja  In d iv id u

a. | P e n yu su n a n  u ku ran  k in e rja  in d iv id u  ya n g  b e rfo ku s  p a d a  o u tc o m e  se su a i le ve l ja b a ta n .

ii. A sse ssm en t  P e g a w a i

a. | P e n g g u n a a n  H asil a s s e s s m e n t se b a g a i p e rtim b a n g a n  u n tu k  m u ta s i dan p e n g e m b a n g a n  k a r ie r  pe ga w a i.

iii. P e la n g g a ra n  D is ip l in  P e g a w a i

a. P e n u ru n a n  ju m la h  p e la n g g a ra n  d is ip lin . (Ju m la h  p e la n g g a ra n  ta h u n  se b e lu m n ya , Ju m la h  p e la n g g a ra n  ta h u n  in i, dan Jum lah  
p e la n g g a ra n  y a n g  te la h  d ib e rika n  sa n ks i/h u ku m a n )

4. P E N G U A T A N  A K U N T A B IL IT A S

i. M e n in g k a tn y a  c a p a ia n  k in e r ja  u n i t  k e r ja

a . |P ro p o rs i ta rg e t h in g g a  m e n ca p a i a tau  m e la m p a u i 100% .

ii. P e m b e r ia n  R ew ard  an d  Pun ishm en t

a. |C a p a ia n  k in e rja  y a n g  te rm o n ito r  m e n ja d i acu a n  un tu k  m e m b e rika n  p e n g h a rg a a n  m au p u n  sa n ks i p a d a  o rg a n isa s i.

iii. K e ra n g k a  L o g is  K in e r ja

a. P e n je n ja n g a n  k in e rja  (K e ra n g ka  L o g is  K in e rja ) y a n g  m e n g a cu  p a d a  k in e rja  u ta m a  o rg a n isa s i dan d ip a ka i u n tu k  m en e n tu ka n  
k in e rja  se lu ru h  pe ga w a i.

5. P E N G U A T A N  P E N G A W A S A N

i. M e k a n is m e  P e n g e n d a lia n

a. P e ne ra pa n  m e k a n is m e  p e n g e n d a lia n  a k t iv ita s  s e c a ra  b e rtin g ka t.

ii. P e n a n g a n a n  P e n g a d u a n  M a s y a ra k a t

a. P e n ye le sa ia n  p e n g a d u a n  p u b lik  y a n g  d ila p o rka n  b e rd a sa rka n  ju m la h  y a n g  h a ru s  d itin d a k la n ju ti, s e d a n g  d ip ro se s , dan y a n g  
se le sa i.

Ju li s .d  D ese m b er 20 25

iii. P e n y a m p a ia n  L a p o ra n  H a rta  K e k a y a a n

a. P e n y a m p a ia n  L a p o ra n  H a r ta  K e k a y a a n  P e ja b a t N e g a ra  (L H K P N )

■ |P e n y a m p a ia n  LH K P N  o le h  p e ja b a t/p e g a w a i y a n g  d iw a jib kan . J a n u a ri -  A p ril 20 25

b. P e n y a m p a ia n  L a p o ra n  H a r ta  K e k a y a a n  N o n  L H K P N  (T id a k  W a jib  L H K P N )



M o n ito rin g  dan e va lu a s i p e n ya m p a ia n  N on LH K P N  (P e ja b a t a d m in is tra to r  (e se lo n  III), P e ja b a t P e na w as  (e se lo n  IV ), F un gs io na l 
dan P e laksa na ) 7 Ju li 2 0 2 5  dan 31 D e se m b e r 20 25

B.

6. P E N IN G K A T A N  K U A L IT A S  P E L A Y A N A N  P U B L IK

i. U p a y a  d a n /a ta u  In o v a s i P e la y a n a n  P u b lik

a. M e laku kan  up a ya  da n /a ta u  in o v a s i te la h  m e n d o ro n g  p e rb a ika n  p e la ya n a n  p u b lik  pada :
1. K e se su a ia n  P e rsya ra ta n
2. K e m u d a h a n  S is te m , M e ka n ism e , dan P ro se d u r
3. K e cep a tan  W a k tu  P e nye lesa ia n
4. K e je lasa n  B ia ya /T a rif, G ra tis
5. K u a lita s  P ro d u k  S p e s ifik a s i J e n is  P e laya na n
6. K o m p e te n s i P e la ksa n a /W e b
7. P e rila ku  P e la ksa n a /W e b
8. K u a lita s  S a ra n a  dan p ra sa ra n a
9. P e na ng an an  P e ng ad ua n , S a ra n  dan M asukan

b. M en gu p a ya ka n  da n /a ta u  m e n g in o v a s ik a n  p e r ijin a n /p e la ya n a n  y a n g  te la h  d ip e rm u d a h :
1. W a k tu  leb ih  cep a t
2. P e laya na n  P u b lik  y a n g  te rp ad u
3. A lu r  leb ih  p e n d e k /s in g ka t
4. T e r in te g ra s i de n g a n  ap likas i

- Ju m la h  p e rijin a n /p e la y a n a n  y a n g  te rd a ta /te rd a fta r

- Ju m la h  p e rijin a n /p e la y a n a n  y a n g  te la h  d ip e rm ud ah  

ii.  P e n a n g a n a n  P e n g a d u a n  P e la y a n a n  d a n  K o n s u lta s i

- M o n ito r in g  dan e va lu a s i p e n a n g a n a n  p e n g a d u a n  p e la ya n a n  y a n g  d ila ku ka n  m e la lu i be rba ga i k a n a l/m e d ia  se ca ra  re s p o n s iv e  
dan b e rta n g g u n g  ja w a b

H A S IL

i .  B IR O K R A S I Y A N G  B E R S IH  D A N  A K U N T A B E L

a N ila i S u rv e y  P e rse ps i K o ru ps i (S u rve i E ks te rna l) 

b C a p a ia n  K in e rja  Leb ih  B a ik  da ri p a d a  C a p a ia n  K in e rja  S e b e lu m n ya  

I T  P E L A Y A N A N  P U B L IK  Y A N G  P R IM A

- N ila i P e rse p s i K u a lita s  P e laya na n  (S u rve i E ks te rn a l)

T O T A L  H A S IL

D e se m b e r 20 25

D e se m b e r 20 25

NILAI HASIL EVALUASI ZONA INTEGRITAS



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 

NOMOR 33 TAHUN 2025

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH 

BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI 

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Dinas Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2410/PW.02- 

SD/12/2025 tanggal 17 Juli 2025 perihal Pelaksanaan 

Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di 

Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona 

integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, maka 

dipandang perlu membentuk tim kerja Pembangunan Zona 

Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, 

perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Pembentukan Tim 

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan 

Talaud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6718);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 671);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang 

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah 

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

jd ih.kpu.go.id /su lut/ta laud



3

Menetapkan

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 

tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi 

Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 601);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata 

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

KEPULAUAN TALAUD TENTANG PEMBENTUKAN TIM 

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS 

DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN 

MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
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KESATU

KEDUA

KETIGA

: Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas 

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih 

dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Kepulauan Talaud, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan ini.

: Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan 

Talaud Terdiri dari :

1. Pengarah;

2. Tim Kerja:

a. Tim Manajemen Perubahan;

b. Tim Penataan Tata Laksana;

c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;

d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;

e. Tim Penguatan Pengawasan;

f. Tim Peningkatan Kualitas Publik.

3. Tim Agen Perubahan.

: Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas 

dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Adalah sebagai 

berikut :

1. Mengidentifikasi dan Menyusun rencana kerja Pembangunan 

Zona Integritas secara tersistematis dan terukur;

2. Melaksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik dan 

persepsi anti korupsi pada unit kerja minimal 3 kali dalam 

setahun;

3. Meningkatkan implementasi manajemen kinerja yang baik, 

membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan 

publik dan pencegahan korupsi;

4. Melaksanakan program dan kegiatan yang sifatnya 

bersinggungan langsung dengan masyarakat atau stakeholder;

5. Membuat strategi komunikasi/manajemen media dalam 

rangka menginformasikan semua perubahan yang dilakukan 

oleh unit kerja ke Masyarakat;

6. Melakukan Penilaian Mandiri atas Pembangunan Zona 

Integritas di masing-masing unit/satuan kerja dan 

mengunggah dokumen bukti pelaksanaannya pada Kertas 

Kertas Penilaian Zona Integritas; serta
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KEEMPAT

7. Melaporkan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada 

masing-masing unit/satuan kerja kepada Sekretaris Jenderal 

KPU paling lambat tanggal 30 Desember setiap tahunnya.

: Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona 

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KESATU, adalah:

1. Pengarah, bertugas:

a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan 

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi dan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani;

b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di 

masing-masing Tim;

c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas 

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran 

Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia dan dapat memberikan dampak pada 

masyarakat;

d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan 

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan 

memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona 

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, 

terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan;

e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara 

tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Kepulauan Talaud secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja, bertugas:

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi 

pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona 

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja 

instansi;
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3) Melakukan analisis atas risiko kegagalan yang 

disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi 

terhadap perubahan;

4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi 

terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia; dan

5) Melakukan pemantauan dan evaluasi

pelaksanaanPembangunan Zona Integritas Menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani.

b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:

1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah 

diterapkan; dan

2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

keterbukaan informasi publik.

c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia,

bertugas :

1) Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di 

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Kepulauan Talaud;

2) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;

3) Menetapkan kinerja individu;

4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku 

pegawai; dan

5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.

d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:

1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Kepulauan Talaud;

2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Kepulauan Talaud;

3) Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Sulawesi Utara dengan melibatkan pimpinan;

4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian 

kinerja secara berkala; dan

5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E- 

MONEV).

e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:

1) Melakukan public campaign;

2) Melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
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KELIMA

KEENAM

3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai 

kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.

f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:

1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih 

cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;

2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap 

penyelenggaraan pelayanan publik;

3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:

a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya 

penerapan pelayanan prima;

b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses 

melalui berbagai media;

c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan 

reward / punishment;

d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi; e. 

Membuat inovasi pelayanan.

4) Melakukan survei kepuasan terhadap masyarakat 

terhadap pelayanan;

5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara

terbuka; dan

6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.’

3. Tim Agen Perubahan, bertugas:

a. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi 

yang akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi 

Sekretariat;

b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan 

di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta 

melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama 

Tim Reformasi Birokrasi; dan

c. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk 

melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan 

dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

: Dalam melaksanakan tugasnya tim -tim di atas perlu melakukan 

koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, 

serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Kepulauan Talaud.

: Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini 

bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.

jd ih.kpu.go.id /su lut/ta laud
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KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Melonguane 

Pada tanggal 11 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

U3UPATEN KEPULAUAN TALAUD
la  Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan 

^ ^ P ^ h j@ V P a r t is ip a s i  dan Hubungan Masyarakat,

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

NI RAHAYU

jd ih.kpu.go.id /su lut/ta laud



9

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 

NOMOR 33 TAHUN 2025 

TENTANG PEMBENTUKAN TIM

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI 

DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN 

MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

KEPULAUAN TALAUD

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS 

DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN 
DALAM SATGAS

I. PENGARAH

1. Andri L. J. Sumolang Ketua KPU Kabupaten 
Kepulauan Talaud PENGARAH

2. Hilda Jein Palandung Anggota KPU Kabupaten 
Kepulauan Talaud PENGARAH

3. Budirman Anggota KPU Kabupaten 
Kepulauan Talaud PENGARAH

4. Ahmad Faisal Tahir Anggota KPU Kabupaten 
Kepulauan Talaud PENGARAH

5. Jekman Wauda Anggota KPU Kabupaten 
Kepulauan Talaud PENGARAH

II. TIM KERJA

1. Jan Ch. Kumaunang Sekretaris KPU Kabupaten 
Kepulauan Talaud KETUA

a) TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

1. Isnaeni Rahayu

Kasubag Teknis 
Penyelenggara Pemilu, 

Partisipasi dan Hubungan 
Masyarakat

Koordinator 
merangkap Anggota

2. Bryan Djabar Pelaksana Anggota

3. Natalia Indah Assa Pelaksana Anggota

4. Yedida Woba Pelaksana Anggota

b) TIM PENATAAN TATA LAKSANA

1. Rini Sarundaitan Plt. Kasubag Keuangan, 
Umum dan Logistik Anggota

2. Mexbianto E. Pareba Pelaksana Anggota

3. Devita Sahabat Pelaksana Anggota

jd ih.kpu.go.id /su lut/ta laud
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4. Gabriella Masanggelo Pelaksana Anggota

5. Grace Besinung Pelaksana Anggota

6. Hesty Fanny 
Manambe PPNPN Anggota

c) TIM PENATAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Junilson Saghoa Plt. Kasubbag Hukum dan 
SDM Anggota

2. Sektin Ganset Pelaksana Anggota
3. Rizal A. M. Keliwouw Pelaksana Anggota
4. Yulianti Panaha Pelaksana Anggota

d) TIM PENGATURAN AKUNTABILITAS KINERJA

1. Viliyanti L. Alang Kasubag Perencanaan, Data 
dan Informasi Anggota

2. Okfin H. Talontong Pelaksana Anggota

3. Gloria Wulan 
Tombiling Pelaksana Anggota

4. Christiadi M. Mararu Pelaksana Anggota

e) TIM PENGUATAN PENGAWASAN

1. Lina N. Mataputung Pelaksana Anggota
2. Megawati S. Moha Pelaksana Anggota
3. Nicolaus Saghoa Pelaksana Anggota
4. Roni Lahipe PPNPN Anggota

f) TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1. Rifan Takaliuang Pelaksana Anggota
2. Donald Aemba Pelaksana Anggota
3. Julinda Tucunan PPNPN Anggota
4. Deyner T. Mengga PPNPN Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

IUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan 

PemiJfeAPartisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

NI R A H A Y U

jd ih.kpu.go.id /su lut/ta laud



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 

NOMOR 19 TAHUN 2025 

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN AGEN PERUBAHAN DALAM MANAJEMEN 

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI

DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 

2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas 

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 5 Tahun 2024;

b. bahwa untuk mentransformasi sistem dan mekanisme kerja 

organisasi serta mindset (pola pikir) dan cultureset (cara 

kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, 

profesional, dan berintegritas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan 

Talaud tentang Pembentukan dan Penetapan Agen 

Perubahan dalam Manajemen Pembangunan Zona Integritas 

menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2025;



M e n g in g a t 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 

Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6863);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi 

Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata 

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat



Menetapkan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 

Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 

14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, 

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang 

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah 

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah 

diubah dengan eraturan Mentari Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 

tentang Perubahan Atas Peraturan Mentari Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 

2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas 

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi 

Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 601);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07- 

Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG PEMBENTUKAN 

DAN PENETAPAN AGEN PERUBAHAN DALAM MANAJEMEN 

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS 

DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN



MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas 

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani (WBBM) Di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU memiliki tugas:

1. Membangun budaya kerja yang positif dan menerapkan 

nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;

2. Melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja pada 

unit kerja, yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju 

WBK dan WBBM;

3. Menurunkan resiko kegagalan yang disebabkan adanya 

resistensi terhadap perubahan;

4. Mengawasi seluruh anggota pada unit kerja agar terlibat 

dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan 

WBBM;

5. Menyusun rencana kegiatan mengenai manajemen 

perubahan;

6. Membuat laporan kegiatan manajemen perubahan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Melonguane 
Pada tanggal 16 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd

JAN CHRESTIAN KUMAUNANG
Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

EN KEPULAUAN TALAUD
Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, 
an Hubungan Masyarakat,11̂ 1 Parti

H A Y U



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD 
NOMOR 19 TAHUN 2025 
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN 
AGEN PERUBAHAN DALAM MANAJEMEN 
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI 
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN 
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI 
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2025

SUSUNAN AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU 
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN 

MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NO NAMA JABATAN KEDINASAN KEDUDUKAN DALAM 
TIM

1 JAN Ch. KUMAUNANG Sekretaris Ketua Tim

2 VILIYANTI ALANG Kasubbag Perencanaan, 
Data dan Informasi Anggota Tim

3 RINI SARUNDAITAN Plt. Kasubbag Keuangan 
Umum dan Logistik Anggota Tim

4 ISNAENI RAHAYU

Kasubbag Teknis 
Penyelenggara Pemilu, 

Partisipasi & Hubungan 
Masyarakat

Anggota Tim

5 JUNILSON SAGHOA Plt. Kasubbag Hukum 
dan SDM Anggota Tim

Ditetapkan di Melonguane 
Pada tanggal 16 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd

JAN CHRESTIAN KUMAUNANG
Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

ATEN KEPULAUAN TALAUD
Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, 

dan Hubungan Masyarakat,

R A H A Y U


